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ABSTRAK
Perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia para pelakunya
sering tidak memperhatikan dan mengetahui langkah-langkah aturan
sebelum melakukan perkawinan campuran utamanya yang menyangkut
mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan.
seseorang yang melakukan perkawinan campuran tidaklah dapat secara
bebas untuk membeli hak-hak atas tanah di Indonesia dikarenakan
pasangannya yang berkewarganegaraan asing. Hal ini karena adanya
pembatasan hak kepemilikan tanah yang diatur dalam hukum
pertanahan Indonesia pasal 1 jo pasal 21 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 yang berazaskan kebangsaan.
Pada bulan oktober tahun 2016 Mahkmah Konstitusi memberikan
putusan No. 69/PUU/XIII/2015 membuat sebuah pergeseran makna
dan norma terkait perjanjian perkawinan yang berimbas pada harta
bersama untuk itu  Penelitian ini berjudul “Implikasi Yuridis
Keputusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU/XIII/2015 Tentang
Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Pernikahan
Campuran” metode yang digunakan adalah kepustakaan bersifat
normative dengan jenis penelitian menarik asas hukum untuk
mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap permasalahan yang
diteliti serta menganalisa literatur-literatur yang ada untuk
mendapatkan informasi sebagai pertimbangan pembuatan aturan terkait
masalah-masalah yang timbul.
Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perjanjian
kawin tidak lagi dilakukan sebelum perkawinan namun juga dapat
dilakukan dalam masa perkawinan, sehingga Menarik untuk diteliti
bagaimana latar belakang terkait putusan tersebut dan bagaimana
implikasinya terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran
setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.
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Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (UU Perkawinan) adalah sebuah bentuk
aturan hukum positif tentang perkawinan di Indonesia yang terdiri dari 16 bab dan 67
pasal,1 yang di kemas dalam bentuk perundang-undangan dengan bertujuan dapat
mudah fahami dan dilaksanakan dengan baik bagi warga Negara. Disamping itu UU
Perkawinan, terdapat pula KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mana oleh sebagian
sarjana hukum dikatakan sebagai Hukum Positif mengacu pada Impres No. 1 Tahun
1991 sebagai bagian dari hukum materiil dalam mengatur Perkawinan bagi Warga
Negara Indonesia yang beragama Islam (Ummat Muslim).
Menurut UU Perkawinan pasal 1 menegaskan bahwa "Perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang  pria dan seorang wanita sebagai suami istri  dengan
tujuan membentuk  keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. ini menjelaskan bahwa tujuan pokok dari perkawinan
adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan
Yang Maha Esa".2
1 Lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2 Lihat UUP No 1 Tahun 1974 pasal 1
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Akibat hukum setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara
suami dengan isteri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban.3 Salah satu
hak dan kewajiban ini adalah harta benda dalam perkawinan yang disebut harta
bersama menurut pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan adalah "harta benda yang diperoleh
selama perkawinan adalah harta bersama".
Harta bersama dapat dibagi jika terjadi putusnya perkawinan, putusnya
perkawinan ini dikarenakan 2 hal yaitu kematian dan perceraian, pembagian harta
bersama akibat putusnya perkawinan karena kematian apabila salah satu suami atau
istri meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat
1 menyatakan : Apabila  terjadi  cerai  mati,  maka  separuh  harta  bersama  menjadi
hak  pasangan  yang  hidup  lebih lama.4 Sedangkan pembagian harta bersama akibat
putusnya perkawinan karena perceraian maka berlakulah pasal 37 dalam Undang-
Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang menyatakan " Bila perkawinan putus
karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing".5, namun
Kompilasi Hukum Islam mengatakan dalam pasal 97 bahwa : Janda  atau  duda  cerai
masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak ditentukan
lain dalam perjanjian perkawinan.6
Perjanjian perkawinan termasuk dalam perjanjian formil karena perjanjian
formil adalah suatu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kata sepakat saja,
3 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang Dan Keluarga, (Bandung: Alumni,
1986),  109.
4 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat 1
5 Lihat UUPerkawinan pasal 37
6 Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 97
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tetapi juga mensyaratkan penuangan perjanjian tersebut dalam suatu bentuk
perjanjian tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu. Untuk perjanjian
perjanjian tertentu undang-undang menentukan bahwa suatu perjanjian baru sah
selain harus memenuhi syarat umum untuk sahnya perjanjian, tetapi juga harus
dituangkan dalam akta otentik.7 Perjanjian perkawinan dilakukan sebelum
perkawinan berlangsung menurut pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan.
Perkawinan campuran merupakan salah satu bentuk perkawinan di Indonesia,
perkawinan campuran tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Perkawinan,
karena perkawinan campuran sama halnya dengan perkawinan seperti biasanya
namun yang membedakan adalah status kewarganegaraan yang dimiliki kedua
pasangan yang melakukan pernikahan campuran. Menurut Pasal 57 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan campuran
ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang
berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”8.
Tren perkawinan campuran semakin meningkat pelaksanaannya, apalagi di
era globalisasi ini dengan dimudahkannya tekhnologi komunikasi sehingga tidak ada
batasan lagi komunikasi antar Negara yang mengakibatkan pertumbuhan perkawinan
campuran meningkat drastis.
7 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2000.  Hukum Orang dan Keluarga. Surabaya:
Airlangga University Press, 11-12.
8 Lihat dalam Undang-Undang Perkawinan pasal  57.
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Namun dengan meningkatnya pertumbuhan perkawinan campuran di
Indonesia maka akan mengakibatkan berbagai persoalan yang timbulnya yaitu
mengenai hak dan kewajiban suami istri, hubungan antara suami istri, hubungan
antara orangtua dan anak, harta bersama dalam perkawinan (percampuran kekayaan),
hibah, wasiat, waris dan bagaimana bila terjadi perceraian. Permasalahan yang sering
terjadi yaitu terkait harta bersama dalam perkawinan (Percampuran kekayaan) karena
pada dasarnya di Indonesia tidak mengenal atas hak milik Warga Negara Asing
(WNA) karena Asas UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) itu berasaskan
kebangsaan artinya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak milik .
Permasalahan-permasalahan tersebut sangat kompleks di bandingkan pada
perkawinan yang tunduk pada hukum yang sama atau perkawinan sesama warga
Negara. Karena memang Undang-Undang Perkawinan belum mampu mengakomodir
aturan hukum terhadap perkawinan campuran.
Pada bulan oktober tahun 2016 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan
Nomor 69/PUU-XIII/2015, membawa pergeseran makna dan pergeseran Norma
hukum pada Perkawinan campuran terkait perjanjian perkawinan dan meluas pada
harta bersama dalam perkawinan, karena adanya perjanjian perkawinan merupakan
sebuah aturan tentang pengelolaan harta bersama dalam masa perkawinan, yang mana
sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kita hanya mengenal
perjanjian perkawinan dilakukan sebelum perkawinan, namun setelah dikeluarkanya
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dilakukan pada sebelum dan dalam
masa perkawinan.
5
Putusan tersebut lahir karena adanya uji materi (Judicial  Review) yang di
lakukan oleh Ike Farida (WNI) selaku Pemohon yang melakukan perkawinan
campuran dengan WNA berwarga Negara Jepang, mengajukan gugatan ke
Mahkamah Konstitusi untuk dapat memiliki hak kebendaan atau properti sama
seperti Warga Negara Indonesia lainnya, karena pemohon merasakan sangat
menderita dan sengsara, terdiskriminasikan hak-haknya, dan menderita baik secara
psikologis/kejiwaan maupun secara moral, dan terampas hak-hak asasinya akibat
diberlakukannya pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan pasal 36 ayat (1) UUPA; serta pasal
29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, menurut
pemohon pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia 1945 sehingga perlunya Mahkamah Konstitusi mengadili dan memberikan
putusan tersebut.9 Namun Mahkamah Konstitusi lewat Putusannya Nomor 69/PUU-
XIII/2015 mengabulkan sebagian dari tuntutan pemohon yaitu terkait Perjanjian
Perkawinan mengenai proses pelaksanaan melakukannya yang awalnya di lakukan
sebelum perkawinan berlangsung namun juga ternyata menyebabkan Indonesia
mengakui perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan (post-nupt).
Adapun unsur-unsur dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi
tersebut yaitu Ada lima unsur penting dalam makna Pasal 29 ayat (1) tersebut, yaitu:
(1) perjanjian dibuat sebelum atau selama masa perkawinan; (2) persetujuan bersama;
9Disarikan  dari  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIIII/2015.
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(3) dibuat secara tertulis; (4) disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris;
dan (5) berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.10
Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan
komprehensif untuk lebih memahami sejauh mana impilkasi terkait dari putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut pada peraturan dan Perundang-Undangan Perkawinan
pada Perkawinan Campuran di Indonesia, Untuk itu Penulis ingin meneliti dan
menuangkanya pada penulisan ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul : “Implikasi
Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU/XIII/2015 Tentang
Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Pernikahan
Campuran”.
B. Fokus Kajian
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
permasalahan yang diteliti  dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Apa latar belakang munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi No.
69/PUU/XIII/2015.?
2. Bagaimana Implikasi Yuridis keputusan Mahkamah Konstitusi No.
69/PUU/XIII/2015 terhadap perlindungan harta bersama bagi perkawinan
campuran Perspektif Maqa>s}id al-Shari>’ah.?
3. Bagaimana Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-
XIII/2015 terhadap keabsahan Perjanjian perkawinan yang di buat oleh pegawai
10Disarikan  dari  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIIII/2015.
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pencatat perkawinan dengan yang dibuat oleh pihak Notaris pada perkawinan
Campuran. ?
C. Tujuan Penelitian.
Mengacu pada focus kajian di atas, tujuan yang hendak tercapai dalam
penelitian ini adalah untuk menganilis dan mengetahui hal-hal berikut.
1. Latar belakang munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi No.
69/PUU/XIII/2015.
2. Implikasi Yuridis keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015
terhadap perlindungan harta bersama bagi perkawinan campuran Perspektif
Maqa>s}id al-Shari>’ah.
3. Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015
terhadap keabsahan  Perjanjian perkawinan yang di buat oleh pegawai pencatat
perkawinan dengan yang dibuat oleh pihak Notaris pada perkawinan Campuran.
D. Manfaat Penelitian
Studi yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoritis
maupun praktis sebagaimana berikut:;
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan ilmiah
tentang hukum keluarga khususnya bidang perkawinan campuran yang mencakup




Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak baik
akademisi maupun praktisi yang concern di bidang hukum, khususnya hukum
keluarga, serta dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut oleh para peminat atau
peneliti mengenai hukum perkawinan , serta sebagai bahan pertimbangan DPR RI
(Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) untuk melakukan amademen




Penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan karena
penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara metodologis, konsisten,
serta sistematis yang berarti menggunakan sistem tertentu dan konsisten maksudnya
tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.11
Penelitian merupakan suatu proses, yakni suatu rangkaian langkah yang
dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memeperoleh pemecahan masalah
atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.12
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, …………………………....., 5.
12Beni Ahmad, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 18.
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Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah,
yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan
menganalisanya.13 Penelitian khususnya dalam hukum dibagi menjadi tiga Yaitu,
penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum
empiris yang dibagi berdasarkan fokus penelitiannya.14
Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian karya ilmiah
dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian grand method yaitu library research,
field research dan bibliographic research.15
Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, peneliti telah menentukan jenis
penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan menekankan pada kepustakaan murni
(library research), sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah penelitian
normativ dalam penelitian Tesis ini. Dimana materi-materi hukum atau data-data
tersebut kemudian disusun secara sistematis, dianalisis, kemudian dicari kongklusi
permasalahannya atau solusi penyelesaiannya yang diteliti yaitu Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap harta
bersama bagi perkawinan campuran.
2. Pendekatan Penelitian
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ……………………………..43.
14Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004),
cet. 1, 52.
15Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Surasin, 1998), 159.
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Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, dalam penelitian ini
mencoba mendapatkan sebuah informasi dari berbagai aspek yang mengenai isu yang
sedang dicoba guna menggali jawabannya. Beberapa pendekatan dalam penelitian
hukum yang ditawarkan oleh Peter Mahmud Marzuki diantaranya:16
1) Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach).
2) Pendekatan kasus (case approach).
3) Pendekatan Historis (historical approach).
4) Pendekatan Komparatif (comparative approach).
5) Pendekatan Konseptual (conceptual approach).
berdasarkan dari beberapa pendekatan di atas, peneliti telah mengkategorikan
bahwa penelitian ini termasuk dalam pendekatan Perundang-undangan (statue
approach), dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :
Pertama, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue
approach), peneliti menganggap perlu untuk memahami hierarki perundang-
undangan , dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pasal 1
angka 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 peraturan perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan
dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.17
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 133.
17 Lihat pasal 1 angka 2 UU No. 12 tahun 2011.
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Kesimpulannya dari pemaparan diatas yang dimaksud dari pendekatan
perundang-undangan (statue approach) dalam penelitian ini ialah berupa legislasi dan
regulasi. Kemudian produk beschikking/decree yakni suatu keputusan yang
diterbitkan oleh pejabat administrasi yang sifatnya konkrit, keputusan bupati, dan
keputusan suatu badan tertentu, tidak bisa digunakan dalam pendekatan perundang-
undangan.18
Kedua, peneliti menggunakan pendekatan teori Maqa>s}id al-Shari>’ah yang
berbasis sistem, karena perundang-undangan tersebut telah memperbaharui dalam
suatu sistem hukum yaitu dalam hukum keluarga di Indonesia, pentingnya
menggunakan teori Maqa>s}id al-Shari>’ah berbasis sistem guna menguji suatu tawaran
konsep dari istinbat hukum Islam. Penelitian ini dilengkapi dengan kajian hukum
progresif, karena berpijak dari suatu asumsi bahwa hukum adalah institusi yang
bertujuan mengantarkan manusia menuju kehidupan yang adil, sejahtera dan
bahagia.19 kemudian, pentingnya terdapat sebuah kepastian hukum dari putusan
judicial review atau keputusan MK tersebut terhadap implikasi-implikasinya.
Jasser Auda menjelaskan dalam teori Maqa>s}id al-Shari>’ah memaparkan
pendekatan sistem terhadap filsafat dan ushul fiqh, yaitu teori dasar fiqih Islam
berdasarkan maksud, prinsip, sasaran, dan tujuan akhir Maqa>s}id al-Shari>’ah.
Tujuannya ialah agar nantinya peraturan-peraturan Islam senantiasa memenuhi
tujuannya dalam hal keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan
18Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ……. 137.
19Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2009), 1.
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kesopanan dalam konteks masa kini. Hal tersebut dirasa akan memiliki kesesuaian
antara teori hukum progresif dan kepastian hukum yang akan peneliti gunakan dalam
penelitian ini.
Auda menempatkan Maqa>s}id sebagai kumpulan maksud-maksud Ilahiah dan
konsep-konsep moral di jantung dan dasar hukum Islam. Jasser Auda juga
mengintroduksi metode analisis. Klasifikasi, kritik baru yang menggunakan fitur-fitur
yang relevan berdasarkan teori sistem seperti, watak kognitif, kemenyeluruhan,
sistem hierarki yang saling mempengaruhi, keterbukaan, multidimensionalitas, dan
kebermaksudan. Dampak dari pendekatan metodologis ini terhadap rekonstruksi
hukum Islam, institusi-institusi hak-hak asasi manusia, masyarakat madani, dan
kekuasaan yang ditanamkan dalam prinsip-prinsip Islami dalam pemikiran yuridis.20
3. Bahan Hukum
Penelitian hukum normatif tidak mengenal data, sebab dalam penelitian
yuridis normatif sumber penelitian diperoleh dari perpustakaan bukan lapangan,
sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum.21 Lebih lanjut pada penelitian yuridis
normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar penelitian yang disebut dengan bahan
hukum sekunder dan terbagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.22
20 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Pendekatan Sistem, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015),
18.
21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)   93.
22 Amiruddin dan Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 31-32.
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan yang menjadi
bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Keputusan Mahkamah
Konstitusi No.69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan, Undang-
undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen, Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkjawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI),
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
UUPA No 5 tahun 1960, KUHperdata, dan UU Kewarganegaraan No 12 tahun
2006 dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan masalah dalam
penelitian ini.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang dan
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini meliputi
buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen atau literature lain yang berkaitan dengan
penelitian ini, diantaranya publikasi tentang perkawinan beda agama yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan tersebut akan dikumpulkan
dengan cara studi pepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum sekunder dari
peraturan-perundangan, buku-buku, Jurnal ilmiah, dokumen, artikel dan internet
(cyber media).
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan
ensiklopedia Islam lainnya.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
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Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan tehnik
pengumpulan bahan hukum untuk mencari dan menemukan bahan hukum yang
berkaitan dengan pokok permasalahan, membaca dan meneliti bahan hukum yang
didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dan mencatat bahan
hukum secara sistematis dan konsisten. Karena jenis penelitian ini merupakan
penelitian kepustakaan. Dengan cara menemukan buku-buku yang berkaitan dengan
pembahasan penelitian atau fokus kajian.
Dalam penelitian ini digunakan metode pengolahan bahan hukum dengan cara
editing, setelah itu adalah coding yaitu memberikan catatan atau tanda yang
menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen),
pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.
Kemudian rekonstruksi bahan yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur,
berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan dipresentasikan. Langkah terakhir
adalah sistematis bahan hukum yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.23
Peneliti juga melengkapi kajian-kajian ini dengan refrensi dari literatur yang
sesuai, itulah yang akan disajikan oleh peneliti guna kelengkapan bahan hukum. Dan
mengumpulkan bahan hukum dalam library research yakni teknik dokumenter dan
telaah pustaka.24
5. Analisis Bahan Hukum
23 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),
126.
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ……….237-238.
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Analisis bahan hukum yang dimaksudkan ialah sebagai proses
pengorganisasikan dan pengurutan bahan hukum ke dalam sebuah pola, kategori, dan
satuan uraian dasar, sehingga dapat menemukan tema yang dapat dirumuskan
menjadi hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh bahan hukum. Kemudian
analisis data dalam penelitian hukum normatif dibagi menjadi dua menurut Lexy J.
Moleong dalam buku Salim HS dan Erlis SN yakni :25
1) Analisis kuantitatif
2) Analisis Kualitatif
Analisis kuantitatif di dasarkan pada perhitungan atau angka atau kuantitasnya.
Contohnya statistika. Kemudian analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak
menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran (deskripsi) dengan kata-kata
atas temuan-temuannya, dan karena lebih mengutamakan mutu dari bahan hukum dan
bukan kuantitas. Guna memperoleh kesesuaian dalam penelitian hukum normatif,
maka yang akan digunakan adalah analisis kualitatif.26
Untuk teori Maqa>s}id al-Shari>’ah, menggunakan fitur-fitur yang relevan
berdasarkan teori sistem seperti, watak kognitif, keseluruhan, sistem hierarki yang
saling mempengaruhi, keterbukaan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan.27
namun nantinya akan ditinjau kembali apakah menggunakan keseluruhan fitur sistem
atau hanya sebagian saja.
25Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan  Disertasi,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) cet. Ke-4,  19.
26 Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Disertasi,………..19.
27 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Pendekatan Sistem, ………..18.
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Untuk mencakup detail dalam analisis hukum ini, maka peneliti akan merujuk
kepada Soerjono Soekanto, yaitu mengenai content analysis. Penjelasannya adalah
sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi
secara sistematik dan objektif karakteristik khusus kedalam sebuah teknik.28
Mengenai bentuk dalam teknik analisis bahan hukum guna mengarah kepada
konklusi, maka yang di sebut content analysis di atas yaitu berangkat dari jenis
dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah teks. Content analysis ini
merupakan metode analisis yang integratif serta secara konsep digunakan untuk
menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum guna
memahami makna, signifikansi dan relevansinya.29
Untuk penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan implikasi yuridis dan
menganalisis pasca putusan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian perkawinan terhadap harta bersama
bagi perkawinan campuran.
F. Definisi Istilah
Dalam tesis ini untuk memperjelas maksud dan menghindari terjadinya salah
pengertian dalam memahaminya, berikut disajikan definisi beberapa istilah di
dalamnya yaitu sebagai berikut :
1. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU/XIII/2015
28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2006),  13.
29 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian
Kontempore  r (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007),  207.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 adalah Putusan yang
bersifat Inkonstitusional  bersyarat artinya pasal yang dimohonkan diuji tersebut
terbukti bertentang secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi
pasal tersebut akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan
oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi. Putusan tersebut terkait pengajuan uji materi
terhadap pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan pasal 29 ayat (1), ayat
(3), ayat (4) dan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang mana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang di
ajukan oleh Ny. Ike Farida kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. Perjanjian Perkawinan
Perjanjian perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengikat pasangan suami
istri yang dilakukan sebelum perkawinan, dimana obyek perjanjiannya terkait pada
pengaturan harta bersama dan ketentuan yang lainnya selama tidak bertentangan
dengan Undang-Undang, perjanjian perkawinan merupakan sebah perjanjian formil
dimana tidak hanya ada kata sepakat saja pada pelaksanaannya namun juga harus
dituangkan dalam sebuah akta otentik dan disahkan pada pejabat yang berwenang.
3. Harta Bersama
Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar
hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami
istri selama masa ikatan perkawinan. Yang dimaksud dengan harta bersama yang
didapat diluar dari hadiah dan warisan adalah harta yang didapat atas usaha pasangan
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suami istri selama masa ikatan perkawinan, Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap
harta benda yang di dapatkan selama masa perkawinan adalah disebut sebagai harta
bersama kecuali ada perjanjian perkawinan mengatur tentang harta benda tersebut.
4. Perkawinan Campuran
Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang, yang di Indonesia
tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan yang mana
salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan
Indonesia. Perkawinan campuran merupakan salah satu bentuk perkawinan,
perkawinan campuran sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dan ketentuan agama.
Perkawinan campuran memiliki beberapa kategori unsur-unsur penting yaitu
unsur  pertama    menunjuk  kepada  asas  monogami  dalam  perkawinan.  Unsur
kedua menunjuk  kepada  perbedaan  hukum  yang  berlaku  bagi  pria  dan  bagi
wanita yang melangsungkann per kawin itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan
karena perbedaan  agama,  suku  bangsa,  golongan  di  Indonesia  melainkan  karena
unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun
bukan kewarganegaraan  asing  semuanya,  melainkan  unsur  keempat menyatakan
bahwa salah  satu  kewarganegaraan  itu  adalah  kewarganegaraan  Indonesia.
5. Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU/XIII/2015
Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Pernikahan
Campuran.
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Implikasi yuridis keputusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU/XIII/2015
Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Pernikahan Campuran
adalah akibat hukum terhadap dikeluarkannya putusan MK tersebut yang berimbas
pada peralihan norma hukum terkait masa pembuatan  perjanjian perkawinan dan
pengesahan perjanjian perkawinan, serta terhadap harta bersama bagi pernikahan
campuran.
Implikasi Yuridis keputusan Mahkamah Kostitusi No.69/PUU/XIII/2015
tersebut menjadi pokok masalah penelitian dalam tesis ini dengan menggunakan
metode pendekatan yuridis Normatif yang dipadukan dengan konsep teori Maqa>s}id
al-Shari>’ah yang dikemukakan oleh Jassir Auda, karena adanya sebuah kesamaan
tujuan yang akan didapat baik dari putusan MK tersebut dengan konsep teori Maqa>s}id
al-Shari>’ah yang ditawarkan oleh Jassir Auda yaitu sebuah kemaslahan atau sebuah
keadilan.
Dengan demikian implikasi yuridis keputusan MK No.69/PUU/XIII/2015
tersebut merupakan sebuah penelitian tentang mencari dan memecahkan sebuah
masalah dalam akibat hukum yang timbul dengan adanya keputusan MK tersebut
terhadap perkawinan campuran baik pada perjanjian perkawinan serta harta bersama
yang dimiliki oleh para pihak dalam perkawinan campuran tersebut.
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G. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan proposal tesis ini, penulis juga mencantumkan sistematika
penulisan yang akan di jadikan kerangka pemikiran yang digunakan dalam menyusun
tesis ini, adapun secara sistematis sebagai berikut:
Bab Satu, yaitu pendahuluan pada bab ini  berisi tentang keseluruhan
penulisan tesis ini yang terdiri dari konteks penelitian, fokus kajian, tujuan kajian,
manfaat kajian, metode penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan . Pada
bab ini secara umum pembahasan berisi tentang harapan supaya pembaca bisa
menemukan latar belakang atau alasan secara teoritis dari berbagai sumber yang
akurat.
Bab dua, di dalam bab dua ini tentang kajian pustaka yang mencakup
penelitian terdahulu serta kajian teori. Pada kajian teori akan di paparkan beberapa
penjelasan tentang Perkawinan campuran di Indonesia , Konsekuensi Yuridis
Perkawinan campuran, akibat perkawinan campuran, , harta bersama, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan pendekatan teori Maqa>s}id al-
Shari>’ah Jasser Auda, untuk memudahkan peneliti dalam menyusun tesis ini tentang
Implikasi Yuridis keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015
tentang perjanjian perkawinan terhadap harta bersama bagi pernikahan campuran.
Bab tiga, pada bab ini akan membahas tentang Penyajian data analisis yang
menyesuaikan pada tema fokus kajian dengan cara dari masing-masing pertanyaan
diidentifikasi alternative model-model pemecahan masalah atau jawabannya. Dari
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setiap alternatif pemecahan masalah atau jawaban pertanyaan diidentifikasi konsep-
konsep yang relevan yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih
alternatif pemecahan masalah atau jawaban yang tepat.
Bab empat, pada bab ini berisi tentang Pembahasan, yaitu akan dilakukan
pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan kemudian
dikaitkan dengan temuan hasil penelitian dan untuk selanjutnya dilakukan proses
pengolahan data yang diperoleh guna menjawab permasalahan yang ada dalam
penelitian.
Bab lima, pada bab ini berisi tentang Penutup , yaitu meliputi kesimpulan
dan saran dalam pembahasan penelitian ini, yaitu untuk berfungsi untuk






Dalam sub ini akan dipaparkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh
peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki kesamaan obyek penelitian.
Wahyu Amanati dalam tesisnya yang berjudul " Tinjauan Yuridis Perjanjian
Kawin Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Harta Bersama " Universitas
Indonesia Tahun 2011.
Hasil penelitian tersebut mengatakan :
a. Dalam Undang-undang Perkawinan suami dan istri tetap mempunyai penguasaan
penuh terhadap harta yang dibawa ke dalam perkawinan atau diperoleh dari
warisan dan/atau hadiah sepanjang mereka dapat membuktikan asal
kepemilikannya yang disebut harta bawaan. Setelah perkawinan terjadi, maka
harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan diluar dari hibah dan
warisan, maka itulah yang menjadi harta bersama. Atas dasar nasionalitas yang
ternyata dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 1 ayat 1 yaitu wilayah
Indonsia adalah kepunyaan dari rakyat Indonesia. Hanya warga negara Indonesia
saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, dan hak milik atas tanah untuk
warga negara asing tidak diperbolehkan, berdasarkan ketentuan Pasal 9 jo Pasal
21 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1960. Warga negara asing hanya
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dapat menggunakan tanah di Indonesia berdasarkan hak pakai yang luasnya
terbatas.
b. Pihak yang melakukan perkawinan campuran dan mempunyai saham dalam
perseroan pada perseroan tertutup yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
dimana saham-saham tersebut dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia harus mengalihkan saham tersebut kepada pihak lain atau
perseroan diubah menjadi Perseroan Terbatas dimana sahamnya atau penanaman
modalnya berasal dari asing (warga negara asing atau badan hukum asing), yang
pendiriannya berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing. Hal ini
sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas.
c. Perjanjian kawin tersebut harus dibuat dalam akta notaris dan didaftarkan ke
Kantor Wilayah Catatan Sipil. Pembuatan dan pendaftaran perjanjian kawin
seringkali rancu, apakah dapat dibuat dibawah tangan dan apakah didaftarkan di
Pengadilan Negeri setempat.
d. Suami istri yang melakukan perkawinan campuran sangat disarankan untuk
membuat perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda pisah harta sama
sekali, baik menurut hukum maupun peraturan perundang-undangan lainnya dan
percampuran harta dalam bentuk apapun ditiadakan diantara mereka sebelum
perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam akta notaris. Sehingga dalam
perkawinan mereka terjadi penyimpangan dalam harta kekayaan. Ini untuk
melindungi haknya sebagai warga negara Indonesia. Perjanjian kawin diluar
persekutan harta benda adalah perjanjian kawin yang memisahkan harta suami
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istri dalam bentuk apapun juga. Dalam prakteknya untuk menyelesaikan
permasalahan yang ada, perjanjian kawin dapat dibuat setelah melangsungkan
perkawinan dan dapat dirubah. Apabila perjanjian kawin dibuat setelah
perkawinan berlansung, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri setempat
untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut. Sedangkan
apabila terjadi perubahan perjanjian kawin, maka perubahan perjanjian kawin
tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.38
Ni Wayan Adiani dalam tesisnya berjudul "Implikasi Yuridis Harta Bersama
Berupa Hak Milik Atas Tanah Sebagai Objek Pewarisan Dalam Perkawinan
Campuran (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama  Denpasar Nomor
0092/PDT.P/2014/PA.Dps)" Universitas Gajah Mada tahun 2016.
Hasil peneliannya mengatakan :
a. Asas Nasionalitas melarang WNA memiliki tanah dengan status Hak Milik.
Penetapan  Pengadilan  Agama  Denpasar Nomor  (0092/Pdt.P/2014/PA.Dps)
hanya  menetapkan  WNA  sebagai  ahli  waris  dari  WNI  yang  obyek
warisannya berupa Hak Milik atas tanah. Berdasarkan penetapan ahli waris
tersebut WNA tetap tidak dapat memperoleh tanah dengan status Hak Milik
karena  akan  melanggar  asas  nasionalitas.  Dalam  proses  turun  warispun
Kantor Pertanahan tidak akan menindaklanjuti proses turun waris Hak Milik atas
tanah kepada ahli waris yang salah satunya adalah WNA.
38 Wahyu Amanati, Tinjauan Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran Terhadap
Harta Bersama, (Universitas Indonesia 2011).
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b. Upaya  yang  dapat  dilakukan  Warga  Negara  Asing  sebagai  salah  satu  ahli
waris  untuk  tetap  dapat  mempunyai  objek  warisan  berupa  tanah  adalah
melakukan  penurunan  hak  berdasarkan  penetapan  ahli  waris  dilanjutkan
dengan  balik  nama ke  atas  nama  segenap  ahli  waris.  Hal  ini  dikarenakan
balik  nama  tidak  dapat  dilakukan  langsung  pada  Hak  Milik  karena  salah
satu  ahli  warisnya  bukan  merupakan  subjek  Hak  Milik  sehingga  harus
diturunkan  Hak  Milik  tersebut  menjadi  Hak Pakai  baru  kemudian  dibalik
nama menjadi atas nama segenap ahli waris.39
Epa Riana dalam tesisnya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Penetapan Hakim
Atas Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dalam Perkawinan
Campuran (Studi Putusan Nomor:108/Pdt.P/2016/Pn.Jkt.Sel)". Universitas Gajah
Mada 2017.
Hasil penelitianya sebagai berikut :
a. Dasar  hukum  pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan dalam
menetapkan  perjanjian  kawin  tersebut  yaitu  adanya  Yurisprudens yang
merupakan suatu sumber penemuan  yang dapat dijadikan pandangan hakim
dalam  menuangkan  putusannya.Kemudian  yang  dijadikan pertimbangan  oleh
hakim  ditetapkannya  perjanjian  kawin  setelah perkawinan  yaitu  adanya
kealpaan  dan  ketidaktahuan  Para Pemohon,  adanya  kesepakatan  kedua  belah
39 Ni Wayan Adiani, "Implikasi Yuridis Harta Bersama Berupa Hak Milik Atas Tanah Sebagai Objek
Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama  Denpasar
Nomor 0092/PDT.P/2014/PA.Dps)" (Universitas Gajah Mada tahun 2016).
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pihak  atas  harta-harta  pribadi  baik  yang sudah  ada  pada  saat  perkawinan
maupun  terhadap  harta-harta  yang  akan timbul  dikemudian  hari  menjadi
terpisah  satu  dengan  yang  lainnya  juga menjadi pertimbangan hakim.
b. Akibat  hukum  harta  kekayaan  suami  isteri  dari  adanya  Perjanjian
kawinsetelah  adanyapenetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan nomor :
108/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel yaitu adanya perubahan kedudukan harta suami isteri
yang  semula  merupakan  harta  bersama  menjadi  terpisah  baik  harta sebelum
dibuatnya penetapan pengadilan dan setelah dibuatnya penetapan pengadilan
tersebut.berlaku  dan  mengikat  kedua  belah  pihak  yang membuat, juga
berlaku bagipihak ketigatersangkut. Penetapan  tersebut  berindikasi  merugikan
pihak  ketiga  karena undang-undang mengatur Perjanjian kawin dibuat sebelum
atau pada saat perkawinan namun jika perjanjian kawin tersebut dibuat setelah
perkawinan dilangsungkan dengan dasar penetapan Pengadilan Negeri maka
perjanjian kawin  tersebut  hanya  mengatur  harta  perkawinan  setelah
penetapan Pengadilan  dan  tidak  boleh mangatur  harta  sebelum  penetapan
dibuat  hal ini untuk menghindari kerugian  yang dialami pihak ketiga yang
memiliki hubungan  terhadap harta-harta sebelum penetapan tersebut.40
Arwini Muslimah Amrullah dalam tesisnya yang berjudul "Kajian Terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang  Perjanjian
Perkawinan" Universitas Gajah Mada tahun 2018.
40 Epa Riana," Tinjauan Yuridis penetapan Hakim atas Perjanjian Kawin yang dibuat setelah
Perkawinan dalam Perkawinan Campuran (Studi Putusan Nomor : 108/Pdt.P/Pn.Jkt.Sel),
(Universitas Gajah Mada Tahun 2017)
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Hasil Penelitianya mengatakan :
a. Pertimbangan  majelis  hakim  MK  dalam  Putusan  MK  Nomor  69/PUU-
XIII/2015  cenderung  lebih  mempertimbangkan  masalah  perjanjian
perkawinan  yang  dalam  hal  ini  hanya  merupakan  tindakan  pencegahan dari
pokok  permasalahan  yang  terdapat  dalam  UUPA,  sehingga  putusan tersebut
kurang  subtansial.  Substansi  yang  seharusnya  dipertimbangkan oleh  majelis
hakim  MK  yaitu  Pasal  21  ayat  (3)  UUPA  sama  sekali  tidak dibahas  oleh
majelis  hakim  MK  dalam  pertimbangannya.  Adapun  dalam Putusan  MK  ini
yang  pertimbangan  dan  amar  putusannya  lebih  condong kepada  perjanjian
perkawinan  patut  diapresiasi  karena  telah  memberikan jalan  keluar  bagi
pelaku  perkawinan  campuran  dalam  memiliki  HAT, sehingga  dari  segi
tujuan  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  patutlah dikatakan  telah  tercapai,
meskipun  masih  belum  menyelesaikan permasalahan  terhadap  ketidakpastian
hukum  terhadap  kedudukan  WNI dan  WNA  pelaku  perkawinan  campuran
dalam  memiliki  HAT  dalam UUPA.
b. Penerapan  hukum  yang  tepat  terhadap  Pasal  29  ayat  (3)  UUP  yang
dikaitkan dengan Pasal 29 ayat (1) UUP berdasarkan Pustusan MK Nomor
69/PUU-XIII/2015,  yaitu  perjanjian  perkawinan  yang  dilakukan sebelum atau
pada saat perkawinan, akan berlaku pada saat sejak dilangsungkannya
perkawinan  dan  tidak  boleh  ditentukan  lain.  Adapun  perjanjian perkawinan
yang  dibuat  selama  dalam  ikatan  perkawinan  hanya  dapat berlaku  atau
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idealnya  diberlakukan  (dengan  tegas  ditentukan  dalam perjanjian perkawinan)
sejak pada saat dibuatnya perjanjian tersebut.41
41 Arwini Muslimah Amrullah,  "Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

















 Obyek penelitian ini adalah perkawinan
campuran, dengan metode penelitian yuridis
Normativ dengan pendekatan kualitatif, sub
pokok permasalahan terletak pada perjanjian
perkawinan pada perkawinan campuran
terkait harta bersama
 Penelitian ini dilakukan sebelum adanya













 Obyek penelitia ini adalah perkawinan
campuran mengenai dampaknya terhadap
harta bersama, Metode penelitianya
Normativ, kuantitativ, dengan pendekatan
kasus. Letak permasalahan pada tata cara
WNA mendapatkan hak waris di Indonesia.
 Penelitian ini lebih banyak bicara terhadap
harta bersama sebagai obyek pewarisan





















 Objek penelitian ini adalah perkawinan
campuran terkait putusan hakim atas
perjanjian perkawinan yang dibuat setelah
perkawina, metode penelitian ini adalah
Normativ, dengan pendekatan kasus, yang
menjadi obyek permasalahan adalah dasar
pertimbangan hakim mengenai perjanjian
perkawinan yang dibuat setelah pernikahan.
 Penelitian ini lebih cenderung membahas
dasar-dasar keputusan hakim sebagai
sumber hukum dalam memutus perkara
perjanjian perkawinan yang dibuat setelah
















 Obyek penelitian ini perkawinan campuran
pada perjanjian perkawinan terhadap putusan
MK 69/PUU-XIII/2015, metode penelitian ini
adalah yuridis normatif, dengan pendekatan
Normatif, obyek permasalahn yaitu terkait
dasar pertimbangan hakim MK mengabulkan
sebagian permohonan (yudicial review)
terhadap beberapa pasal UUP terkait
perjanjian perkawinan pada perkawinan
campuran.
 Penelitian ini lebih cenderung berbicara
dasar-dasar pertimbangan hakim MK terkait
Putusan  MK tersebut di bandingkan akibat
dari putusan MK terkait perjanjian
perkawinan bagi perkawinan campuran.
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B. Kajian Teori
1. Perkawinan campuran di Indonesia
a. Pengertian Perkawinan campuran
Sebuah Perkawinan yang dilakukan masyarakat Indonesia sebelum
kedatangan penjajah Belanda, dilakukan berdasarkan hukum agama yang dianutnya,
hukum adat yang telah dipengaruhi dengan hukum agama tertentu, atau hukum adat
yang tidak dipengaruhi agama manapun. Perkawinan berdasarkan hukum agama
Islam, Hindu, Budha, dan hukum adat yang tidak menganut agama manapun adalah
perkawinan tertua di Indonesia.
Penjajah Belanda membawa dan menerapkan peraturan-peraturan dari negara
Belanda untuk diterapan di Indonesia. Salah satunya yaitu menerapkan peraturan
yang mengatur mengenai perkawinan di bidang hukum perdata. Beberapa peraturan
tentang perkawinan yang diadopsi dari negara Belanda adalah Kitab Undang-undang
Hukum Perdata khususnya Buku I yang mengatur tentang Orang, Peraturan
Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken,Staatblad 1898 No.
158), HOCI (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers, Staatblad 1933, No.74).
Peraturan-peraturan ini tetap berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Pasal I
Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
a) Perkawinan campuran menurut Staatblad 1898 No. 158
Kedatangan penjajah Belanda membuat terbukanya perkawinan yang
dilakukan penduduk asli Indonesia dengan orang Belanda dimana diantara mereka
tunduk pada hukum yang berlainan. Perkawinan ini diatur dengan Koninklijk Belsuit
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tanggal 29 Desember 1896 No. 23, S. 1898/158 (Gemengde deHuwelijke Reglement
yang selanjutnya disingkat GHR), disebut dengan istilah Peraturan Perkawinan
Campuran.42
Pasal 1 GHR menyebutkan bahwa “perkawinan campuran adalah perkawinan
antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”.43 Yang
dimaksud orang-orang dalam Pasal 1 GHR adalah terdapat golongan penduduk yang
dibagi oleh penjajah Belanda.44
Berdasarkan Pasal 163 I.S. (Indische Staatsregeling) yang berbunyi sebagai
berikut :45
1. Bahwa penduduk di Hindia Belanda dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu
golongan Eropa, golongan Timur Asing - Tionghoa dan bukan Tionghoa serta
golongan Bumiputera.
2. Golongan bumiputera dibagi lagi menjadi Bumiputera beragama Islam dan
Bumiputera beragama Kristen Hukum yang berlainan artinya adalah pertalian
hukum dalam masyarakat yang suasana hukumnya heterogen antara lain
berlakunya:
a. hukum adat bagi orang Indonesia asli,
b. hukum agama Islam yang berasal dari hukum adat bagi orang Indonesia yang
beragama Islam,
42 (Gemengde deHuwelijke Reglement yang selanjutnya disingkat GHR)1896 No. 23, S. 1898/158
43 Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran, cet. I, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1996),  2.
44 Lihat Pasal 1 GHR (Gemengde deHuwelijke Reglement)
45 Lihat Pasal 163 I.S. (Indische Staatsregeling)
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c. Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (S. 1993 No. 74) yang berlaku bagi
orang Indonesia asli yang beragama Kristen,
d. bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina
berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit
perubahan dan bagi orang Timur Asing lain-lainnya, dan
e. warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum
adat mereka.
Ini artinya berlakunya beberapa ketentuan hukum tersebut yang ada dalam
satu wilayah dalam hal ini Indonesia.46 Dimana menurut pemikiran aliran luas, luas
lingkup GHR meliputi perkawinan antar golongan, perkawinan antar agama dan
perkawinan antar tempat.
Sedangkan dalam Pasal 2 GHR menyatakan bahwa Istri yang melakukan
perkawinan campuran selama dalam perkawinannya mengikuti kedudukan suami
dalam hukum publik dan hukum perdata. Sehingga apabila kedudukan suami berubah
maka status kedudukan istri pun berubah mengikuti suami. Pasal ini merupakan pasal
terpenting dalam GHR karena mencerminkan asas persamarataan dari semua stesel
hukum.47
Jadi dapat disimpulkan bahwa inti dari GHR adalah karena perkawinan
campuran istri memperoleh status hukum suaminya dan selalu terdapat
46 Surini Ahlan, “Pengaturan Perkawinan Campuran Akibat Hukum Bagi Suami, Istri dan Anak-anak
yang Dilahirkan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”, (Makalah disampaikan pada
Seminar Pencatatan Kelahiran Anak Hasil Perkawinan Campuran Pasca UU NO. 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan Indonesia, Depok, 21 Desember 2006).
47 Lihat Pasal 2 GHR (Gemengde deHuwelijke Reglement)
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persetujuan/pilihan dari pihak perempuan yang selalu disyaratkan sebelum
perkawinan campuran dilangsungkan.
b) Perkawinan campuran menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo
Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, arti perkawinan campuran menurut bunyi
Pasal 1 GHR adalah perkawinan antara “orang-orang” yang “di” Indonesia tunduk
pada hukum yang berlainan. Definisi perkawinan campuran tersebut menurut R.
Soetojo Prawirohamidjojo mempunyai arti sangat luas karena tidak membatasi arti
perkawinan campuran pada perkawinan-perkawinan antar warga negara Indonesia
atau antar penduduk Indonesia (“antar orang-orang”) dan perkawinan-perkawinan
yang dilangsungkan di Indonesia, asalkan pihak-pihak yang melangsungkan
perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan
campuran.48
c) Perkawinan campuran menurut Prof. Dr. Sunarjati Hartono
Menurut Prof. Dr. Sunarjati Hartono, SH., pengertian perkawinan campuran
merupakan suatu cara pilihan hukum antara suami istri yang masing-masing tunduk
pada sistem hukum yang berbeda, penduduknya, domisili, atau agamanya. Oleh sebab
itu Prof. Dr. Sunarjati Hartono menggolongkan pengertian perkawinan campuran
dimaksud Pasal 1 GHR, yaitu;
(1) perkawinan internasional
(2) perkawinan antar golongan
48 Seotojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam PerUndang-undangan Perkawinan di Indonesia, cet.
XVIII, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1988),  90.
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(3) perkawinan antar tempat (antar adat)
(4) perkawinan antar agama.49
d) Perkawinan campuran menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama
Menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama definisi hukum berlainan dalam Pasal 1
GHR antar lain disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam
berbagai “region” Kerajaan Belanda, golongan rakyat (bevolkingsgroep, landaard),
tempat kediaman atau agama.50
e) Perkawinan campuran menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa
“Perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga
negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dan warga negara lain,
adalah sah, jika perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim
dalam negeri, dimana perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan, dan suami-istri
warga negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian
ke satu bab ini (tentang syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi supaya
dapat melakukan perkawinan).”51
Selanjutnya dalam Pasal 84 disebutkan “Dalam waktu satu tahun setelah suami-
istri pulang kembali di wilayah Indonesia, akta tentang perkawinan mereka di luar
49 Sunarjati Hartono, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, cet. VI, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1991), 110.
50 Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran, cet. I,, …………………, 3.
51 Lihat Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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Indonesia harus dipindahbukukan dalam register kawin umum di tempat tinggal
mereka.”52
Dari perumusan Pasal 83 dan 84 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa
KUHPerdata tidak mempersoalkan perbedaan agama, kedua Pasal tersebut hanya
mengatur perkawinan yaitu antara warga negara Indonesia dengan warga negara
Indonesia yang tunduk kepada KUHPerdata , dan antara warga negara Indonesia
dengan warga negara asing.53
Dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya Undang-undang Perkawinan berlaku,
perkawinan beda agama diperbolehkan oleh negara dan dicatatkan pada Kantor
Catatan Sipil setempat.
f) Perkawinan Campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat ketentuan yang
menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri merupakan halangan
perkawinan. Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat
(1) yang menyebutkan “perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya”.54
Jadi dalam pasal tersebut mengatur bahwa negara mengakui suatu perkawinan
apabila hukum agama dan kepercayaan mereka mengakuinya. Jadi yang ditekankan
adalah unsur hukum agama/kepercayaan terlebih dahulu. Jika calon suami istri
52 Lihat Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
53 Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, cet. V, (Bandung:
Alumni, 1986),  32.
54 Lihat Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan
38
berlainan agama dan kepercayaan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak
dapat dilakukan perkawinan.
Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang
dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau warga
negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut
hukum yang berlaku di negera dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga
negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini,55 yaitu Undang-
undang Perkawinan, khususnya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dimana
perkawinan tersebut juga harus sah secara agama. Sehingga perkawinan antara
mereka yang berbeda agama yang dilangsungkan di luar negeri dengan menerapkan
Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Pasal
83 KUHPerdata merupakan upaya penyelundupan hukum karena mengabaikan
hukum agama dan hanya melihat dari hukum negara saja serta tidak sejalan dengan
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.56
Dapat kita simpulkan bahwa Pasal 56 UU Perkawinan tersebut dapat
dilaksanakan apabila tidak melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.
Kemudian Pelaksanaan ketentuan GHR setelah berlakunya Undang-undang
Perkawinan juga merupakan penyelewengan hukum terhadap hukum agama juga
hukum negara atau lebih tepatnya perselingkuhan hukum.
55 Lihat Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan.
56 Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta
Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya, cet. II, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), 136.
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Jadi dalam Undang-undang Perkawinan, perkawinan campuran yang
dimaksudkan adalah perkawinan yang dilakukan warga negara Indonesia dengan
warga negara asing hanya perbedaan kewarga negaraan bukan karena perbedaaan
agama atau kepercayaan.
Perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur
dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Pengertian perkawinan campuran diatur
dalam Pasal 57 yang isinya menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara
dua orang yang tunduk pada hukum berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan
dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.57
Dari isi Pasal tersebut dapat diuraikan bahwa perkawinan campuran yang diatur
Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang
wanita, di Indonesia tunduk pada peraturan hukum yang mengatur karena perbedaan
warga negara dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia bukan karena
perbedaan agama, golongan sebagaimana diatur dalam GHR maupun KUHPerdata.
Dari rumusan tersebut, pengertian perkawinan campuran menjadi lebih sempit,
baik menurut ilmu hukum maupun yurisprudensi tentang perkawinan campuran
sebelum Undang-undang ini berlaku.58
Menurut Sudarsono, Pasal 57 membatasi makna perkawinan campuran pada
perkawinan antara seorang warga negara Republik Indonesia dengan seorang yang
bukan warga negara Republik Indonesia. Jika perkawinan antara sesama warga
57 Lihat pasal 57 ayat 1 U U Perkawinan.
58 Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga,………………..,  91.
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negara Republik Indonesia yang berbeda hukum dan antara bukan warga negara
Republik Indonesia tidak termasuk dalam pengertian perkawinan campuran yang
terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.59
b. Konsekuensi Yurisdis Perkawinan Campuran
Jika Perkawinan Campuran dilakukan di Indonesia maka harus mengikuti
ketentuan UU Perkawinan itu sendiri, Dengan demikian segala sesuatu yang
berhubungan atau akibat dari adanya perkawinan campuran diatur dalam Undang-
Undang Perkawinan. Akibat hukum atau Konsekuensi Yuridis perkawinan campuran
sebagian besar sama dengan akibat perkawinan pada umumnya. Undang-Undang
Perkawinan mengatur akibat Konsekuensi yuridis dari perkawinan yang mencakup,
antara lain:
a) Konsekuensi yuridis atau Akibat Perkawinan Campuran terhadap suami-istri
Akibat hukum atau Konsekuensi Yuridis perkawinan terhadap suami istri dalam
Undang-Undang Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing
pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang
Perkawinan.
Dalam Pasal 31 UU Perkawinan , hak dan kedudukan istri adalah seimbang
dengan suami.60 Artinya hak dan kedudukan suami istri setara atau seimbang dimuka
hukum (Equality Before The Law) serta dalam perkawinan. Istri dapat melakukan
tindakan hukum tanpa harus didampingi suami sebagaimana yang diatur dalam
59 Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Cet. III. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 196.
60 Lihat pasal 31 UU Perkawinan
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KUHPerdata. Pasal 32 UU Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri harus
mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri secara
bersama.61 artinya pasangan suami istri haruslah memiliki tempat kediaman untuk
tinggal.
Pasal 33 UU Perkawinan yang isinya adalah bahwa suami istri wajib saling
mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada
yang lain.62 Pasal ini merupakan sebuah cerminan bahwa sikap-sikap tersebut
harusnya menjadi dasar dan landasan suatu perkawinan agar tercipta perkawinan
yang bahagia, kekal dan abadi lahir batin serta anak-anak yang sehat lahir dan batin.
Terakhir akibat atau Konsekuensi Yuridis perkawinan terhadap suami istri diatur
dalam Pasal 34 UU Perkawinan, yang mengatur bahwa suami wajib melindungi
istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuannya.63 Meski kedudukan suami istri seimbang, akan tetapi tetap
menjadi kewajiban seorang suami untuk melindungi istrinya.
Konsekuensi Yuridis dari Perkawinan Campuran juga mengakibatkan terhadap
berubahnya kewarganegaran. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur mengenai akibat atau konsekuensi
yuridis perkawinan campuran yang dilakukan oleh perempuan warga negara
Indonesia dengan laki-laki warga negara asing. Perkawinan campuran yang diatur
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 mempunyai konsekuensi yuridis yang
61 Lihat Pasal 32 UU Perkawinan
62 Lihat pasal 33 UU Perkawinan
63 Lihat Pasal 34 UU Perkawinan
42
berbeda dan lebih memberikan persamaan didalam hukum (equality before the law)
untuk wanita di Indonesia bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 62
Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bagi
perempuan warga negara Indonesia yang melakukan perkawin dengan laki-laki warga
negara asing dapat kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut
hukum negara asal suaminya.64 tersebut kewarganegaraan istri mengikuti
kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan yang dilakukan.
Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut menyebutkan
bahwa laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara
asing dapat kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum
negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai
akibat perkawinan tersebut yang dilakukan diantaranya.65
Pasal 26 ayat 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa Bila
Perempuan atau laki-laki tersebut tetap ingin menjadi warga negara Indonesia dapat
mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan
Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-
laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda
maka permohonan tidak dapat diterima.66
64 Lihat pasal 26 ayat 1 UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
65 Lihat pasal 26 ayat 2 UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
66 Lihat pasal 26 ayat 3 UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
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Dengan demikian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menggantikan
Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia, maka konsekuensi yuridis terhadap kewarganegaraan dari perkawinan
campuran tersebut mengakibatkan berubahnya kewarganegaraan suami atau istri
mengikuti kewarganegaraan pasangannya, namun Undang-undang tersebut juga
memberikan kewenangan kepada suami atau istri untuk dapat memiliki
kewarganegaraan Indonesia jika melayangkan surat pernyataan kepada pejabat atau
perwakilan Republik Indonesia 3 tahun pasca dilakukan perkawinan. Sehingga UU
kewarganegaraan dan UU Perkawinan sejalan dimana hak dan kewajiban suami istri
adalah seimbang dimana mereka dapat kedudukan yang sama untuk memilih
kewarganegaraannya.
b) Konsekuensi yuridis atau Akibat perkawinan campuran terhadap harta benda
Akibat atau konsekuensi yuridis perkawinan campuran terhadap harta benda juga
telah diatur secara jelas di dalam pasal 35, 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.
Pasal 35 UU Perkawinan memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan
harta bersama dan harta bawaan.67 Pasal 36 UU perkawinan menerangkan bahwa
Penggunaan harta bersama dalam perkawinan harus dengan persetujuan suami istri
tersebut dimana suami istri mempunyai hak penuh atas harta bersama secara bersama-
67 Lihat pasal 35 UU Perkawinan
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sama dengan kedudukan yang seimbang. Sedangkan untuk harta bawaan, suami istri
mempunyai hak sepenuhnya sendiri untuk mengelola terhadap harta benda tersebut.68
Dalam perkawinan campuran warga negara Indonesia pelaku perkawinan
campuran tidak dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna
Bangunan. Hal ini karena dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan
menjadi harta bersama.69 Jadi ada percampuran harta di sini dan pasangan yang
berstatus warga negara asing akan turut menjadi pemilik atas harta pihak yang
berstatus warga negara Indonesia. Oleh karena itu tidak boleh seorang warga negara
Indonesia pelaku perkawinan campuran megang Hak Milik atau Hak Guna Bangunan
atau Hak Guna Usaha.70 Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
menyatakan " Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik".71
Tetapi warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran dapat memiliki Hak
Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan asalkan pelaku perkawinan
campuran mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang mengatur
mengenai pemisahan harta kekayaan. Dengan adanya perjanjian perkawinan maka
tidak terdapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak
68 Lihat pasal 36 UU Perkawinan
69 Lihat pasal 35 UU Perkawinan
70 Aislie Anantama Septiawan, Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam
Kepemilikan Tanah Di Indonesia, Lambung Mangkurat Law Journal   Vol 2 Issue 1,  March (2017)
71 Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria
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tersebut adalah menjadi milik masing-masing.72 Hal ini agar suami dan/atau istri yang
berkewarganegaraan Indonesia tetap dapat memiliki tanah di wilayah Indonesia
(dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan) ataupun memiliki saham dalam
Perseroan yang berdiri menurut hukum di Indonesia dimana saham-sahamnya harus
dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
Jadi konsekuensi yuridis yang diterima pelaku perkawinan campuran yaitu
hilangnya status Hak Milik dan Hak Guna Bangun karena ada percampuran harta
sesuai dengan pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan, untuk itu diperlukan Perjanjian
Perkawinan untuk mengatur dan memisahkan harta tersebut, perjanjian Perkawinan
merupakan salah satu cara solusi pemecah permasalah bagi pelaku Perkawinan
campuran.
c) Konsekuensi yuridis atau Akibat perkawinan campuran terhadap anak
Perkawinan campuran juga membawa konsekuensi yuridis atau akibat terhadap
anak yang pada prinsipnya tidak terlalu berbeda dengan akibat perkawinan terhadap
anak pada umumnya. Anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari
perkawinan campuran yang sah merupakan anak sah, jadi status dan kedudukan anak
tersebut adalah anak sah.73
Perbedaannya terletak pada kewarganegaraan yang diperoleh anak sah dari
perkawinan campuran. Untuk anak sah dari perkawinan campuran, maka
kewarganegaraannya tidak lagi hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya saja.
72 Aislie Anantama Septiawan, Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam
Kepemilikan Tanah Di Indonesia, Lambung Mangkurat Law Journal   Vol 2 Issue 1,  March (2017)
73 Lihat Pasal 42 UU Perkawinan
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, maka anak tersebut
mendapatkan dwi kewarganegaraan terbatas (asas kewarganegaraan ganda terbatas)
walaupun ayahnya warga negara asing atau warga negara Indonesia.
Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan ganda bagi anak-anak dari perkawinan campuran. Artinya mereka
akan mendapatkan dua kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan ayah dan ibunya
sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelum anak tersebut 18
(delapan belas) tahun akan tetapi telah melakukan perkawinan. Ketentuan ini diatur
dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006.
Pada saat telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah melakukan
perkawinan sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, anak tersebut harus memilih
kewarganegaraannya dan berkewarganegaraan tunggal. Apakah akan memilih
kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan yang lain.74
Konsep asas kewarganegaraan untuk anak yang dianut dalam UU Nomor 12
Tahun 2006 adalah :
1. asas ius sanguinis yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan keturunan.
2. asas ius soli  terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak
sesuai dengan ketentuan dalam UU ini,
74 Pasal Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
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3. asas kewarnegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan
bagi setiap orang, dan
4. asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan undang- undang
tersebut.75
Undang-undang Kewarganegaraan yang baru, Undang-undang Nomor 12 Tahun
2006 pada prinsipnya tetap menganut asas kewarganegaraan tunggal dan anti apatride
sebagaimana halnya Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, tetapi khusus terhadap
anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, guna mencegah hal-hal yang
tidak diinginkan terjadi pada anak-anak, seperti pada masa lalu dimana anak-anak
dari perkawinan campuran kurang dilindungi oleh hukum dan negara. Oleh sebab itu,
Undang-undang Kewarganegaraan yang baru memberikan dwi kewarganegaraan
terbatas kepada anak-anak dari perkawinan campuran sampai anak tersebut berusia
18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin sebelum usia 18 (delapan belas) tahun.76
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak hanya berlaku bagi anak-anak yang
dilahirkan setelah berlakunya Undang-undang ini, tetapi juga berlaku bagi anak-anak
hasil perkawinan campuran yang telah lahir sebelum Undang-undang
Kewarganegaraan yang baru. Anak-anak dari perkawinan campuran yang dilahirkan
sebelum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 maka untuk mendapatkan dwi
75 Uswatun Hasanah, Perilaku Keluarga Perkawinan Campuran Pasca Diberlakukannya Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 8. No. 1,
Juni 2013.
76 Wahyu Amanati, Tinjauan Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran Terhadap
Harta Bersama, (Universitas Indonesia 2011), 24.
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kewarganegaraan terbatas harus mendaftarkan anak-anak tersebut kepada Menteri
melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun
setelah Undang-undang Kewarganegaraan tersebut diundangkan.77
Jadi Konsekuensi yuridis bagi anak dari hasil perkawinan campuran adalam dia
anak memiliki dwi kewarganegaraan sebelum umur 18 tahun atau sebelum menikah,
namun setelah berumur 18 tahun atau setelah menikah anak tersebut diberikan
kewenangan untuk memilih kewarganegaran mana yang diikutinya.
2. Harta Bersama pada perkawinan campuran
Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan
diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan
suami istri selama masa ikatan perkawinan.
Harta bersama adalah harta suami isteri yang diperoleh selama masa
perkawinan yang merupakan harta kekayaan yang oleh suami isteri itu dijadikan
sebagai modal kekayaan dalam melangsungkan hidup bersama sebelum terjadinya
perceraian. Selanjutnya mengenai harta bersama dalam hal putusnya perkawinan,
Iman Sudiyat menjelaskan bahwa “Harta yang diperoleh selama masa perkawinan
menjadi harta bersama suami isteri, sehingga merupakan harta kekayaan yang bila
77 Zulfa Djoko Basuki, Prosedur dan Mekanisme Perolehan Dwikewarganegaraan Terhadap Anak
Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Campuran Baik Sebelum Maupu Sesudah Berlakunya UU
Kewarganegaraan Yang Baru, dan Apa Yang Harus Dilakukan dan Mungkin Terjadi Mengenai
Status Kewarganegaraannya Dalam Hal Anak Tersebut Telah Mencapai Usia 18 Tahun, (Makalah
disampaikan pada Seminar Sehari Pencatatan Kelahiran Anak Hasil Perkawinan Campuran Pasca
UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Depok, 21 Desember 2006).
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perlu (khususnya dalam hal putusnya perkawinan) suami dan isteri dapat menuntut
haknya atas (masing-masing untuk sebagian)”.78
Harta bersama adalah harta yang didapat dalam masa perkawinan diluar
hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan
suami istri selama masa ikatan perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan pasal 35 ayat 1 bahwa : harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama.79
Sehubungan dengan itu pula yang terdapat Pasal 35 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama“. Dalam Pasal 35 tersebut tidak ditentukan apakah
harta itu diperoleh dari suami, isteri atau keduanya, dan tidak ditentukan pula
mengenai pembagian harta bersama. Dengan demikian, berapa banyak yang diperoleh
oleh suami atau selama dalam ikatan perkawinan adalah menjadi milik bersama dari
suami isteri tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan kedudukan antara
suami dan isteri pada harta bersama. Maka dalam penguasaannya harta bersama
tersebut dikuasai oleh keduanya. Apabila salah satu pihak suami maupun isteri akan
menggunakan harta bersama tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah
pihak.
Menurut Hilman Hadikusuma, “bahwa mengenai harta bersama suami atau
isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan
78 Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Azas, (Yogyakarta, Liberty, 1981),  147.
79 Lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat 1.
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masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”80
Selanjutnya pada Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
menyebutkan “Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur
menurut hukumnya masing-masing .“ Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan
bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya“ masing-masing ialah hukum agama,
hukum adat, dan hukum-hukum lain.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak
saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama
antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain
dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak
boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.81
Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama
di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-
masing suami istri”.82 Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam
perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-
masing suami istri.
Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam
perkawinan campuran ialah harta kekayaan suami dan istri yang diperoleh selama
pernikahan berlangsung dalam perkawinan campuran.
80 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 123.
81 Lihat KUHPerdata Pasal 119
82 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 85
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3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
a. Pengertian Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 adalah Putusan yang
bersifat Inkonstitusional  bersyarat artinya pasal yang dimohonkan diuji tersebut
terbukti bertentang secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi
pasal tersebut akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan
oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi. Putusan tersebut didasarkan atas permohonan
uji materi (Judicial  Review ) Pasal  21  ayat  (1),  ayat  (3),  Pasal  36  ayat  (1)
UUPA  dan Pasal  29  ayat  (1),  ayat  (3),  ayat  (4),  dan  Pasal  35  ayat  (1)  UUP,
oleh Ike Farida (selanjutnya disebut Pemohon), seorang WNI salah satu pelaku
perkawinan campuran dan juga  merupakan  perwakilan  dari  Organisasi  Masyarakat
Perkawinan Campuran  (Perca  Indonesia)  merasa  dirugikan  atas  aturan-aturan
tersebut, Hal  itu dikarenakan  Pemohon  merasa  Pasal-Pasal  tersebut
menghilangkan  hak Pemohon untuk dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna
Bangunan, dengan alasan  suami  Pemohon  adalah  WNA  dan  tidak  melakukan
perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum melakukan perkawinannya.
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b. Pokok Permohonan kepada Mahkamah  Konstitusi
Pokok permohonan Pemohon yang dimintakan kepada Majelis Hakim Konstitusi
pada  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  yang  memeriksa dan mengadili
permohonan a quo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:83
1. Menyatakan frasa “warga negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal  36
ayat  (1)  UUPA  sepanjang  tidak  dimaknai  “warga negara Indonesia tanpa
terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang
tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan  sesama  warga negara
Indonesia,  dan  warga  negara  Indonesia yang kawin dengan warga negara
asing” tidak  mempunyai  kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan
dengan UUD 1945;
2. Menyatakan  frasa  “sejak diperoleh hak” pada  Pasal  21  ayat  (3)  UUPA
sepanjang tidak  dimaknai  “sejak  kepemilikan  hak  beralih”  tidak mempunyai
kekuatan  hukum  yang  mengikat  dan  bertentangan  dengan UUD 1945;
3. Menyatakan  frasa  “Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan”
pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.
4. Menyatakan  Pasal  29  ayat  (3)  UU  Perkawinan  tidak  mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945;
83 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, 33-34.
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5. Menyatakan frasa “Selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4)  UU
Perkawinan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat dan
bertentangan dengan UUD 1945;
6. Menyatakan  frasa  “harta  bersama”  pada  Pasal  35  ayat  (1)  UU Perkawinan
sepanjang tidak dimaknai sebagai “harta  bersama kecuali harta  benda  berupa
Hak  Milik  dan  Hak  Guna  Bangunan  yang  dimiliki oleh  warga  negara
Indonesia  yang  kawin  dengan  warga  negara  asing” tidak  mempunyai
kekuatan  hukum  yang  mengikat  dan  bertentangan dengan UUD 1945.
c. Isi Putusan atau Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-
XIII/2015
Akhirnya  setelah  membaca  permohonan  Pemohon,  mendengar keterangan
Pemohon,  mendengar  dan  membaca  Keterangan  Presiden, mendengar  dan
membaca  keterangan  ahli  dan  saksi  Pemohon,  memeriksa bukti-bukti  Pemohon,
serta  membaca  kesimpulan  Pemohon  dalam persidangan  tersebut,  maka  Majelis
Hakim  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  memutuskan  mengabulkan
permohonan  Pemohon  untuk  sebagian, yaitu :84
1. Pasal  29  ayat  (1)  UUP  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuataan hukum
mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  “Pada  waktu,  sebelum dilangsungkan
atau  selama  dalam  ikatan  perkawinan  kedua  belah  pihak atas  persetujuan
bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang disahkan  oleh  pegawai
84 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, 156-157
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pencatat  perkawinan  atau  notaris,  setelah  mana isinya  berlaku  juga  terhadap
pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga tersangkut”;
2. Pasal  29  ayat  (3)  UUP  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuataan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian  tersebut  mulai berlaku  sejak
perkawinan dilangsungkan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam Perjanjian
Perkawinan”;
3. Pasal  29  ayat  (4)  UUP  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuataan hukum
mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  “Selama  perkawinan berlangsung,
perjanjian  perkawinan  dapat  mengenai  harta  perkawinan atau perjanjian
lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua  belah  pihak
ada  persetujuan  untuk  mengubah  atau  mencabut,  dan perubahan atau
pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;
4. Maqa>s}id al-Shari>’ah Jasser Auda
a. Biografi Jasser Auda
Jasser  Auda dilahirkan pada tahun 1966 di Kairo, Mesir. Sebagai seorang
yang dilahirkan pada keluarga yang taat beragama, sejak kecil dia sudah terbiasa
dengan ilmu-ilmu keislaman tradisional. Ditambah lagi, dia hidup di sebuah negeri
yang dalam sejarah peradaban Islam dikenal sebagai negara yang iklim akademik,
sumber pengetahuan keagamaan yang dalam banyak hal telah melahirkan pemikir-
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pemikir hebat tidak diragukan lagi. Dia merupakan keponakan dari Abdul Qadir
Audah, tokoh Ikwanul Muslimin (IM), pengarang kitab al-Tasyri’al-Jinai alIslami,
yang bagi sebagian kalangan menjadi sumber rujukan ketika berbicara tentang hukum
pidana Islam. Jasser Auda adalah intelektual muslim yang dalam dirinya bersentuhan
dengan dua tradisi sekaligus: barat dan timur; tradisional dan modern. Sejak muda,
Jasser sudah terbiasa mengaji secara tradisional di Masjid AlAzhar, yang
memungkinnkanya bias mengakses pemikiran-pemikiran turast klasik. Di samping
belajar secara tradisional di masid Al-Azhar, ia sekaligus kuliah di jurusan ilmu
komunikasi, Cairo University, Mesir, pada tingkat strata satu dan dua.85
Profesor Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri Maqasid Research
Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk
fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada
dan Akademi Fiqh Islam, India.Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam,
Filsafat, dan materiyang terkait dengan isu-isu minoritas Muslim dan Kebijakan
dibeberapa negara di seluruh dunia.86
Jasser Auda adalah pendiri dan anggota Dewan dari International Union
Cendekiawan Muslim, anggota Dewan Eksekutif dari Dewan Fiqh Amerika Utara,
anggota Dewan Eropa untuk fatwa dan penelitian, serta Fellow dari Academi Fiqh
Islam di India. Auda memilki gelar PhD dalam filsafat Hukum Islam dari University
85 Hamka Husein Hasibuan, Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda, (Program Pasca Sarjana UIN
Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017), 3.
86 Arina Haqan, Rekonstruksi Maqa>s}id al-Shari>’ah Jasser Auda, (JPIK Vol.1 No. 1, Maret 2018),
138.
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of Wales di Inggris dan PhD dalam analisis sistem dari University of Waterloo,
Kanada. Awal dalam hidupnya, Auda hafal Al-Qur an dan belajar fikih, ushul dan
Hadist dalam halaqoh Masjid Al-Azhar, Kairo.87
Jaser Auda juga menulis 25 buku-buku dalam bahasa Arab dan bahasa
Inggris, beberapa diantaranya telah diterjemahkan untuk 25 bahasa Diantara
sebagian buku-bukunya; Maqa>sid al-Ahkam wa Ilaluha, Maqosid Syari ah as
Philoshopy of Islamic Law a Sistem Approach, Madkhal Maqa>sidi li al-Ijtihad, Fiqh
al- Maqa>sid: Inatat al-Ahkam al-Shariyyah bi Maqa>s}idiha, serta yang telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah membumikan Hukum Islam
Melalui Maqa>s}id Shari>’ah Berbasis Sistem.88
b. Pemikiran Jasser Auda tentang Maqa>s}id al-Shari>’ah
Salah satu konsentrasi ilmu dalam hukum Islam yaitu Maqa>s}id al-Shari>’ah
telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Fokus dalam perkembangan
Maqa>s}id akan peneliti tentukan yaitu pemikiran Maqa>s}id al-Shari>’ah yang berbasis
sistem oleh Jasser Auda. Jasser Auda adalah Founding Director al-Maqa>s}id Center
al-Furqon Foundation, London, UK. Karena dengan teori Maqa>s}id al-Shari>’ah
kontemporer ini.89
87 Jasser Auda, Al-Maqasid Untuk Pemula terj. ‘Ali ‘Abdelmon’im, (Yogyakarta: SUKA-PRESS,
2013), 137-139
88 Jasser Auda, Al-Maqasid Untuk Pemula terj. ‘Ali ‘Abdelmon’im, (Yogyakarta: SUKA-PRESS,
2013), 137-139
89 Mohammad arifin, Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015
atas pasal 29 ayat (1) UU NO. 1 TAHUN 1974 Mengenai Perjanjian Perkawinan Perspektif
Maqa>S}id Al-Shari>’Ah Jasser Auda, 55.
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Anas S. Al-Shaikh-Ali sebagai Academic Advisor di IIIT London, England
menyebutnya pendekatan metodologis sistematis ini akan berdampak pada
rekonstruksi hukum Islam, Institusi-institusi hak asasi manusia, masyarakat madani,
dan kekuasaan kehakiman yang berada dalam prinsip-prinsip Islami dan pemikiran
yuridis.90
Maqa>s}id sebagai metodologi hukum Islam mempunyai peran penting dalam
suatu permasalahan, tentunya dalam permasalahan kontemporer mengenai hukum
Islam. Dalam hal ini seluruh madzhab hukum dalam Islam sepakat bahwa
permasalahan yang tidak ditemukan dalam Al-Qur an, Sunnah dan Ijma
diselesaikan melalui ijtihad. Perbedaan diantara aliran-aliran ini hanya dalam urutan
metode-metode yang digunakan, atau sebagian aliran menggunakan metode tertentu
tetapi aliran yang lain tidak menggunakannya.91
Maqa>s}id atau mas}lahah yang menjadi kajian utama Auda dalam bukunya
adalah salah satu bidang pembahasan dalam ilmu ushul fikih. Bahkan Auda
sependapat dengan Ibn „Ashr yang mengkritik kemapanan ilmu ushul fiqh sebagai
ilmu yang sudah melalaikan Maqa>s}id al-Shari>’ah dengan hanya mengandalkan alfaz
(teks-teks) lahiriyah syari at dan makna-makna teksnya lewat kaidah-kaidah tertentu
dalam istinbat hukum Islam.92 Serta menyampingkan pada Maqa>s}id yang tersimpan
90 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam (Pendekatan Sistem), terj. Rosidin dan „Ali „Abd el
Mun im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), cet.1, 18.
91 Rifyal Ka bah, Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU, (Jakarta:Universitas
YARSI, 1999),  9.
92 Muhammad al-Thahir Ibn „Asr, Maqosid al-Syari ah al-Islamiyah (Cairo: Dar al-Salam, 2012), cet.
Ke-5
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dalam setiap teks-teks hukum, padahal Maqa>s}id adalah tujuan dan sasaran utama
fikih.93
Auda mendefinisikan Maqa>s}id, dari sudut pandang (etimologi) bahasa adalah
Maqa>s}id berasal dari bahasa Arab مقاصد,  yang merupakan bentuk jamak dari مقصد
yang artinya maslahat, objektif, prinsip, inten, sasaran, tujuan akhir dan lain-lain.94
Secara (terminology) istilah Maqa>s}id dapat didefinisikan dengan makna-
makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh Syar i (Allah dan RasulNya) untuk
dapat terealisasikan lewat tas}ri’ dan penetapan hukum-hukumnya yang di-istinbath
(dideduktif) oleh para mujtahid lewat teks-teks syari at.95
Jika melihat dalam tulisannya Jasser Auda yang berjudul “Fiqh al-Maqa>s}id:
Inatat al-Ahkam al-Shariyyah bi Maqa>s}idiha” menerangkan bahwa “dari yang
tampak bahwa Maqa>s}id itu adalah sesuatu yang tersusun dan terikat, bukan seperti
dasar dari sebuah pondasi yang berupa barang kunoatau tanaman/lingkaran. Maqa>s}id
dengan istilah modern adalah menyerupaisesuatu yang disebut dengan sistem
jaringan yang pondasinya banyak danjangkauannya luas serta jauh.”96
Pendefinisian Auda tersebut adalah langkah awal untuk melakukan perubahan
paradigma dalam hukum Islam. Tawaran Auda adalah dengan perspektif Maqa>s}id,
93 Jasser Auda, Maqa>sid al-Ahkam wa Ilaluha, dalam www.jasserauda.net, hlm. 1-2, di akses 15 April
2019
94 Jasser Auda, Maqosid Syari ah as Philoshopy of Islamic Law a Sistem Approach, (London:
International Institut of Islamic Tought, 2007), 25.
95 Jasser Auda, Madkhal Maqa>sidi li al-Ijtihad, dalam www.jasserauda.net, hlm. 1-2, di akses pada 15
April 2019.
96 Jasser Auda, Fiqh al-Maqa}sid: Inatat al-Ahkam al-Shariyyah bi Maqa>s}idiha, (London: The
International Institut of Islamic Thought (IIIT), 2007),  27.
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dari teori Maqa>s}id lama menuju teori Maqa>s}id baru terletak pada titik tekan
keduanya. Titik tekan Maqa>s}id lama lebih kepada perlindungan (protection) dan
penjagaan pelestarian (preservation). Sedangkan teori Maqa>s}id baru lebih terhadap
development (dalam hal ini termasuk pembangunan dan pemberdayaan) dan human
right (hak asasi manusia) serta kemaslahatan publik.97
Ketiga unit inilah target utama dari maslahah dalam Maqa>s}id al-Shari>’ah
guna merealisasikan studi hukum Islam yang komprehensif. Konsep Maqa>s}id yang
dikembangkan oleh Auda dijelaskan dalam bukunya yang berjudul “Maqa>s}id al
Shari>’ah as Philoshopy of Islamic Law a Sistem Approach” (Maqa>s}id al-Shari>’ah
Sebagai Filsafat Hukum Islam Sebuah Pendekatan Sistem). Dalam buku tersebut
terdapat tiga bahasan pokok, diantaranya : a) metodologi, b) analisa dan c)
pengembangan teori.98 Keseluruhan inti pokok tersebut akan peneliti rangkum
menjadi dua sub bagian yang akan dijelaskan di bawah.
Auda mengembangkan Maqa>s}id ini berangkat dari konsep Maqa>s}id klasik
dengan menukil pendapat dari ulama  tentang tingkatan Maqa>s}id dan kemudian
mengkritiknya meskipun Auda juga memujinya. Diantara ulama  tersebut adalah al-
Juwainy, ini disebut ulama pertama oleh Auda dalam mengkonsep Maqa>s}id. Al-
Juwainy terkadang menyebut Maqa>s}id al-Shari>’ah dengan istilah mas}lahah ‘a>mmah
(kemaslahatan umum). Selanjutnya al-Ghazali memandang Maqa>s}id sebagai masalih
97 Jasser Auda, Maqosid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Sistem Approach, (London: The
International Institute Of Islamic Thought, 2007), 45.
98 Jasser Auda, Maqosid Syari ah as Philoshopy of Islamic Law: a Sistem Approach, …….27.
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al-mursalah dengan tiga tingkatan yaitu, (necessities) primer/darurat,
sekunder/hajiyyat (needs), dan tersier/tahsiniyat (luxuries). Kemudian pendapat
ulama  lain seperti al-Tufi, al-Qarafi yang walaupun berbeda redaksi namun maksud
dan tujuannya adalah sama. Sehingga Auda mengklaim bahwa Maqa>s}id dan
mas}lahah adalah hal yang sama.99
Mengenai pendapat, Auda sependapat dengan ulama  yang membagi Maqa>s}id
menjadi tiga bagian, yaitu a) general/umum, specific/khusus dan partial/parsial.
Maqa>s}id umum merupakan tujuan/prinsip umum dalam aspek syari at atau sebagian
besarnya seperti prinsip toleransi, kemudahan, keadilan, dan kebebasan. Maka,
mas}lahah yang primer cakupannya terhadap kewajiban manjaga agama, jiwa, akal,
nasab, harta dan kehormatan itu termasuk dari Maqa>s}id secara umum. Yang kedua
Maqa>s}id secara khusus yaitu beberapa tujuan syari at yang ada dari salah satu bab
dari beberapa bab syari at. Seperti adanya sanksi dalam bab jinayah tujuannya
adalah membuat jera. Sedangkan Maqa>s}id parsial adalah terkadang sebuah hukum
atau athar (rahasia) yang dimaksud oleh syari at secara langsung terhadap sesuatu
hukum yang parsial, seperti tujuan dari rukhsoh (keringanan) tidak puasa bagi yang
tidak mampu adalah menghilangkan kesulitan.100
Ketiga kategori Maqa>s}id di atas ini dibuat urutan atau hirarki oleh para ulama,
namun hal ini Auda tidak sependapat. Auda lebih sependapat dengan pendapat
modern, yaitu salah satu ulama  kontemporer Mesir Syeikh Mohammad al-Ghazali
99 Jasser Auda, Maqosid Syari ah as Philoshopy of Islamic Law a Sistem Approach, ……2-3.








yang tidak lagi menggambarkan Maqa>s}id secara hirarki atau menyerupai piramida,
tetapi menggunakan lingkaran yang sejajar, dan saling mengisi.101 contohnya gambar
di bawah ini:
Skema 1.1: Lingkaran-lingkaran sejajar dan saling mengisi yang di kemukakan oleh
Syeikh Muhammad al-Ghazali yang diikuti Jasser Auda.102
Auda mendasarkan konsep Maqa>s}id-nya pada Hadits Sahih Bukhori-Muslim, yaitu:
َثَنا ُجَوْیِرَیُة ْبُن أَْسمَ  ِد ْبِن أَْسَماَء َحدَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ ُ َحدَّ اَء َعْن َناِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َیْوَم اْألَْحَزاِب :َعْنُھَما َقالَ  بِيُّ َصلَّى هللاَّ َال ُیَصلَِّینَّ أََحٌد اْلَعْصَر إِالَّ فِي َبِني (َقاَل النَّ
ِریِق َفَقاَل َبْعُضُھْم َال ُنَصلِّي َحتَّى َنأِْتَیَھا َوَقاَل َبْعُضُھْم ).قَُرْیَظةَ  َفأَْدَرَك َبْعُضُھْم اْلَعْصَر ِفي الطَّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َفلَْم ُیَعنِّْف َواِحدً  ِبيِّ َصلَّى هللاَّ ا َذلَِك َفُذِكَر َذلَِك لِلنَّ ا ِمْنُھمْ َبْل ُنَصلِّي لَْم ُیِرْد ِمنَّ
Artinya : “ Dari Ibn Umar ra. Berkata: Nabi SAW bersabda pada hari perang al-
Ahzab : (Jangan salah seorang dari kalian sholat asar kecuali di perkampungan
Yahudi Bani Quraydah)”. Maka sebagian sahabat Nabi SAW telah mendapat waktu
asar di jalan. (sebelum sampai di Bani Quraydah), lalu sebagian sahabat berkata:
kami tidak akan sholat sebelum sampai, dan sebagian lain berkata: kami akan tetap
sholat di jalan. Kemudian diadukannya persoalan itu kepada Nabi SAW dan Nabi
SAW tidak menyalahkan atau membenarkannya.”103
101 Jasser Auda, Maqosid Syari ah as Philoshopy of Islamic Law a Sistem Approach, 6-8.
102 Jasser Auda, Maqosid Syari ah as Philoshopy of Islamic Law a Sistem Approach,….. 8.
103 Lihat Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Bairut
Lebanon: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1992) no. Hadis 3810
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Argumentasi Auda dalam hadist tersebut bahwa sebagai bukti yang jelas
terhadap istinbat hukum dari teks yang diambil dari al-za>n al-ghalib (persepsi kuat),
bahkan boleh menetapkan sebuah hukum „amali (praktis) dengan berdasar konsep
Maqa>s}id yang diambil lewat sebuah pemahaman yang sekalipun bertentangan dengan
„illah yang tampak secara tekstual, karena sebagian sahabat yang berijtihad dan
mengerti bahwa maksud Nabi SAW itu adalah segera sampai tujuan (Bani Quraydah)
dan bukan perintah sholat di Bani Quraydah, maka mereka yang tetap melakukan
sholat di jalan itu berarti telah bertentangan dengan zahirnya perintah Nabi SAW.
Sedangkan sebagian sahabat yang tetap melakukan sholat di tempat tujuan walau
waktunya telah habis itu berarti mereka tetap bepegangan pada „illah yang zahir dari
perintah Nabi SAW. Dengan adanya mendiamkan kedua kelompok itu adalah bukti
bahwa Nabi SAW membenarkan kedua metode (pemahaman) tersebut.104
c. Maqa>s}id al-Shari>’ah Berbasis Sistem menurut Jasser Auda.
Sistem sebagai filsafat dan metodologi analisis digunakan oleh Auda untuk
model pengembangannya terhadap Maqa>s}id al-Shari>’ah. Menurutnya sistem adalah
“since system is a multi-diciplinary field that had emerged from the realm of science,
rather than the realm of humanities”105 (sistem adalah sebuah ranah multidisipliner
yang muncul dari dunia sains, bukan humaniora).
Auda mengharapkan filsafat sistem ini nantinya dapat dimanfaatkan terhadap
filsafat Islam dan hukum Islam sehingga tidak berkiblat ke Eropa dan meletakkan
104 Jasser Auda, Maqosid Syari ah as Philoshopy of Islamic Law a Sistem Approach,………9.
105 Jasser Auda, Maqosid Syari ah as Philoshopy of Islamic Law a Sistem Approach,…...….26.
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posisinya terhadap posmodernisme yang rasional, dan pendekatan sistem untuk
analisis. Menurut peneliti, ini adalah inti dari lahirnya beberapa fitur yang di
cetuskan oleh Auda yang akan dijelaskan di bawah.
Penting adanya sebuah pendekatan terhadap analisis. Menurut pandangan
Auda bukti adanya ciptaan Tuhan dalam konteks sekarang ini lebih tepat jika
dilandaskan terhadap pendekatan sistem dari pada berdasarkan argumen terdahulu.
Menurutnya pendekatan sistem adalah “proach is a holistic, in wich an entity is dealt
with as a whole system that consist of a number of sub-systems”106 (sebuah
pendekatan yang holistik, di mana entitas apa pun dipandang sebagai satu kesatuan
yang terdiri dari sejumlah subsistem).
Filsafat sistem menjelaskan bahwa tabiat hubungan antara sistem dengan
realitas nyata bersifat korelatif. Yakni, pikiran dan perasaan kita mampu memahami
dunia dalam wujud hubungan antara realitas yang maujud dengan tanpa terpisah
darinya dan tanpa ada kesesuaian. Sistemlah yang menjadi sarana untuk menata
pikiran kita mengenai realitas yang nyata. Kemudian melihat realiatas melalui sistem
merupakan proses untuk mengetahui. Maka atas dasar inilah Jasser Auda menjadikan
teori sistem sebagai pendekatan terhadap hukum Islam dalam pandangan
kontemporer.107
Setelah mengetahui tawaran filsafat Islam yang berbasis sistem, maka
digunakanlah sistem tersebut ke dalam sebuah pendekatan untuk menganalisis
106 Jasser Auda, Maqosid Syari ah as Philoshopy of Islamic Law a Sistem Approach,…...29.
107 Jasser Auda, Maqosid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Sistem Approach,…..46.
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pemahaman produk hukum dalam penelitian ini. Berikut penjelasan Auda mengenai
metode analisis.
1. Tradisi Analisis Dekomposisional
Pemahaman umum terhadap makna analisis dalam banyak kamus memuat
pengertian pemecahan menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana. Akan tetapi
dalam filsafat analisis sebuah konsep sentral filosofis yang didenifisikan dalam
banyak cara sesuai dengan jumlah mazhab filsafat yang berbeda-beda.
Konsep dekomposisi memiliki akar dalam metode-metode filsafat dan
geometri yunani kuno. Banyak versi dalam metode dekomposisi yang disebutkan
oleh Jasser Auda, metode dekomposisi versi Plato dan Aristoteles memiliki pengaruh
besar terhadap pemikiran manusia selama lebih dari 2000 tahun, yang
dimanifestasikan dalam berbagai cara.108 Misalnya pembagian kategori-kategori versi
Ibn Rusyd, resolutio versi Aquinas, reduksi kepada istilah-istilah paling sederhana
versi Descartes, dan masih banyak lagi.
Namun di samping luasnya keragaman dan kerumitan metode analisis
filosofis, semua bentuk tradisi dekomposisi tak lepas kritikan dari para teoritikus
maupun filsuf sistem kontemporer, terkait dengan orientasi parsial, logika tradisional,
dan perspektif statis yaitu : 109
108 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem, (Bandung:
PT Mizan Pustaka, 2015), cet.ke-1. 68.
109 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem, ……67-69
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i. Orientasi Parsial
Orientasi umum analisis filosofisnya adalah parsial ketimbang holistik yang
membuatnya menjadi sasaran kritik terkait ketidakakuratannya dalam konklusi
yang dihasilkan.
ii. Logika Tradisional
Kritik yang diajukan adalah fokus ditujukan kepada relasi-relasi logis
sederhana diantara elemen-elemen khusus, alih-alih ditujukan kepada seluruh
logika, fungsi atau tujuan struktur sebagai satu kesatuan.
iii. Perspektif Statis
Analisis dekomposisi ini berfokus terhadap hubungan statis antara elemen-
elemen yang diurai dan sering melupakan dinamika perubahannya, padahal
terdapat dampak besar terhadap keseluruhan model analisis manapun.
2. Analisis Sistem
Analisis sistem sangat berkaiatan erat dengan teori sistem di mana analisis
tersebut didasarkan pada definisi sistem itu sendiri. Definisi umum dari sistem
adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah
keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi.110
Terdapat khazanah riset tentang konsep sistem dalam teori sistem yang tidak
dimanfaatkan dalam analisis sistem. Metode-metode saat ini masih berdasarkan
definisi sederhana dan umum bahwa sistem adalah sebuah rangkaian unit-unit yang
110 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem,……70.
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berinteraksi, dan oleh karena itu mengabaikan banyak fitur-fitur sistem yang sangat
besar manfaatnya untuk analisis.
Auda mengasumsikan bahwa segala sesuatu adalah sistem, maka proses
analisisnya berlangsung terus untuk memeriksa fitur-fitur sistem.111 Berikut akan
dijelaskan fitur-fitur sistem yang digunakan oleh jasser Auda dalam filsafat hukum
Islam.
3. Fitur-fitur Sistem dan Penerapan Maqa>s}id al-Shari>’ah Jasser Auda
Gagasan fundamental yang diproklamirkan oleh Auda, bahwasanya di dalam
penelitiannya ushul fikih adalah sebuah sistem yang akan dianalisis berdasarkan
sejumlah fitur. Kemudian akan dijelaskan masing-masing fitur sistem beserta
argumen dengan dua perspektif yaitu teori sistem dan teologi Islam.112
Dalam penjelasan berbagai fitur di bawah ini akan diuraikan secara singkat
sebagai pengenalan dan lebih detailnya penjelasan berbagai fitur ini akan dijelaskan
tatkala sudah memasuki bab pembahasan dari apa yang diteliti oleh peneliti, apakah
nantinya akan menggunakan seluruh fitur ini atau hanya sebagian dari fitur. Berikut
operasional sistematis terhadap enam fitur sistem ke dalam dasar-dasar hukum Islam.
1) Watak Kognitif (Cognitive Nature)
Pengertian watak kognitif, Auda sependapat dengan apa yang di ungkapkan
oleh Ibn Taimiyyah. Menurut Auda adalah “cognitive nature of system is another
expression of this correlation, a hypothesised system of the Islamic law, in our case,
111 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem,……70-71.
112 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem, …..86.
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is a construction in the jurist s cognitive faculty or (fi dhihm al-faqih)” (watak
kognitif sistem adalah ekspresi dari korelasi ini.113
Hipotesis sistem hukum Islam, dalam bahasa adalah sistem hukum Islam
merupakan konstruksi  konseptual yang muncul dalam kognisi fakih). Posisi
pendekatan sistem pada hukum Islam, menuntut pandangan terhadap hukum Islam
sebagai sistem, dalam nuansa ontologis kata sistem. Sehingga penerapan fitur watak
kognitif sistem akan memandu kepada konklusi yang identik dengan mus}awibah
yaitu hukum-hukum adalah apa yang dinilai oleh ahli fikih sebagai kebenaran yang
paling mungkin, pendapat-pendapat hukum yang berbeda, seluruhnya merupakan




Skema 1.2: Skema Pengembangan watak kognitif oleh Jasser Auda.115
113 Jasser Auda, Maqosid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Sistem Approach,……..45-46
114 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem,…..254.
115 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem,….256.
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Penjelasan dari gamabar tersebut yakni berawal dari satu bagian Sunnah digeser
keluar dari lingkaran pengetahuan Ilahiah, dan bagian yang lain berada dalam
perbatasan lingkaran. Perbatasan ini adalah bagian Sunnah yang dibuat dengan
maksud tertentu. (a) penyampaian risalah secara langsung oleh Nabi yang disebut
oleh al-Qarafi perbuatan-perbuatan dalam kapasitas sebagai penyampai atau yang
dikenal dengan istilah tasaruf dengan risalah. (b) Sunnah dengan maksud-maksud
tertentu, di luar penyampaian risalah secara langsung.
Sunnah-sunnah terkait harus dipahami dan diaplikasikan dalam hukum Islam sesuai
dengan konteks tujuannya. (c) sunnah yang berada pada bidang keputusan-keputusan
atau perbuatan-perbuatan manusia setiap hari, ini yang disebutkan oleh Ibn al-„Ashr
sebagai tujuan non-instruksi.116
Pemahaman tersebut lebih jauh menurut Auda harus dipahami pada tingkatan
yang lebih dalam dibandingkan sekedar konsiderasi dalam aplikasi. Dan fikih secara
praktis mengakomodasi „urf yang memenuhi persyaratan Maqa>s}id, bahkan jika „urf
ini berbeda dari implikasi (dalalah). Terakhir, baik „urf maupun fikih harus sama-
sama memberi kontribusi terhadap Qanu>n, di samping memberikan kebebasan
terhadap para pembuat undang-undang untuk mengkonversi kebiasaan-kebiasaan „urf
dan hukum-hukum fikih menjadi statuta-statuta yang paling sesuai dengan
masyarakat dan kebutuhannya.117
116 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem, ……255.
117 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem, …..254-256
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2) Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam (Wholeness)
Manfaat utama analisis sistematis dibandingkan dengan analisis
dekomposisional adalah pendekatan holistik versus pendekatan parsial. Pemikiran
parsial sebab-akibat telah menjadi fitur umum pemikiran manusia hingga era modern.
Kemudian penelitian dibidang ilmu pengetahuan alam, dan sosial telah bergeser
secara luas dari analisis parsial, penyamaan klasik, dan pernyataan logis menuju
penjelasan seluruh fenomena dalam kaitannya dengan sistem yang holistik.118
Auda menyandarkan argumennya terhadap al-Shatibi bahwa “the juridical
authority (h}ujiyyah) of what jurists called the holistic evidence (al-dali>l al-kulli > ) is
considered one of the fundamentals (u>s} ul) of the Islamic law which jurists had given
priority over single and partial rulings (tingkat validitas atau kehujjahan dari dalil
yang umum (holistik) dinilai sebagai salah satu bagian dari usul fikih yang mana para
fakih memberikan prioritas di atas hukum-hukum yang sebagian (parsial).119
Teori sistem memandang setiap relasi sebab-akibat sebagai suatu bagian dari
keseluruhan gambar, di mana sekelompok hubungan menghasilkan karakteristik-
karakteristik yang bermunculan dan berpadu untuk membentuk keseluruhan yang
lebih pada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya (sum of the parts). Pengembangan
pemikiran sistematis dan holistik pada ushul fiqih akan berguna bagi filsafat hukum
118 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem,……87





Islam dalam rangka mengembangkan paradigma sebab-akibat menuju paradigma
yang lebih holistik.120
Sebuah tawaran dalam fitur ini yaitu penerapan prinsip holism melalui
operasional tafsir tematik yang tidak membatasi suatu ayat hukum, namun
menjadikan seluruh ayat Al-Qur an sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu
hukum Islam.
Auda bependapat "Atas dasar kemenyeluruhan, maka ayat ahkam akan meluas
kajiannya. Hal ini sesuai dengan ide pembaharuan hukum, maka atas dasar tersebut
semuanya menjadi bagian yang menyatu dalam satu bangunan hukum fiqh sekaligus
di dalamnya terdapat moral dasar dan harga diri. Hal itu jauh lebih luas jangkauannya
daripada hanya sekedar dongeng, supaya menjadi landasan hukum fikih".121
Skema 1.3 : Skema tashri>’ dalam Al-Qur an menurut Jasser Auda.122
120 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem,…….89
121 Jasser Auda, Maqosid Syari ah Dalil al-Mubtadi in, …….86
122 Jasser Auda, Maqosid Syari ah Dalil al-Mubtadi in, …….87
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Al-Qur an yang berupa ayat/surat itu dilihat dari maknanya ada lima bagian
yang kesemuannya itu terikat oleh satu kesatuan sebagai asal mula yang harus ada
dalam proses munculnya hukum fikih yang bersifat cabang.
3) Keterbukaan Sistem Hukum Islam (Oppeness)
Fitur ini diadopsi dari Bertalanffy yang menghubungkan fitur-fitur
keterbukaan dan kebermaksudan dengan fitur sistemnya seperti kesepadanan dan
ekuifinalitas. Maksud dari ekuifinalitas adalah “which means that open systems have
the ability of reaching the same objectives from conditions come from the
environment”(Ekuifinalitas berimplikasi bahwa sistem terbuka memiliki kemampuan
meraih tujuan-tujuan yang sama dari berbagai kondisi awal yang berbeda melalui
berbagai alternatif valid yang setara).123
Sistem hukum Islam adalah sistem terbuka dalam pengertiannya. Namun
beberapa faqih masih menyerukan pada penutupan pintu ijtihad pada level teori usul
fikih. Namun, semua madzhab fikih terkenal dan mayoritas faqih selama berabad-
abad setuju bahwa ijtihad merupakan keniscayaan bagi hukum Islam, karena Nash
khusus itu terbatas, sedangkan peristiwa tidak terbatas. Jadi, metodologi ushul fiqih
mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi peristiwa baru atau dalam
terminologi teori system berinteraksi dengan lingkungan.124
Pemahaman mengenai fitur ini, peneliti mengasumsikan dan menyandarkan
bahwa, Auda setuju dengan pandangan Qard}awi yang mewajibkan zakat atas
123 Jasser Auda, Maqosid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Sistem Approach,…..47.
124 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem,…..88.
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pengusaha besar, dokter, pengacara, karena Qard}awi beranggapan bahwa “uang yang
berkembang itu wajib zakat” maka tidak mungkin secara syar i memaksa petani yang
punya sawah dan peternak yang punya hewan ternak. Sementara penadah, tengkulak,
pengacara, dokter dan pengusaha besar itu tidak ada kewajiban zakat, karena mereka
sebenarnya tuan dari peternak dan petani.125
Untuk lebih lanjut mengenai fitur ini, maka Auda telah menawarkan
pembaruan hukum via keterbukaan filosofis dan dengan kultur kognitif. Namun,
pembahasan ini akan dikorelasikan ketika dibutuhkan terkait analisis dalam implikasi
hukum terhadap perlonggaran perjanjian perkawinan.
4) Hierarki Saling Mempengaruhi Sistem Hukum Islam (Interreleted Hierarchy)
Maksud dari fitur ini menurut peneliti yaitu sebuah strategi dalam
pengklasifikasian terhadap sebuah pendekatan atau teori. Kemudian Auda
mendasarkan fitur ini pada kategorisasi dalam ilmu kognisi (fitur pertama).
Menurut Auda: “Categorisation is the process of treating distinct entities
scattered over a multidimensional fitur space as a equivalent and belonging to the
same group or category. It is one of the most fundamental cognitive activities,
through which humans understand information they reciive, make generalitations and
predictions, and name and asses various items and idea” (kategorisasi merupakan
proses memperlakukan entitas-entitas yangterpisah, tersebar pada sebuah ruang yang
berkarakteristik multidimensi,sebagai persamaan yang membentuk grup atau kategori
yang sama. Ini merupakan salah satu dari aktivitas kognitif fundamentalis, di mana
125 Jasser Auda, Maqosid Syari ah Dalil al-Mubtadi in, ……..34-35
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manusia memahami informasi yang diterima, membuat generalisasi dan prediksi,
nama dan menilai berbagai item serta ide).126
Hal penting dari fitur ini adalah kategorisasi berbasis konsep akan diterapkan
pada dasar-dasar hukum Islam sedangkan kategorisasi berbasis fitur akan dikritik.
Analisis tidak akan berhenti pada hasil hierarki struktur pohon, melainkan juga
diperluas untuk menganalisis hubungan saling mempengaruhi antara subkonsep-
subkonsep yang telah dihasilkan. Pertimbangan struktur tidak akan terbatas pada
analisis logika formal, seperti silogisme Aristoteles ataupun mata rantai deduktif
Russel, tetapi akan fokus pada prosedur penilaian dalam implementasi praktis fiqih
dari konsep tersebut.127 Pandangan tersebut mengajak untuk memperluas metode
keterbukaan pada teori-teori ushul fikih dan berfikir secara filosofis.
5) Multidimensi Sistem Hukum Islam (Multidimensionality)
Auda mendasarkan fitur ini pada teori sistem yang terdapat dua konsep utama
dalam memandang sistem secara multidimensi, “Dimensionality in systems
terminology has two dimensions, namely rank and level. Rank of dimensionality is
the number of dimentions in the space under consideration. Level of dimensionality
is the possible number of level/intensities in one dimension. (pangkat dalam kognisi
multidimensi merepresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang dibahas.
126 Jasser Auda, Maqosid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Sistem Approach,……….48.
127 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem,…….89-91
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Sedangkan tingkatan merepresentasikan banyaknya level atau kadar proporsional
yang mungkin ada pada suatu dimensi).128
Solusi terhadap dalil-dalil yang bertentangan. Contohnya: antara perang-
damai, dan antara kelaki-lakian kewanitaan. Implikasinya hukum Islam menjadi
lebih fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks.
Multidimensional ini menuntut untuk mempertimbangkan lebih dari satu
maksud syari ah, namun jika memang dapat untuk dipakainya. Dalam sebuah
pertentangan-pertentangan yang di dalamnya memuat Maqa>s}id maka harus diberikan
prioritas.
6) Maqa>s}id Sistem Hukum Islam (Purposefulness)
Tujuan dan kebermaksudan merupakan fitur-fitur umum yang ada dalam
teori-teori sistem. Kedua unit tersebut bisa diistilahkan sebagai output dari sebuah
sistem. Namun dalam teori sistem, Gharajedaghi yang mengikuti Ackoff
membedakan antara tujuan dan maksud. Kemudian menilai suatu sistem yang serba
bermaksud (memilki fitur kebermaksudan) jika: (1) sistem tersebut mencapai hasil
(outcome) yang sama dengan cara-cara yang berbeda pada lingkungan yang sama
dan (2) mencapai hasil yang berbeda-beda pada lingkungan yang sama pada
lingkungan yang sama atau pada lingkungan yang berbeda-beda.129
Pandangan Auda menyatakan bahwa: “goal seeking systems mechanically
produce their outcomes following the same means, given the same environment, and
128 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem,……89-91
129 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem,……….94.
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do not have choice or options to change their means in order to reach the same goal.
Purpose seeking systems, on the other hand, could follow a variety of means to
achieve the same and or purpose” (sistem pencari tujuan secara mekanis, mencapai
tujuan akhirnya dengan mengikuti cara-cara yang sama, pada lingkungan yang sama
dan tidak memiliki kesempatan atau pilihan untuk mengubah cara-caranya untuk
meraih tujuan yang sama. Sistem pencari maksud dapat mengikuti berbagai cara
untuk meraih tujuan akhir atau maksud yang sama).130
Menurut Auda, realisasi Maqa>s}id merupakan dasar penting dan fundamental
bagi sistem hukum Islam. Menggali Maqa>s}id harus dikembalikan kepada teks utama
(Al-Qur an dan Hadist), bukan pendapat pikiran atau faqih. Oleh sebab itu,
perwujudan tujuan menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa
menghubungkannya dengan kecenderungan atau madzhab tertentu. Tujuan
penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemashlahatan masyarakat yang
terdapat disekitarnya.131
Fitur kebermaksudan ini menurut Auda satu fitur yang dapat menjangkau
seluruh tawaran fitur yang diajukan dan merepresentasikan inti dari metodologi
analisis sistem yang didasarkan terhadap teori sistem dan Maqa>s}id al-Shari>’ah.
Gambaran yang utuh terhadap suatu sumber hukum Islam, sehingga
mempunyai peran terhadap pembentukan-pembentukan yuridis. Seperti dicontohkan
terhadap hadits dalam pembahasan fitur multidimensional di atas, terdapat dua
130 Jasser Auda, Maqosid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Sistem Approach,………..52
131 Jasser Auda, Maqosid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Sistem Approach, ……….55.
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Hadits yang bertentangan. Hadits yang pertama sahih dan yang kedua tidak dianggap
sahih oleh mayoritas ahli hadits. Walaupun demikian, Hadits kedua lebih kuat
menurut Auda, karena hadits kedua yang dianggap lemah oleh mayoritas ahli Hadits
itu di dasarkan pada Al-Qur an yang menjelaskan semua musibah atau nikmat itu
datangnya dari Allah SWT. Sehingga tidak ada hubungannya antara musibah atau
nikmat yang muncul dari wanita, kendaraan dan rumah.
Lebih jauh pemahaman Auda terhadap fitur ini yaitu penegasan kembali
bahwa Maqa>s}id sebagai kriteria yang fundamental dalam ijtihad. Menurutnya,
realisasi Maqa>s}id tidak hanya terbatas pada beberapa metode ushul tertentu, seperti
kias dan kemaslahatan di mana kedua hal tersebut disarankan oleh banyak teori
tradisional maupun kontemporer. Maqa>s}id hukum Islam adalah tujuan inti dari
seluruh metodologi ijtihad ushul linguistic maupun rasional. Kemudian realisasi
Maqa>s}id dari sudut pandang sistem harus mempertahankan keterbukaan,
pembaharuan, realisme, dan keluwesan.132
d. Maqa>s}id al-Shari>’ah, Hukum Progresif serta Kepastian Hukum: Konsep
Baru Menuju Konstitusional Religius
Hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia tidak sekedar hukum positif.
Namun terdapat khasanah hukum adat, hukum fikih (Islam) yang digunakan
mayoritas umat muslim di Indonesia, serta perkembangan pembaruan hukum yang
senantiasa mendampingi kebutuhan serta perkembangan masyarakat era ini.
132 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem, ………316.
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Keduanya (hukum Islam dan hukum adat)  tidak dapat dinafikan eksistensinya,
karena keduanya telah banyak berkontribusi dalam perjalanan historis hukum
nasional. Contohnya, Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Peradilan
Agama.
Penting adanya suatu pendekatan filosofis hukum serta metode penemuan
hukum yang nantinya dijadikan pertimbangan dalam sebuah putusan hakim atau
perbandingan menuju perkembangan yuridis humanitis yang ideal. Artinya, hukum
positif tidak hanya mengatur tentang sebuah kebijakan atau pengadil sebuah
problematika hukum. namun lebih dari pada itu, hukum dapat membentuk karakter
manusia sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Oleh sebab itu, hukum harus dilihat serta
dipahami dari berbagai perspektif, misalnya perspektif agama, budaya, dan
sebagainya.
Telah diuraikan di atas pembahasan mengenai Maqa>s}id al-Shari>’ah sebagai
teori dasar yang digunakan menganalisis sebuah putusan Mahkamah Konstitusi.
Lebih dari itu, Maqa>s}id al-Shari>’ah dapat dijadikan sebagai salah satu metode istinbat
hukum, hal ini merupakan langkah awal menuju konstitusional yang relegius sesuai
dengan nilai sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai interpretasi
masyarakat Indonesia yang harus memiliki keyakinan dalam beragama.
Konsep Maqa>s}id yang dikembangkan oleh Auda dijelaskan dalam bukunya
yang berjudul “Maqa>s}id al-Shari>’ah as Philoshopy of Islamic Law a Sistem
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Approach” (Maqa>s}id al-Shari>’ah Sebagai Filsafat Hukum Islam Sebuah Pendekatan
Sistem). Dalam buku tersebut terdapat tiga bahasan pokok, diantaranya :
a) metodologi, b) analisa dan c) pengembangan teori.133
Pendefinisian Auda tersebut adalah langkah awal untuk melakukan perubahan
paradigma dalam hukum Islam. Tawaran Auda adalah dengan perspektif Maqa>s}id,
dari teori Maqa>s}id lama menuju teori Maqa>s}id baru terletak pada titik tekan
keduanya. Titik tekan Maqa>s}id lama lebih kepada perlindungan (protection) dan
penjagaan pelestarian (preservation). Sedangkan teori Maqa>s}id baru lebih terhadap
development (dalam hal ini termasuk pembangunan dan pemberdayaan) dan human
right (hak asasi manusia) serta kemaslahatan publik.134
Ketiga poin itulah yang dapat dijadikan garis besar Maqa>s}id al-Shari>’ah versi
Jasser Auda. Suatu konteks perundang-undangan tentunya harus memiliki tujuan
yang jelas, terarah dan dapat menjadi pengayom dalam kehidupan bernegara.
Berkaitan dengan pembaruan makna perjanjian perkawinan tersebut maka sangat
berkaitan dengan pemaknaan hukum progresif. Pembaruan dalam pasal 29 UU
Nomor 1 Tahun 1974 berawal dari suatu kebutuhan masyarakat yang merugikan hak
konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, Hukum progresif
berpijak dari suatu asumsi bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan
mengantarkan manusia menuju kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia.135
133 Jasser Auda, Maqosid Syari ah as Philoshopy of Islamic Law: a Sistem Approach,………. 27.
134 Jasser Auda, Maqosid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Sistem Approach, ,,,,,,,,,, 45.
135 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2009), 1.
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Satjipto menegaskan bahwa kesadaran bahwa kelahiran hukum modern
bukanlah segalanya, tetapi alat untuk meraih tujuan lebih jauh. Tujuan lebih jauh itu
adalah “kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat”. Masyarakat kurang bahagia bila
hukum hanya melindungi dan memberi keleluasaan kepada individu dan tidak
memperhatikan kebahagiaan masyarakat.136
Selanjutnya ide pengembangan hukum progresif juga disetujui oleh Satjipto
dengan diawali perbaikan etika atau moral, karena hukum progresif yang dimaksud
oleh Satjipto adalah :137
a) Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia
b) Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat
c) Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan, meliputi dimensi yang amat
luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori
d) Bersifat kritis dan fungsional, oleh karena itu ia tidak berhentinya melihat
kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.
Satjipto berpegang pada paradigma “hukum untuk manusia” hukum itu
memandu dan melayani masyarakat. Namun sekali lagi dan harus diwaspadai bahwa
keleluasaan produk hukum progresif, improvisasi terhadap produk hukum perlu
136 Satjipto Raharjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006) 10-
11.
137 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, (Jurnal Hukum Progresif, Vol.1
No.1 April 2005), 1.
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diantisipasi. Penafsiran itu dilakukan hanyalah sebagai sarana untuk menjamin dan
menjaga kebutuhan manusia.138
Sifat final terhadap putusan Mahkamah Konstitusi artinya ingin segera
mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. sifat daripada putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan sebuah upaya untuk menjaga wibawa
peradilan konstitusi. Jika peradilan mengakomodasi harus adanya upaya hukum, jelas
sama dengan peradilan umum. Oleh sebab itu, kepastian hukum merupakan
perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap problematika yang dihadapinya.
Kemudian asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel) merupakan
salah satu sendi asas umum negara berdasarkan atas hukum. Selain juga pembentukan
peraturan perundang-undangan, kepastian hukum juga merupakan asas penting di
dalam tindakan hukum dan penegakan hukum.139
Jeremy Bentham pun sesungguhnya secara implisit sangat meng-urgent-kan
eksistensi kepastian hukum. Bentham dalam mengeksplorasi prinsip-prinsip legislasi
menegaskan bahwa hukum harus diketahui oleh semua orang, konsisten, pelaksanaan
yang jelas, sederhana, dan ditegakkan secara tegas. Terutama dengan meng-underline
kata konsisten dan ditegakkan secara tegas.140Berkaitan dengan kemerdekaan
individual dan keadilan yang dijadikan pertimbangan, maka kepastian hukum dapat
138 Satjipto Raharjo, Membedah Hukum Progresif, …………266-267
139 Hamzah Halim & Kemal Redindo Syahrul Putra, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan
Daerah: Konsep Teoritis Menuju Artikulasi Empiris (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertai
Manual), (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2010), 63.
140 Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan


















dijamin terselenggaranya, hakikat perlakuan yang sama (equality) dan juga demokrasi
menjadi sangat penting. Supaya kepastian hukum yang diterapkan oleh konsep negara
hukum, tidak berfungsi untuk melanggengkan kekuasaan yang positivistik dan
akhirnya bisa mengorbankan kemerdekaan individual dan keadilan.141
Jadi, Maqa>s}id al-Shari>’ah, hukum progresif dan kepastian hukum memiliki
benang merah bahwa ketiganya merupakan cara pandang atau paradigma yang
memprioritaskan tujuan-tujuan hukum demi terciptanya masyarakat yang sejahtera
sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Inilah seharusnya yang menjadi salah satu
pertimbangan dan nilai yang muncul dalam sebuah produk hukum.
Berikut gambar yang menjelaskan mengenai bekerjanya ketiga teori tersebut
yang memiliki benang merah terhadap tujuan-tujuan hukum sesuai dengan nilai
pancasila.
Skema 1.4 : Integrasi Maqa>s}id al-Shari>’ah menuju konstitusional religious.142
141 E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia
Grup, 2016),  159-160.
142Mohammad arifin, Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi ………………….,84
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Peran dari displin teori yaitu Maqa>s}id al-Shari>’ah, hukum progresif, dan
kepastian hukum yaitu dapat digunakan sebagai pertimbangan sebuah putusan yang
memiliki kekuatan hukum tetap, seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Berangkat
dari pemahaman yang diambil dari masalihul an-naas dan masalihul al-kaun, maka
disipilin ketiga teori tersebut dapat jadi solusi berbagai problematika dalam
masyarakat dan perundang-undangan yang harus segera diperbarui, tidak hanya itu
nilai religius juga akan ikut berkontribusi dalam perkembangan konstitusional.
Harapannya akan tercipta suatu konstitusional yang religius berdasarkan nilai
pancasila, sehingga suatu produk hukum akan memiliki nilai serta kemanfaatan yang
sesuai dengan perkembangan zaman. Harapan peneliti, dengan adanya skema
mengenai peran Maqa>s}id al-Shari>’ah, hukum progresif dan kepastian hukum dalam
penelitian ini, dapat menghasilkan analisis atas sebuah putusan Mahkamah konstitusi
mengenai perjanjian perkawinan pada pasal 29 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.
Sehingga peran dari ketiga teori tersebut dapat dikategorikan sebagai epistemologi
sebagai acuan dalam penelitian ini.
C. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan
antara konsep-konsep khusus, yang ingiin atau akan diteliti, suatu konsep bukan





















tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, seangkan konsep merupakan
suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.143
Kerangka konseptual yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah
pertama, berangkat dari implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi
NO.69/PUU/XIII/2015 terhadap harta bersama bagi pernikahan campuran di
Indonesia, Kedua mengumpulkan data baik berupa ketentuan hukum pernikahan
campuran dan  buku-buku dan hasil penelitian terkait pada masalah tersebut, ketiga
peneliti mencoba menganalisa dengan teori yang ada dan data-data yang ditemukan
untuk menghasilkan konklusi untuk menjawab persoalan yang terjadi, untuk
mempermudah alur kerangka konseptual penelitian dapat dilihat skema di bawah ini :
Skema 1.5 Kerangka Konseptual.
143 Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, (UI-Press , 2010), 132.
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BAB III
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Latar belakang munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi No.
69/PUU/XIII/2015
Latar belakang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-
XIII/2015 merupakan berawal dari permohon judicial review oleh Ny Ike Farida
selaku pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji beberapa pasal-pasal
yang menurutnya bertentangtangan dengan UUD 1945 dengan duduk perkara yang
disebutkan dalam salinan putusan No. 69/PUU-XIII/2015, yakni: “Menimbang bahwa
pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan, bertanggal 11
Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Mei 2015, berdasarkan Akta penerimaan
berkas Permohonan Nomor 141/PAN.MK/2015 dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015,
yang diperbaiki surat permohonan Nomor 2953/FLO-GAMA/VI/2015, bertanggal 24
Juni 2015.
1. Pokok-Pokok Permasalahan yang uraiakan pemohon sebagai berikut:”
a. Bahwa pemohon menilai Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan
dalam mengadili perkaraNomor 69/PUU-XIII/2015.
b. Bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam
pengajuan judicial review terhadap perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015.
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c. Bahwa pemohon sangat menderita dan sengsara karena diberlakukannya
Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan pasal 36 ayat (1) UUPA: Serta Pasal 29 ayat
(1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.
d. Bahwa penderitaan yang dialami oleh Pemohon karena musnahnya hak
untuk memilki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang disebabkan oleh
Berlakunya pasal 21 ayat (1), ayat (3) Dan Pasal 36 ayat (1) UUPA; Serta
Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan,
dialami juga oleh seluruh warga negara Indonesia lainnya yang kawin
dengan warga negara asing.
e. Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 Ayat (1) UUPA bertentangan
dengan UUD 1945.
f. Bahwa Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Dan Pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945.
g. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang diberikan oleh negara
untuk menegakkan hak asasi pemohon yang telah dirampas dan di
diskriminasikan karena pasal 21 ayat (1), ayat (3), Dan Pasal 36 ayat (1)
UUPA; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan.
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h. Dasar pertimbangan pemohon telah berdasarkan hukum, tepat, benar,
lengkap, dan sempurna sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-
undangan.142
2. Alasan Pengujian Judicial Review oleh pemohon
Objek pengujian adalah objek norma hukum yang diuji. Secara umum, norma
hukum dapat berupa keputusan-keputusan hukum (a) sebagai hasil kegiatan
penetapan yang bersifat administratif, dalam bahasa Belanda adalah beschikking (b)
sebagai hasil kegiatan penghakiman berupa vonnis oleh hakim (c) sebagai hasil
kegiatan pengaturan dalam bahasa Belanda disebut regeling, baik yang berbentuk
legislasi berupa legislatif acts ataupun yang berbentuk regulasi berupa executive acts.
Ketiga bentuk norma hukum tersebut, yaitu produk peraturan (regels),
keputusan (beschekking), dan penghakiman putusan (Vonnis) sama-sama dapat diuji
secara hukum. Secara umum istilah pengujian atau peninjauan kembali dalam bahasa
Inggris adalah review yang apabila dilakukan oleh hakim disebut sebagai judicial
review.143
Pokok permohonan Pemohon menjadikan alasa pemohon untuk meminta kepada
Majelis Hakim Konstitusi  pada  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  yang
memeriksa dan mengadili permohonan a quo agar menjatuhkan putusan sebagai
berikut:144
142Salinan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
143Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010)cet.
Ke-1, 16-18.
144 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, 33-34.
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1. Menyatakan frasa “warga negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal  36
ayat  (1)  UUPA  sepanjang  tidak  dimaknai  “warga negara Indonesia tanpa
terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang
tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan  sesama  warga  negara
Indonesia,  dan  warga  negara  Indonesia yang kawin dengan warga negara
asing” tidak  mempunyai  kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan
dengan UUD 1945;
2. Menyatakan  frasa  “sejak diperoleh hak” pada  Pasal  21  ayat  (3)  UUPA
sepanjang  tidak  dimaknai  “sejak  kepemilikan  hak  beralih”  tidak mempunyai
kekuatan  hukum  yang  mengikat  dan  bertentangan  dengan UUD 1945;
3. Menyatakan  frasa  “Pada  waktu  atau  sebelum perkawinan dilangsungkan”
pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.
4. Menyatakan  Pasal  29  ayat  (3)  UU  Perkawinan  tidak  mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945;
5. Menyatakan frasa “Selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4)  UU
Perkawinan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat dan
bertentangan dengan UUD 1945;
6. Menyatakan  frasa  “harta  bersama”  pada  Pasal  35  ayat  (1)  UU Perkawinan
sepanjang tidak dimaknai sebagai “harta  bersama  kecuali harta  benda  berupa
Hak  Milik  dan  Hak  Guna  Bangunan  yang  dimiliki oleh  warga  negara
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Indonesia  yang  kawin dengan  warga  negara  asing” tidak  mempunyai
kekuatan  hukum  yang  mengikat  dan  bertentangan dengan UUD 1945.
Salinan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terdapat alasan mengenai pokok
permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in
casu Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).145 Hal ini yang menjadi fokus bahasan
dan  pasal tersebut merupakan produk legislasi.
3. Legal Standing Pemohon
Setiap perkara yang masuk dalam Mahkamah Konstitusi disebut sebagai
perkara permohonan, bukan gugatan.Alasan kuat mengenai hal tersebut adalah
hakikat perkara konstitusi tidak bersifat adversarial atau contentius yang berkenaan
dengan pihak-pihak saling bertabrakan kepentingan seperti dalam perkara perdata
ataupun tata usaha negara.Kepentingan yang sedang digugat ini merupakan
kepentingan yang luas dalam kehidupan bersama.146
Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-
undang guna mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah
Konstitusi.Dalam pemenuhan syarat-syarat guna menentukan kedudukan hukum atau
legal standing.Persyaratan legal standing dimaksud mencakup syarat formal dalam
Undang-undang maupun syarat materiil berupa kerugian hak atau kewenangan
konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan.
145Lihat Isi Salinan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, 143-
155.
146Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang,….. 45
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Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terdapat lima
pertimbangan yang terdapat dalam legal standing pemohon diantaranya :147
a. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya,
yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah
mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang
diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.
b. Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan MK No. 006/PUU-III/2005,
bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK No. 11/PUU-V/2007 bertanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwakerugian
hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat. Isi lima syarat tersebut bisa dilihat
dalam putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
c. Menimbang bahwa pemohon mengadilkan selaku perseorangan warga negara
Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 21
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 serta Pasal 29 ayat (1), ayat
(3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 dengan alasan-alasanya yang
bisa dilihat dalam salinan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
d. Pemohon mempunyai hak konstitusional yang sama dengan warga negara
Indonesia lainnya sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 pasal 28D ayat (1), pasal
28E ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 28H ayat (1), pasal 28H ayat (4), pasal 28I
147Lihat Isi Salinan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 140-
143.
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ayat (2), pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Berikut akan diuraikan isi dari pasal-pasal
tersebut:148
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.”
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya.”
Pasal 28E ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang bebas..., memilih tempat tinggal di
wilayah negara...”.
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik
pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil secara sewenang-wenang oleh
siapapun.”
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang
bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang sifatnya diskriminatif itu.”
148Salinan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,  154.
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Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah.”
e. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a
quo dan pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo (perkara yang masih diperselisihkan).
4. Amar Putusan
Isi dalam Amar putusan yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 yakni:149
a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian:
1) Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai: “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama
dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat
mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
2) Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum
149Salinan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 156-157.
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mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pada waktu, sebelum dilangsungkan
atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan
bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai
pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap
pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
3) Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak
dimaknai: “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan,
kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.
4) Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak
perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian
Perkawinan”.
5) Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai: “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian
perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak
dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan
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untuk mengubah atau mencabut,dan perubahan atau pencabutan itu tidak
merugikan pihak ketiga”.
6) Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai:“Selama perkawinan berlangsung,
perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian
lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak
ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau
pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.
b. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
c. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
B. Implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 terhadap
perlindungan harta bersama bagi perkawinan campuran Perspektif Maqa>s}idal-
Shari>’ah.
Mencermati amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang
menyebutkan bahwa: “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Atas dasar
tersebut jelas bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang
perkawinan juga berlaku mulai terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali
ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan. Pasal 29 ayat (3)
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Undang-Undang No. 1/1974 yang berbunyi “perjanjian perkawinan mulai berlaku
sejak perkawinan dilangsungkan”.
Hal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi harus dimaknai bahwa
“perjanijian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Bila tidak dimaknai sebagaimana tafsir
Mahkamah Konstitusi, maka terhadap pasal-pasal demikian itu dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945.
Pembuatan perjanjian selama ikatan perkawinan tersebut tanpa dengan
menentukan keberlakuannya, maka konsekuensi hukumnya perjanjian tersebut mulai
berlaku sejak perkawinan dilangsungkan yang diikuti dengan status harta bersama
menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa
harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Karena materi
muatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak diberikan kebebasan untuk
menentukan materi muatannya, apabila para pihak dalam hal ini telah menetukan
bahwa harta yang tadinya telah berstatus harta bersama menjadi harta masing-masing
pihak, maka secara hukum dapat dibenarkan, sehingga harta yang demikian itupun
yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung baik sebelum atau setelah
dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing suami istri.
Perlindungan terhadap harta bersama akan sangat penting dalam sebuah
perjanjian perkawinan tersebut. Menurut peneliti, demi perlindungan terhadap harta
dalam perjanjian perkawinan merupakan implikasi hukum yang terdapat dalam
putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Berangkat dari implikasi
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hukum pasca putusan tersebut, penting dilakukan analisis menggunakan perspektif
Maqa>s}id al-Shari>’ah melalui fitur-fitur yang ditawarkan oleh jasser Auda. Karena
status harta tersebut perjanjian perkawinan yang tentunya memperbarui suatu
undang-undang sesuai dengan kebutuhan umat.
Penerapan dari teori Maqa>s}id baru yang dikembangkan oleh Jasser Auda lebih
terhadap development (dalam hal ini termasuk pembangunan dan pemberdayaan) dan
human right (hak asasi manusia) serta kemaslahatan publik.150Ketiga unit tersebut
merupakan target utama dari maslahah dalam Maqa>s}id al-Shari>’ah, guna
merealisasikan studi hukum Islam yang komprehensif, lebih daripada itu pentingnya
sebuah studi terhadap hukum keluarga Islam kaitannya dengan makna perjanjian
perkawinan. Ketiga komponen ini nantinya juga akan peneliti gunakan sebagai tujuan
dari beberapa analisis sistem di bawah ini kaitannya dengan perlindungan harta
bersama pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
1. Implikasi Yuridis Atas Perlindungan Harta Bersama Putusan MK No.
69/PUU-XIII/2015 dalam Dimensi Kognisi Hukum Islam (Cognitive Nature).
Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 dapat dilihat bahwa
MK melakukan penafsiran dengan melihat asas keadilan dan kemanfaatan dalam
rangka menciptakan keharmonisan.Tidak dipungkiri bahwa masalah harta dan
kepemilikan terhadap properti baik itu tanah maupun bangunan dapat menimbulkan
permasalahan dalam rumah tangga.Oleh sebab itu, MK dalam putusannya
memberikan penafsiran perlonggaran terkait dengan waktu pembuatan perjanjian
150Jasser Auda, Maqosid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Sistem Approach,,,,,45.
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perkawinan. Dengan demikian putusan tersebut dapat mendukung tujuan perkawinan
yakni kekal abadi dalam keharmonisan rumah tangga khususnya dalam perkawinan
campuran.
Sebenarnya implikasi dari putusan MK tersebut dalam operasionalnya di
masyarakat dikawatirkan menjadi dilema.Hal ini dimungkinkan terjadinya
pembuatan maupun perubahan terhadap perjanjian perkawinan dari pasangan suami
istri yang selama ini menentukan sikap terhadap harta perkawinannya terjadinya
perpisahan, karena ada perjanjian perkawinan atau persatuan harta karena tidak
adanya perjanjian perkawinan. Kondisi tersebut jelas menimbulkan ketidak pastian
hukum bagi para pihak  suami istri tentang kedudukannya terhadap harta
perkawinan. Meskipun di sisi lainnya menyenangkan bagi pasangan pautri
perkawinan campuran yang masih mempertahankan WNI-nya guna mendapatkan
kepastian dan perlindungan hukum dalam kepemilikan hak milik atau hak guna
bangunan atas tanah di Indonesia.Kesannya pun menjadi kurang begitu tenang
karena bagi perkawinan campuran karena munculnya sebuah praktek penyelundupan
hukum.
Melihat serta mencermati mengenai harta bersama maka terobosan atau
pembaruan hukum MK No 69/PUU-XIII/2015 menjadi dilematis.Namun hal itu
semua merupakan hikmah dari pembaruan hukum melalui perjanjian perkawinan
tersebut.Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan
berlangsung sudah diatur dalam perundang-undangan, sedangkan perjanjian
perkawinan selama dalam ikatan perkawinan masih belum diatur.Tentunya sangat
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penting kehadiran instrumen hukum guna mengakomodir problematika
tersebut.Untuk itu secara eksplisit Mahkamah Konstitusi memberikan jalan keluar
mengenai permasalah tersebut lewat judicial review MK No 69/PUU-XIII/2015 yang
menyatakan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan.
Pada intinya pembaruan tersebut dibuat atau dilaksanakan karena selain
mengacu pada asas-asas yang telah disebutkan di atas, juga mempertimbangkan
kebutuhan akan masyarakat terkait konstitusi, agar mendapatkan kepastian hukum.
Sehingga terobosan atau perlonggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat menjadi
kemaslahatan publik yang sesui dengan perkembangan zaman.
Landasan  Al-Qur an yang berhubungan dengan perlindungan harta bersama
dalam perjanjian perkawinan, sebagai berikut dalam QS. An-Nisa ayat 32:
                                  
                
Artimya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-
laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun)
ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. An
Nisa 32).
Dan dapat dijadikan pertimbangan juga dalam ayat lain, yaitu QS. Al-Baqarah
ayat 228:
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                                          
                                              
          
Artinya :  “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru' (suci atau haid). tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para
suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah ayat 228)
Dengan demikian, jelas sudah bahwa menurut Al-Qur an bahwa suami istri
memiliki kewenangan dalam harta yang dimilikinya masing-masing.Suami tidak
berhak atas harta harta istrinya karena kekuasaan istri terhadap hartanya tetap dan
tidak berkurang disebabkan perkawinan. Karena itu suami tidak boleh
mempergunakan harta istri untuk membelanjai rumah tangga kecuali dengan izin
sang istri, bahkan harta kepunyaan istri yang dibelanjakan untuk kepentingan rumah
tangga menjadi utang suami dan suami wajib membayar kepada istrinya. Kecuali
istri mau merelakannya.151
151Departemen Agama RI, Terjemah Kitab Suci Al-Qur an, (Jakarta: PT. Bumi Restu, tt), 120.
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Menurut hukum Islam dengan perkawinan tersebut, maka istri menjadi
“Syirkatu rojuli filhayati” kongsi sekutu seorang suami dalam melayani behtera
hidup, maka antara suami dan istri dapat terjadi syirkah abdan (perkongsian tidak
terbatas).152
Harta kekayaan bersatu karena syirkah seakan-akan harta kekayaan tambahan
karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama.Karena
itu, apabila terputus karena perceraian atau thalaq, maka harta syirkah tersebut dibagi
antara suami istri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka (suami istri)
turut berusaha dalam syirqah.
Mengenai perkongsian atas harta bersama menurut peneliti juga dapat ditelaah
dari ayat Al-Qur an. QS. An-Nisa  34:
                                   
                                 
                         
Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara
(mereka)wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah
152Hasbi Ash-Shiddiqie, Pedoman Rumah Tangga, (Medan: Pustaka Maju, 1971),  9.
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mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka  janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. An-
Nisa  ayat 34).
Posisi Maqa>s}id dapat dijadikan suatu pertimbangan pada pendekatan
interpretasi perspektif hukum Islam dalam putusan MK tersebut, karena sumber
wahyu dalam Al-Qur an sangat membantu dalam menemukan atau
menginterpretasikan makna yang terkandung dalam Al-Qur an sebagai
pertimbangan atas putusan berkaitan dengan konsep harta bersama atas perlonggaran
perjanjian perkawinan campuran, sehingga hal tersebut menurut peneliti sudah
teraplikasikan apa yang ditawarkan Jasser Auda maksud dari fitur ini. Berikut
pemahaman yang di usulkan Jasser Auda dalam menuju validasi kognitif.
2. Implikasi Yuridis Atas Perlindungan Harta Bersama Putusan MK No.
69/PUU-XIII/2015 dalam Dimensi Keterbukaan Sistem Hukum Islam
(Opennes).
Telah dijelaskan mengenai fitur ini pada pembahasan sebelumnya, oleh sebab
itu sekali lagi peneliti kuatkan dasar fitur ini, dengan berawal dari sistem hukum
Islam.Sistem hukum Islam adalah sistem terbuka dalam pengertiannya. Namun
beberapa faqih masih menyerukan pada penutupan pintu ijtihad pada level teori usul
fikih. Semua madzhab fikih terkenal dan mayoritas faqih selama berabad-abad setuju
bahwa ijtihad merupakan keniscayaan bagi hukum Islam, karena Nash khusus itu
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terbatas, sedangkan peristiwa tidak terbatas. Jadi, metodologi ushul fiqih
mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi peristiwa baru atau dalam
terminologi teori sistem berinteraksi dengan lingkungan.277
Maksud dari fitur ini adalah dengan menggunakan beberapa metode dalam
Ushul Fiqh seperti „urf sebagai metode filsafat hukum Islam yang terdapat tujuan
Maqa>s}id al-Shari>’ah. Pendapat Auda mengenai pembaruan hukum Islam melalui
ushul fiqh sedikit atau banyak merupakan filsafat hukum Islam, maka sudah pasti
bahwa ushul fiqh memelihara investigasi filosofis, yang secara umum berkembang
seiring evolusi pengetahuan.278
Korelasi antara implikasi hukum perlonggaran perjanjian perkawinan yaitu
perlindungan harta bersama pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015  dengan„urf
atau yang dapat disebut dengan kebiasaan atau adat,yaitu berawal dari ketentuan pada
pasal 35 ayat (1) sebagaimana yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya.
Dalam konteks terhadap pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yang seharusnya
tidak menyampingkan hukum adat, karena nilai-nilai hukum adat yang mengandung
asas kekeluargaan tidak bertentangan dengan pancasila.Oleh sebab itu, menurut
peneliti nilai-nilai hukum adat tentang harta bersama seharusnya tetap mewarnai
dalam UU perkawinan. Kaitannya dengan hal tersebut, maka pasal 29 ayat (1) UU
perkawinan yang membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan hanya “pada
waktu” atau “sebelum” perkawinan diselenggarakan, sehingga membatasi hak suami
istri yang melakukan perkawinan campuran antara WNI dengan WNA, guna
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membuat perjanjian perkawinan disaat mereka dalam sebuah ikatan perkawinan. Jadi,
hak untuk membuat perjanjian perkawinan bagi suami istri hendaknya tidak dibatasi
hanya “pada waktu” atau “sebelum” perkaiwinan dilangsungkan, tetapi perjanjian
perkawinan hendaknya juga dapat dilakukan pada “selama perkawinan berlangsung”,
sesuai dengan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum di
Indonesia khususnya mengenai harta bersama.
Adat atau„urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka
telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.Mayoritas ulama  menerima
„urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai
dalil hukum yang mustaqill (mandiri).153
Adat atau kebiasaan manusia dapat dijadikan sebagai landasan penetapan
hukum dengan pengecualian adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat,
kebiasaan tersebut juga dapat dikatakan dengan „urf .154
Setiap daerah di Indonesia jika ditinjau melalui adat, mempunyai ketentuan
masing-masing.Oleh sebab itu, sikap pluralisme sangatlah penting untuk dihidupkan.
Terkait dengan harta bersama peneliti mengambil pandangan menurut hukum adat
yaitu semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka dalam ikatan perkawinan,
baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta
warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami
istri dan barang-barang hadiah. Kesemuaannya itu dipengaruhi oleh prinsip
153Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani (Jakarta: Logos, 1999), 34.
154 Muhammad Shidqi, Al-Wajiz fi „idhohi Quaidhul Fiqh Al-Kuliyati, (Riyadh: Attaubah, 1994), Cet.
4, 217.
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kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap
suami istri yang bersangkutan.155Sebenarnya nilai-nilai hukum adat tersebut sudah
terealisasi dalam KHI mulai pasal 85 sampai dengan pasal 97.Sedangkan mengenai
perjanjian perkawinan KHI mengaturnya mulai pasal 45 sampai dengan pasal 52.
Kaitannya dengan nalar hukum Islam yaitu terdapat empat syarat adat dapat
dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu naṣ
sharῑ ah; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi
tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak
terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang
dikandung oleh tradisi.156
Dengan demikian, pembaruan hukum tersebut telah sesuai dengan tujuan
pendekatan sistem dalam keterbukaan via filsafat hukum Islam yaitu „urf.Sehingga
fitur ini dapat dipakai untuk melacak atau mendalami sebuah pembaruan hukum yang
sesuai dengan tujuan dari perlindungan terhadap harta bersama pasca putusan MK
No. 69/PUU-XIII/2015.
3. Implikasi Yuridis Atas Perlindungan Harta Bersama Putusan MK No.
69/PUU-XIII/2015dalam Dimensi Kebermaksudan (Purposefulness).
Sebagai landasan fitur kebermaksudan yang dijadikan fitur utama menurut
Jasser Auda, Fitur kebermaksudan merupakan fitur yang dapat menjangkau seluruh
fitur yang telah ditawarkan oleh Jasser Auda. Maksud dan tujuan pun dibedakan
155Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: penerbit Alumni, 1982), 156.
156Abdul Haq, et. al., Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu) (Surabaya:
Khalista, 2006),  283.
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dalam fitur ini, untuk itu realisasi dari sebuah Maqa>s}idadalah kunci untuk mencapai
inti metodologi analisis sistem dari Hukum Islam. kaitannya dengan perlindungan
harta bersama pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan implikasi
hukum dari realisasi atas perlonggaran perjanjian perkawinan pada umumnya, yang
dimaksud umum adalah kaitannya dengan perundang-undangan. Meskipun
pembahasan dalam ranah hukum positif, namun dengan harapan integrasi-
interkoneksi sehingga dalam pendekatan perspektif hukum Islam dirasa sangat
penting dan perlu dalam kontribusinya atas perundang-undangan khususnya
berkaitan dengan perlonggaran perjanjian perkawinan.
Menurut Auda, realisasi Maqa>s}id merupakan dasar penting dan fundamental
bagi sistem hukum Islam. Menggali Maqa>s}id harus dikembalikan kepada teks utama
(Al-Qur an dan Hadist), bukan pendapat pikiran atau faqih. Oleh sebab itu,
perwujudan tujuan menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa
menghubungkannya dengan kecenderungan atau madzhab tertentu.Tujuan penetapan
hukum Islam harus dikembalikan kepada kemashlahatan masyarakat yang terdapat
disekitarnya.157
Harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana dalam
firman Allah QS. An-Nisa  ayat 5:
                                
157 Jasser Auda, Maqosid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Sistem Approach, 55.
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Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan
Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta
itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.(QS. An-Nisa  ayat 5).
Berkaitan dengan perundang-undangan, bahwa putusan MK No. 69/PUU-
XIII/2015 juga berimplikasi pada masyarakat secara menyeluruh karena sifat dari
hukum positif yang wajib ditaati oleh seluruh elemen masyarakat, tidak hanya
berlaku pada perkawinan campuran saja yang mendapat perlonggaran atas perjanjian
perkawinan.
Berdasarkan pasal 29 ayat (4) dalam diktum putusan MK tersebut, dijelaskan
bahwa : “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai
harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali
bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan
perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.
Pemohon dalam judicial review tersebut sebenarnya juga mendalilkan
mengenai inkonstitusionalitas pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan 1/1974 tentang harta
bersama.Namun MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pasal 35 ayat (1)
UU Perkawinan 1/1974 tidak beralasan menurut hukum.Artinya perjanjian
perkawinan dalam amar putusan atas pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan 1/1974 yang
berkaitan dengan perjanjian harta bersama ditentukan dalam pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan 1/1974 tersebut.
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Menurut analisis peneliti, pada prinsipnya UU No 1/1974 tentang perkawinan
manganut adanya harta bersama secara otomatis.Berbeda dengan KHI yang tidak ada
pernyataan yang tegas mengenai terbentuknya harta bersama secara
otomatis.Terutama dalam pasal 86 ayat (1) “Pada dasarnya tidak ada percampuran
antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”.Dalam pembahasan
sebelumnya mengenai perlindungan harta bersama dalam dimensi keterbukaan, telah
dijelaskan mengenai syirkah antara suami istri.
Jika dicermati, pemohon dalam amar putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015
sebenarnya menginginkan konsep tentang pembagian harta bersama yang jelas akibat
hukum dari perjanjian perkawinan.Namun dalil pemohon dinyatakan
inkonstitusional yang artinya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu,
pentingnya sebuah pendekatan Maqa>s}id al-Shari>’ah sebagai alternatif atau
setidaknya berkontribusi dalam menentukan sebuah putusan.
Bila dibandingkan dengan KHI, yang menyebutnya harta kekayaan dalam
perkawinan adalah syirkah.Jika harta kekayaan dalam perkawinan dianggap syirkah,
maka perlu adanya akad syirkah.Di pembahasan sebelumnya juga dijelaskan
perbedaan antara akad nikah dengan akad syirkah. Menurut peneliti, terbentuknya
harta bersama di Indonesia hendaknya dimulai dengan akad/kesepakatan, tentunya
akan sejalan dengan ketentuan yang ada pada pasal 35 ayat (1) dan (2), pasal 36 ayat
(1) dan (2), serta pasal 37UU Perkawinan 1/1974. Oleh sebab itu, pihak KUA atau
dispenduk harusnya mempertimbangkan adanya formulir isian kesepakatan tentang
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harta kekayaan yang diisi oleh catin atau ketika adanya perjanjian dalam ikatan
perkawinan.Regulasi seperti itu tentunya sudah dapat dijalankan jika melihat
peraturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.Untuk merealisasikan
kerangka regulasi tersebut tentunya juga harus mendapatkan kewenangan oleh pihak
bersangkutan baik pemohon maupun institusi terkait, karena secara konstitusi sudah
terdapat landasan hukumnya.
Realisasi Maqa>s}idyang terdapat dalam perlonggaran perjanjian perkawinan
khususnya perkawinan campuran, mengenai perlindungan harta bersama pasca
putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu dengan disandarkannya atas pasal 35,
pasal 36 dan pasal 37 UU Perkawinan 1/1974. Dengan demikian, regulasi-regulasi
mengenai perlindungan terhadap harta bersama, tentunya harus direalisasikan karena
sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin
berkembang.Dan sebagai pembaruan hukum tentu berpijak dari suatu asumsi bahwa
hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia menuju kehidupan
yang adil, sejahtera dan bahagia.158
Penjelasan di atas merupakan sebuah konsep yang maksud dan tujuannya
adalah untuk mengembangkan nilai-nilai yang terdapat dalam pemberdayaan
manusia secara yuridis, inilah tujuan bekerjanya fitur-fitur yang ditawarkan oleh
Jasser Auda sebagai metode analisis sistem.Pemberdayaan manusia secara yuridis
dapat diistilahkan sebagai pemberdayaan hukum, karena hukum untuk manusia.Oleh
158 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2009),  1.
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sebab itu, penting merealisasikannya dalam pembangunan hukum lewat pembaruan
perundang-undangan. Hal ini dipertegas tegas oleh Satjipto, bahwa salah satu tujuan
yang hendak dicapai dalam pembangunan hukum adalah pembaruan peraturan
perundang-undangan sekaligus penegakan hukumnya, sehinggaakan menampakkan
secara jelas mengenai bagaimanakah hukum di masa mendatang.159
Perlu diingat, hukum adalah bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Keterpurukan
hukum di Indonesia lebih dikarenakan pemaknaan hukum sebagai rule of law tanpa
melihat sebagai rule of morality.Akibatnya hukum hanya dilihat sebagai peraturan,
prosedur yang lekat dengan kekuasaan.Mereka lupa bahwa hukum juga sarat dengan
nilai, gagasan, sehingga menjadi partikuler.160
Tak terkecuali di Indonesia, tidak dapat dikesampingkan apalagi menolak
eksistensi hukum modern.Selain masyarakat yang pluralis juga konteks pergaulan
hukum secara global.Intinya dalam sistem hukum itu harus diberikan arah yang
jelas,161realisasi dari perundang-undangan yang responsif dan mempertimbangkan
sebuah implikasi terkait, sehingga tidak meninggalkan hukum yang sesuai dengan
karakteristik Indonesia.
Hal demikian menjadi mutlak, karena tanpa adanya arah yang jelas mengenai
perubahan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai suatu upaya untuk mengatasi
krisis hukum dalam melanjutkan pemberdayaan hukum.Lebih jauh Satjipto
mengungkapkan reformasi hukum tidak sekedar mengadakan pembaruan, namun
159Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,  258.
160 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 254.
161 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,  254.
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perlu adanya pengembangan moralitas hukum sebagai arah dari perubahan, sehingga
mewujudkan penyelenggaraan hukum yang baik.162
Berkaitan dengan moralitas, perjanjian perkawinan sebenarnya akan
berdampak culture shock. Karena secara moral, budaya masyarakat timur yang tidak
mengenal individualisme tentu menolak adanya perjanjian perkawinan yang
dianggap hanya mementingkan harta.Meskipun tidak selamanya perjanjian
perkawinan berorientasi pada penyatuan harta dalam perkawinan. Dengan adanya
perkawinan campuran antara WNI dengan WNA, maka sangat penting pemahaman
akan perjanjian perkawinan karena akan berkaitan dengan penyatuan harta serta
perlindungan harta.
Perlonggaran makna perjanjian perkawinan dalam pasal 29 UUP 1/1974
mengenai implikasinya yaitu perlindungan terhadap harta bersama, akan
menimbulkan kerumitan dalam keperdataan jika terdapat kealpaan terkait perjanjian
perkawinan. Terlebih untuk status perkawinan campuran, pembuatan perjanjian
perkawinan tanpa dibatasi waktu akan semakin melindungi setiap pasangan untuk
meraih tujuan dalam perkawinan. Dengan adanya putusan MK tersebut, menjadikan
setiap pasangan di awal pernikahan fokus terhadap tujuan perkawinan, yaitu
membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berlandaskan ketuhanan YME.
162Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 259.
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C. Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015
terhadap keabsahan  Perjanjian perkawinan yang di buat oleh pegawai pencatat
perkawinan dengan yang dibuat oleh pihak Notaris pada Perkawinan
Campuran.
Keabsahan suatu perjanjian hukum adalah sebuah keharusan karena jika
nantinya keabsahan dalam pembuatannya terdapat kekeliruan maka akan
mengakibatkan batal demi hukum, untuk itu diperlukanya sebuah pengaturan pada
kewenangan sebuah pejabat dalam mengesahkan perjanjian perkawinan.  Perjanjian
perkawinan merupakan sebuah terobosan solusi untuk meminimalisir terjadinya
permasalahan dikemudian hari dalam persoalan harta bersama bagi perkawinan
campuran.
Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan telah diatur dalam Bab Ketujuh
Pasal 139 sampai dengan Pasal 167 KUHPerdata.Namun selanjutnya Undang-undang
Perkawinan tahun 1970 lahir mengesampingkan aturan yang telah ada di
KUHPerdata tersebut (Lex Post Teriori Derogat Legi Priori).Didalam UU
Perkawinan pengaturan Perjanjian perkawinan di atur dalam pasal 29 peraturan
tersebut sebagai koreksi terhadap KUHPerdata yang sebelumnya berlaku.
Namun Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui
putusannyaNomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal
29 ayat (1), (3), dan(4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
atas permohonan Ny. IkeFarida yang inti amarnya menyebutkan bahwa sepanjang
tidak dimaknai perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan “selama dalam
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ikatanperkawinan”, maka Pasal demikianitu menurut Mahkamah tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional bersyarat).
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah beberapa ketentuan yang
sebelumya diataur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan antara lain bahwa
Perjanjian Perkawinan boleh dibuat sebelum, pada saat dan selama dalam ikatan
perkawinan (Postnuptial Agreement). Ketentuan tersebut mengesampingkan
ketentuan yang ada sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat
sebelum perkawinan dilangsungkan.
Ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa
perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan atau Notaris.Ketentuan ini mempertegas siapa saja yang berwenang
mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut.Sebelumnya hanya disebutkan bahwa
perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan namun sejak
berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengesahan perjanjian kawin juga
dapat dilakukan dihadapan Notaris.
Berbicara kewenangan dalam pengesahan perjanjian perkawinan disini
melalui putusan MK tersebut, ada dua pejabat yang berwenang dalam pengesahan
akta perjanjian perkawinan yaitu (1) pegawai pencatat perkawinan (PPP) , (2)
Notaris, kedua pejabat tersebut sama-sama memiliki mandat yang sama dalam
mengesahkan perjanjian perkawinan.
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1. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan.
Dibuatnya perjanjian perkawinan yang di sahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan (PPP) atau Penghulu pada sebelum dilaksanakannya perkawinan
adalah sebuah ketentuan perjanjian perkawinan pada pasal 29 UUPerkawinan
tahun 1974, ketentuan tersebut menerangkan bahwa pada waktu atau sebelum
dilangsungkanya perkawinan kedua belah pihak (calon suami dan istri) dapat
mengajukan perjanjian tertulis (perjanjian perkawinan) atas kesepakatan bersama
tampa melanggar ketentua hukum atau perundang-undangan yang berlaku, yang
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (PPP), yang mana isinya juga dapat
berlaku pada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terkait.
Pegawai pencatat perkawinan (penghulu) menurut PP No 9 tahun 1975
tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 disebutkan
bahwa pasal 1 huruf d : yang dimaksud pencatat perkawinan adalah pegawai
pencatat perkawinan, sedangkan menurut Peraturan Mentri Agama No 19 Tahun
2018 bahwa pasal 1 huruf ke 2 menjelaskan penghulu adalah pegawai negeri sipil
sebagai pencatat perkawinan.
Pegawai pencatat perkawinan selain mendapatkan mandat sebagai
pencatat perkawinan dia juga mempunya fungsi sebagai pencatat perjanjian
perkawinan yang mana dijelaskan pada pasal 29 UUPerkawinan atas kehendak
kedua belah pihak (calon suami dan istri) dapat membuat perjanjian tertulis yang
disepakti bersama tampa melanggar ketentuan hukum atau perundang-undangan
yang berlaku yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (PPP), dimana
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isinya juga dapat berlaku terhadap pihak ketika sepanjang pihak ketiga terkait.
Kemudian di muat dalam akta perkawinan menurut PP No 9 tahun 1975 ayat
pasal 12 huruf h. artinya pegawai pencatat perkawinan (PPP) atau penghulu
memiliki kewenangan dalam pengesahan dalam pencatatan perjanjian
perkawinan.
Namun setelah keluarnya putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 tentang
perjanjian perkawinan pada amar putusan menyebutkan bahwa pasal 29 UU
Perkawinan tersebut "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam
ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan
perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris,
setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga
tersangkut”.163 Pegawai pencatat perkawinan (PPP) atau penghulu memiliki
sebuah kewenangan baru yaitu dapat mengesahkan perjanjian perkawinan pada
waktu sebelum atau selama dalam masa perkawinan, jadi yang awalnya pegawai
pencatat perkawinan (PPP) ini hanya dapat mengesahkan perjanjian perkawinan
sebelum dilangsungkan perkawinan dengan adanya keputusan MK tersebut
menjadikan pergeseran norma hukum bahwa pegawai pencatat perkawinan dapat
juga melaksanakan kewenangannya dalam pengesahan perjanjian perkawinan
selama dalam masa ikatan perkawinan berlangsung.
163Salinan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 156.
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2. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris.
Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-VIII/2015 mengubah
beberapa ketentuan yang sebelumya diataur dalam Pasal 29 Undang-undang
Perkawinan antara lain bahwa pengesahan Perjanjian perkawinan awalnya hanya
dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan namun dengan adanya putusan MK
tersebut ada pejabat negara yang juga diberikan kewenangan oleh MK dalam
pengesahan perjanjian perkawinan yaitu Notaris, yang mana kewenangannya
juga dapat mengesahkan perjanjian perkawinan baik sebelum dilangsungkan
perkawinan atau dalam masa ikatan perkawinan berlangsung, ini mengacu pada
amar putusan MK yang frasanya menyatakan "Pada waktu, sebelum
dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh
pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.164 Dengan putusan
tersebut Notaris mendapatkan kewenangan baru dalam mengesahkan perjanjian
perkawinan selain tugas pokoknya membuat akta autentik Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004  Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan
notaris.
Notaris berasal dari kata natae, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat
itu semacam penulis stero.165menurut Soetarjo Soemoatmodjo notaries adalah
164 Salinan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 156.
165 Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Yogyakarta, Liberty, 4.
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orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta
resmi, Notaris merupakan pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila
ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan
kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.166
Menurut Pasal 1 ayat 1  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  Jo
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris menyebutkan
bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik dan kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
ini”. Selanjutnya dalam penjelasan UUJN dinyatakan bahwa notaris adalah
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan
akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.167 Selanjutnya
wewenang notaries dijabarkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004  Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris
menyebutkan : " Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan
dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan
Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang
pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain
atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
166 Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Yogyakarta, Liberty,  4
167Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, TentangJabatan Notaris.
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Tugas pokok seorang notaris adalah membuat akta autentik mengenai
semua perbuatan hukum, namun dengan adanya putusan MK No 69/PUU-
VIII/2015 tentang perjanjian perkawinan pada amar putusannya, bahwa notaris
dapat mengesahkan perjanjian perkawinan yang di ajukan oleh para pihak suami
istri atas kesepakatan bersama dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan
perundang-undangan, baik dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan atau
selama masa ikatan perkawinan. Dengan adanya putusan tersebut memberikan
kewenangan baru kepada notaris terhadap mengesahkan akta perjanjian
perkawinan tersebut.
Wewenang tersebut di perkuat dengan Peraturan Menteri Agama No. 19
tahun 2018 tentang pencacatan perkawinan pada pasal 19 yang membahas
tentang Perjanjian perkawinan yang menyatakan :168 " Ayat (1) Calon suami dan
calon istri, pasangan pengantin, atau suami dan istri dapat membuat perjanjian
perkawinan pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan
perkawinan. Ayat (2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan di hadapan notaris.  Ayat (3) Materi perjanjian perkawinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum
Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan"  kemudian pada pasal
20 menyatakan " Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinan dan
Buku Pencatatan Perkawinan" artinya setiap perjanjian yang dibuat dihadapan
168Peraturan Menteri Agama No 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
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Notaris setelah disahkan harus di catatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) dan
dimuat dalam akta perkawinan serta buku pencatatan perkawinan.
Dengan demikian perjanjian perkawinan harus dilakukan atau dibuat di
hadapan Notaris mengacu pada wewenang yang diberikan MK melalui Putusan
MK No. 69/PUU-VIII/2019 tentang perjanjian perkawinan dan Peraturan
Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, dengan
ketentuan tersebut kedudukan hukum atau legal standing Notaris dalam
mengesahkan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran adalah sebagai
pejabat umum yang diberikan wewenang dalammengesahkan perjanjian




A. Latar belakang munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi No.
69/PUU/XIII/2015.
Berawal dari uji materi (Judicial  Review) yang di lakukan oleh Ike Farida
(WNI) selaku Pemohon yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA
berwarga Negara Jepang, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat
memiliki hak kebendaan atau properti sama seperti Warga Negara Indonesia lainnya,
karena pemohon merasakan sangat menderita dan sengsara, terdiskriminasikan hak-
haknya, dan menderita baik secara psikologis/kejiwaan maupun secara moral, dan
terampas hak-hak asasinya akibat diberlakukannya pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan
pasal 36 ayat (1) UUPA; serta pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan pasal 35 ayat
(1) UU Perkawinan, menurut pemohon pasal-pasal tersebut bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sehingga perlunya Mahkamah
Konstitusi mengadili dan memberikan putusan tersebut.
Duduk perkara yang disebutkan dalam salinan putusan No. 69/PUU-
XIII/2015, yakni: “Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan
dengan surat permohonan, bertanggal 11 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11
Mei 2015, berdasarkan Akta penerimaan berkas Permohonan Nomor
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141/PAN.MK/2015 dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang diperbaiki surat
permohonan Nomor 2953/FLO-GAMA/VI/2015, bertanggal 24 Juni
2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:”
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara
b. Kedudukan hukum (Legal Standing) pemohon
c. Bahwa pemohon sangat menderita dan sengsara karena diberlakukannya Pasal
21 ayat (1), ayat (3), dan pasal 36 ayat (1) UUPA: Serta Pasal 29 ayat (1), ayat
(3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.
d. Bahwa penderitaan yang dialami oleh Pemohon karena musnahnya hak untuk
memilki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang disebabkan oleh
Berlakunya pasal 21 ayat (1), ayat (3) Dan Pasal 36 ayat (1) UUPA; Serta
Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan,
dialami juga oleh seluruh warga negara Indonesia lainnya yang kawin dengan
warga negara asing.
e. Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 Ayat (1) UUPA bertentangan dengan
UUD 1945.
f. Bahwa Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Dan Pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945.
g. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang diberikan oleh negara
untuk menegakkan hak asasi pemohon yang telah dirampas dan di
diskriminasikan karena pasal 21 ayat (1), ayat (3), Dan Pasal 36 ayat (1)
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UUPA; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan.
h. Dasar pertimbangan pemohon telah berdasarkan hukum, tepat, benar, lengkap,
dan sempurna sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-
undangan.221
1. Alasan Pengujian Judicial Review
Objek pengujian adalah objek norma hukum yang diuji. Secara umum, norma
hukum dapat berupa keputusan-keputusan hukum (a) sebagai hasil kegiatan
penetapan yang bersifat administratif, dalam bahasa Belanda adalah beschikking (b)
sebagai hasil kegiatan penghakiman berupa vonnis oleh hakim (c) sebagai hasil
kegiatan pengaturan dalam bahasa Belanda disebut regeling, baik yang berbentuk
legislasi berupa legislatif acts ataupun yang berbentuk regulasi berupa executive acts.
Ketiga bentuk norma hukum tersebut, yaitu produk peraturan (regels),
keputusan (beschekking), dan penghakiman putusan (Vonnis) sama-sama dapat diuji
secara hukum. Secara umum istilah pengujian atau peninjauan kembali dalam bahasa
Inggris adalah review yang apabila dilakukan oleh hakim disebut sebagai judicial
review.222
Salinan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terdapat alasan mengenai pokok
permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in
221Salinan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
222 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010)cet.
Ke-1, 16-18.
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casu Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).223 Hal ini yang menjadi fokus bahasan
dan  pasal tersebut merupakan produk legislasi.
2. Legal Standing Pemohon
Setiap perkara yang masuk dalam Mahkamah Konstitusi disebut sebagai
perkara permohonan, bukan gugatan. Alasan kuat mengenai hal tersebut adalah
hakikat perkara konstitusi tidak bersifat adversarial atau contentius yang berkenaan
dengan pihak-pihak saling bertabrakan kepentingan seperti dalam perkara perdata
ataupun tata usaha negara. Kepentingan yang sedang digugat ini merupakan
kepentingan yang luas dalam kehidupan bersama.224
Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-
undang guna mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah
Konstitusi. Dalam pemenuhan syarat-syarat guna menentukan kedudukan hukum
atau legal standing. Persyaratan legal standing dimaksud mencakup syarat formal
dalam Undang-undang maupun syarat materiil berupa kerugian hak atau kewenangan
konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan.
Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terdapat lima
pertimbangan yang terdapat dalam legal standing pemohon diantaranya :225
a. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya,
yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah
223Lihat Isi Salinan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, 143-
155.
224 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang,….. 45
225 Lihat Isi Salinan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 140-
143.
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mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang
diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.
b. Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan MK No. 006/PUU-III/2005,
bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK No. 11/PUU-V/2007 bertanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat. Isi lima syarat tersebut bisa dilihat
dalam putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
c. Menimbang bahwa pemohon mengadilkan selaku perseorangan warga negara
Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 21
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 serta Pasal 29 ayat (1), ayat
(3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 dengan alasan-alasanya yang
bisa dilihat dalam salinan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
d. Pemohon mempunyai hak konstitusional yang sama dengan warga negara
Indonesia lainnya sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 pasal 28D ayat (1), pasal
28E ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 28H ayat (1), pasal 28H ayat (4), pasal 28I
ayat (2), pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
e. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a
quo dan pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo (perkara yang masih diperselisihkan).
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3. Amar Putusan
Isi dalam Amar putusan yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 yakni:226
a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian:
1) Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai: “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama
dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat
mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
2) Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pada waktu, sebelum dilangsungkan
atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan
bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai
pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap
pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
226 Salinan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 156-157.
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3) Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak
dimaknai: “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan,
kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.
4) Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak
perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian
Perkawinan”.
5) Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai: “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian
perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak
dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan
untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak
merugikan pihak ketiga”.
6) Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum
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mengikat sepanjang tidak dimaknai :“Selama perkawinan berlangsung,
perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian
lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak
ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau
pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.
b. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
c. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Setelah pengujian atas undang-undang itu diputus final, seperti apakah yang
menjadi akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian
undang-undang, Menurut ketentuan Pasal 47 UU No 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi :  “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan
hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.
Pasal 49 menentukan:” Mahkamah Konstitusi wajib mengirim salinan putusan
kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak putusan
diucapkan”.
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 tersebut, Mahkamah Konstitusi
selama ini telah mentradisikan kebiasaan bahwa:227
1) Putusan dibacakan dengan dilengkapi oleh dua buah layar monitor lebar
dalam ruang sidang dan diluar sidang sehingga semua audien dapat
mengikuti dengan seksama.
227 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang,,……….216.
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2) Salinan putusan langsung dibagikan kepada pihak-pihak dalam sidang
Mahkmah Konstitusi.
Pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi latar belakang dari
lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-VIII/2015 adalah atas
pengajuan permohon judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh Ny Ike Farida
atas beberpa pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :
pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan pasal 36 ayat (1) UUPA; serta pasal 29 ayat (1), ayat
(3), ayat (4) dan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, dengan duduk perkara serta
pertimbangan pemohon yang dituangkan dalam isi gugatan sebagai berikut :
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara
b. Kedudukan hukum (Legal Standing) pemohon
c. Bahwa pemohon sangat menderita dan sengsara karena diberlakukannya Pasal 21
ayat (1), ayat (3), dan pasal 36 ayat (1) UUPA: Serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3),
ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.
d. Bahwa penderitaan yang dialami oleh Pemohon karena musnahnya hak untuk
memilki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang disebabkan oleh Berlakunya
pasal 21 ayat (1), ayat (3) Dan Pasal 36 ayat (1) UUPA; Serta Pasal 29 ayat (1),
ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, dialami juga oleh seluruh
warga negara Indonesia lainnya yang kawin dengan warga negara asing.
e. Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 Ayat (1) UUPA bertentangan dengan
UUD 1945.
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f. Bahwa Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan
bertentangan dengan UUD 1945.
g. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang diberikan oleh negara
untuk menegakkan hak asasi pemohon yang telah dirampas dan di
diskriminasikan karena pasal 21 ayat (1), ayat (3), Dan Pasal 36 ayat (1) UUPA;
Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.228
Dimana legal standing pemohon dalam mengajukan judicial review telah
terpenuhi karena pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak
konstituonal untuk mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitonal. dengan
hasil keputusan MK tersebut mengabulkan gugatan pemohon sebagain  dengan
memberikan pemaknaan baru terkait pasal 29 UUPerkawinan yang menyebutkan
bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan “selama
dalam ikatan perkawinan”, maka Pasal demikian itu menurut Mahkamah tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional bersyarat).
B. Implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 terhadap
perlindungan harta bersama bagi perkawinan campuran Perspektif Maqa>s}id al-
Shari>’ah.
Perlindungan terhadap harta bersama akan sangat penting dalam sebuah
perjanjian perkawinan tersebut. Menurut peneliti, demi perlindungan terhadap harta
dalam perjanjian perkawinan merupakan implikasi hukum yang terdapat dalam
228Salinan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
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putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Berangkat dari implikasi
hukum pasca putusan tersebut, penting dilakukan analisis menggunakan perspektif
Maqa>s}id al-Shari>’ah melalui fitur-fitur yang ditawarkan oleh jasser Auda. Karena
status harta tersebut akibat dari perlonggaran makna perjanjian perkawinan yang
tentunya memperbarui suatu undang-undang sesuai dengan kebutuhan umat.
Penerapan dari teori Maqa>s}id baru yang dikembangkan oleh Jasser Auda lebih
terhadap development (dalam hal ini termasuk pembangunan dan pemberdayaan) dan
human right (hak asasi manusia) serta kemaslahatan publik.229 Ketiga komponen
tersebut merupakan target utama dari maslahah dalam Maqa>s}id al-Shari>’ah, guna
merealisasikan studi hukum Islam yang komprehensif, lebih daripada itu pentingnya
sebuah studi terhadap hukum keluarga Islam kaitannya dengan makna perjanjian
perkawinan.
Ada 6 fitur-fitur yang disampaikan oleh Jassir Auda terkait Maqa>s}id al-
Shari>’ah berbasis sistem namun peneliti hanya menggunakan sebagian saja karena
menganggap yang paling cocok dalam menjawab pada kajian permasalahan yang
ada, fitur-fitur tersebut adalah (1) Watak Kognitif (Cognitive Nature), (2)
Keterbukaan Sistem (Oppeness), (3) Kebermaksudan (Purposefulness), ketiga fitur
ini dikaitkan dengan permasalahan yang ada yaitu pada perlindungan harta bersama
dalam perkawinan campuran. Dengan lebih detailnya dapat kita lihat dalam
penjelasan dibawah ini :




1. Implikasi Yuridis keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015
terhadap perlindungan harta bersama bagi perkawinan campuran dalam
Dimensi Kognisi Hukum Islam (Cognitive Nature).
Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 dapat dilihat bahwa
MK melakukan penafsiran dengan melihat asas keadilan dan kemanfaatan dalam
rangka menciptakan keharmonisan. Tidak dipungkiri bahwa masalah harta dan
kepemilikan terhadap properti baik itu tanah maupun bangunan dapat menimbulkan
permasalahan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, MK dalam putusannya
memberikan penafsiran perlonggaran terkait dengan waktu pembuatan perjanjian
perkawinan. Dengan demikian putusan tersebut dapat mendukung tujuan perkawinan
yakni kekal abadi dalam keharmonisan rumah tangga khususnya dalam perkawinan
campuran.
Sebenarnya implikasi yuridis dari putusan MK tersebut merupakan cara
memberikan rasa keadilan dalam perlindungan hukum atas harta bersama dalam
sebuah perkawinan baik perkawianan yang biasa terjadi di Indonesia ataupun
perkawinan campuran agar nantinya masyarakat tidak menjadi dilematis atas
pemberlakuan sebuah hukum dalam pelaksanaan harta bersama. Oleh karena itu MK
memberikan sebuah solusi yaitu dengan adanya perjanjian perkawinan dalam Hal ini
dimungkinkan terjadinya pembuatan maupun perubahan terhadap perjanjian
perkawinan dari pasangan suami istri yang selama ini menentukan sikap terhadap
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harta perkawinannya jika terjadi perpisahan, karena jika tidak ada perjanjian
perkawinan atau persatuan harta menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para
pihak  suami istri tentang kedudukannya terhadap harta perkawinan dalam
perkawinan campuran. Meskipun di sisi lainnya menyenangkan bagi pasangan pautri
perkawinan campuran yang masih mempertahankan WNI-nya guna mendapatkan
kepastian dan perlindungan hukum dalam kepemilikan hak milik atau hak guna
bangunan atas tanah di Indonesia. Kesannya pun menjadi kurang begitu tenang
karena bagi perkawinan campuran karena munculnya sebuah praktek penyelundupan
hukum.
Dalam putusan tersebut juga terdapat pro dan kontra mengenai harta bersama.
Pertama disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan saksi ahlinya,
menyatakan bahwa, MK akan sangat bijak untuk mempertimbangkan penafsiran
harta benda yang akan diperoleh dalam perkawinan sebagai harta bersama tidaklah
dalam konteks artinya hak milik, tetapi memang hal tersebut sebagai perkongsian
atas harta tersebut, tetapi bukan dalam pengertian yuridis. Dengan demikian, harta
tanah atau rumah beralih menjadi hak milik apabila memang perkawinan terputus,
baik cerai hidup maupun cerai mati. Disitulah ketentuan pasal 21 ayat (3) UUPA
berlaku. Oleh karena itu, penafsiran tersebut menjadikan hak-hak konstitusional
warga negara tidak menjadi hilang. Menurut ahli, sangatlah aneh apabila seorang
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WNI haknya berkurang karena melakukan perkawinan dengan WNA yang
disebabkan oleh larangan untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan.230
Tidak hanya itu, Ari Sukanti Hutagalung, dalam keterangannya sebagai saksi
ahli, antara lain mengatakan bahwa pengertian “harta bersama” khususnya mengenai
tanah inilah yang kemudian masalah dalam prakteknya, banyak pihak beranggapan,
karena menjadi harta bersama maka penguasaan dan kepemilikannya baik fisik
maupun yuridis menjadi milik bersama. Sehingga berakibat bagi pelaku perkawinan
campuran, sekalipun tanah hak milik ataupun hak guna bangunan yang dimiliki
terdaftar atas nama si WNI menjadi milik bersama si WNA. Hal tersebut berakibat
pada pasal 21 ayat (3) UUPA tetap berlaku dan akhirnya berdampak pada hilangnya
hak konstitusional seorang WNI untuk mempunyai tanah dengan status hak milik
dan hak guna bangunan di Indonesia. Oleh karenanya, ahli setuju bahwa
dikeluarkannya hak milik serta hak guna bangunan dari harta bersama oleh WNI
yang melakukan perkawinan campuran. Namun juga harus diperketat jika terjadi
peristiwa hukum yang menyebabkan hak milik dan hakl guna bangunan jatuh
ketangan orang asing.231
Melihat serta mencermati dari pro-kontra mengenai harta bersama maka
terobosan atau pembaruan hukum MK No 69/PUU-XIII/2015 menjadi dilematis.
Namun hal itu semua merupakan hikmah dari pembaruan hukum melalui perjanjian
perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat
230 Salinan Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 92-98.
231 Salinan Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,  98-105.
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perkawinan berlangsung sudah diatur dalam perundang-undangan, sedangkan
perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan masih belum diatur.
Tentunya sangat penting kehadiran instrumen hukum guna mengakomodir
problematika tersebut. Untuk itu secara eksplisit Mahkamah Konstitusi memberikan
jalan keluar mengenai permasalah tersebut lewat judicial review MK No 69/PUU-
XIII/2015 yang menyatakan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam
ikatan perkawinan.
Pada intinya pembaruan tersebut dibuat atau dilaksanakan karena selain
mengacu pada asas-asas yang telah disebutkan di atas, juga mempertimbangkan
kebutuhan akan masyarakat terkait konstitusi, agar mendapatkan kepastian hukum.
Sehingga terobosan atau perlonggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat menjadi
kemaslahatan publik yang sesui dengan perkembangan zaman.
Jika melihat sudut pandang fikih klasik, menurut Amir Syarifuddin bahwa
tidak ditemukan secara khusus dan terperinci terkait dengan bab perjanjian
perkawinan. Tetapi yang ada adalah rukun dan syarat dalam perkawinan. Perjanjian
perkawinan termasuk istilah modern yang muncul dalam aturan-aturan perkawinan
di Indonesia. Perjanjian perkawinan bukan merupakan sebuah syarat-syarat yang
diucapkan dalam prosesi akad, akan tetapi perjanjian yang dimaksud di sini adalah di
luar prosesi akad perkawinan meskipun dalam suasana atau majlis yang sama.232
232Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2009), 46.
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Pandangan lain tentang perjanjian perkawinan menurut Abdul Rahman
Ghozali, yaitu persetujuan yang dibuat oleh kesua calon mempelai pada waktu atau
sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa
yang disebutkan dalam perjanjian tersebut, yang disahkan oleh pegawai pencatat
nikah.233 Selebihnya, perjanjian perkawinan berhukum mubah atau boleh dilakukan
selama perjanjian perkawinan yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat
Islam atau hakikat perkawinan itu sendiri.234 Jika nantinya syarat perjanjian
perkawinan yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan
apapun perjanjian tersebut maka menjadi tidak sah, namun akad nikahnya tetap
sah.235
Jumhur Ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam
bentuk perjanjian, hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian
lainnya.236 Berdasarkan ulama fiqh Imam Ahmad dan kalangan Hanabilah tersebut,
maka persyaratan yang dimasukkan dalam bentuk perjanjian perkawinan sangat
terbuka selama tidak ditemukan secara khusus aturan yang melarang syarat
tersebut.237
Menurut hukum Islam dengan perkawinan tersebut, maka istri menjadi
“Syirkatu rojuli filhayati” kongsi sekutu seorang suami dalam melayani behtera
233 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 119.
234Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat,…..119
235Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 2,  93.  dan Abdul
Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, 120
236Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,…146
237 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,…146
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hidup, maka antara suami dan istri dapat terjadi syirkah abdan (perkongsian tidak
terbatas).238
Harta kekayaan bersatu karena syirkah seakan-akan harta kekayaan tambahan
karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama. Karena
itu, apabila terputus karena perceraian atau thalaq, maka harta syirkah tersebut dibagi
antara suami istri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka (suami istri)
turut berusaha dalam syirqah.
Ketetapan fatwa Syirqah tentang harta bersama antara suami istri yang
ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 7 februari 1978. No
21/C/1978 dalam perkembangan hukumnya menyatakan : “Apabila telah terjadi
syirkah (harta bersama) pada suatu masa tertentu, setelah berpindah dan tidak dapat
diperbolehkan dari masing-masing harta syirkah itu, maka harta tersebut dibagi
menjadi dua”. 267
Posisi Maqa>s}id dapat dijadikan suatu pertimbangan pada pendekatan
interpretasi perspektif hukum Islam dalam putusan MK tersebut, karena sumber
wahyu dalam Al-Qur an sangat membantu dalam menemukan atau
menginterpretasikan makna yang terkandung dalam Al-Qur an sebagai
pertimbangan atas putusan berkaitan dengan konsep harta bersama atas perlonggaran
perjanjian perkawinan campuran, sehingga hal tersebut menurut peneliti sudah











teraplikasikan apa yang ditawarkan Jasser Auda maksud dari fitur ini. Berikut
pemahaman yang di usulkan Jasser Auda dalam menuju validasi kognitif.
Skema 1.6: Skema Pengembangan watak kognitif oleh Jasser Auda.239
Gambar di atas sekali lagi menjelaskan metode dari fitur watak kognitif yang di
usulkan Jasser Auda dalam mengidentifikasi sebuah kontribusi terhadap proses
legislasi. Di mana Al-Qur an menjadi landasan yang fundamental ke dalam
perumusan fiqh, yang nantinya berkontribusi terhadap pembaruan sebuah undang-
undang.  Tidak hanya sampai disitu, kontribusi „urf pun diharapkan berpartisipasi
dalam pembentukan perundang-undangan, guna mencapai perundang-undangan yang
mampu meraih keadilan dan kebahagiaan masyarakat pada umumnya, serta terhadap
perlindungan atas harta bersama dalam perjanjian perkawinan khususnya.
239 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah Pendekatan Sistem, (Bandung:
PT Mizan Pustaka, 2015), Cet.ke-1. 256.
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Dalam konteks terhadap pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yang
seharusnya tidak menyampingkan hukum adat, karena nilai-nilai hukum adat yang
mengandung asas kekeluargaan tidak bertentangan dengan pancasila. Hal ini juga
yang dimaksud oleh Hukum progresif berpijak dari suatu asumsi bahwa hukum
adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia menuju kehidupan yang adil,
sejahtera dan bahagia.240
Jadi jika mencermati asumsi dari hukum progresif di atas, Satjipto dalam
pemikirannya mengenai suatu produk hukum progresif lebih menekankan pada aspek
dehumanisasi terhadap produk-produk hukum yang disusun atau dibangun kelak
kemudian hari. Berdasarkan konsep rancangan menuju produk hukum yang
digambarkan oleh Jasser Auda di atas, suatu produk hukum harus disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat modern. Manusia harus diletakkan pada sentral hukum, artinya
suatu kebahagiaan, keadilan, kesejahteraan dan sebagainya yang melekat pada
manusia menjadi pusat dari kepedulian hukum. Hukum hanya sebagai sarana untuk
menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Apabila hukum tidak mampu
mencapai jaminan demikian, maka harus dilakukan suatu upaya konkret terhadap
hukum, termasuk melakukan penataan dan penyusunan kembali.241
Kongklusinya adalah merujuk pada konsep menuju produk hukum oleh Jasser
Auda melalui fitur watak kognitif tersebut dan maksud penataan hukum oleh Satjipto,
dapat membantu terbentuknya suatu hukum yang sesuai dengan masyarakat modern
240 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,…..1.
241 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,…..265.
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atau menjadi pondasi untuk solusi dalam problematika hukum, dengan demikian
sebuah kemaslahatan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari Maqa>s}id itu sendiri,
yang mana putusan MK tersebut mencoba meraih dari sebuah kemaslahatan pada
masyarakat yaitu bagi Warga Negara Indonesia dalam mendapatkan perlindungan
hukum pada harta bersama atau harta kekayaan yang timbul akibat perkawinan
campuran.
2. Implikasi Yuridis keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015
terhadap perlindungan harta bersama bagi perkawinan campuran dalam
Dimensi Keterbukaan Sistem Hukum Islam (Opennes).
Telah dijelaskan mengenai fitur ini pada pembahasan sebelumnya, oleh sebab
itu sekali lagi peneliti kuatkan dasar fitur ini, dengan berawal dari sistem hukum
Islam. Sistem hukum Islam adalah sistem terbuka dalam pengertiannya. Namun
beberapa faqih masih menyerukan pada penutupan pintu ijtihad pada level teori usul
fikih. Semua madzhab fikih terkenal dan mayoritas faqih selama berabad-abad setuju
bahwa ijtihad merupakan keniscayaan bagi hukum Islam, karena Nash khusus itu
terbatas, sedangkan peristiwa tidak terbatas. Jadi, metodologi ushul fiqih
mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi peristiwa baru atau dalam
terminologi teori sistem berinteraksi dengan lingkungan.
Maksud dari fitur ini adalah dengan menggunakan beberapa metode dalam
Ushul Fiqh seperti „urf sebagai metode filsafat hukum Islam yang terdapat tujuan
Maqa>s}id al-Shari>’ah. Pendapat Auda mengenai pembaruan hukum Islam melalui
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ushul fiqh sedikit atau banyak merupakan filsafat hukum Islam, maka sudah pasti
bahwa ushul fiqh memelihara investigasi filosofis, yang secara umum berkembang
seiring evolusi pengetahuan.
Korelasi antara implikasi yuridis putusan MK terhadap perlidungan harta
bersama dalam perkawinan campuran yaitu perlindungan harta bersama pasca
putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015  dengan „urf atau yang dapat disebut dengan
kebiasaan atau adat, yaitu berawal dari ketentuan pada pasal 35 ayat (1) sebagaimana
yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Dalam konteks terhadap pasal 35
ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yang seharusnya tidak menyampingkan hukum adat,
karena nilai-nilai hukum adat yang mengandung asas kekeluargaan tidak
bertentangan dengan pancasila. Oleh sebab itu, menurut peneliti nilai-nilai hukum
adat tentang harta bersama seharusnya tetap mewarnai dalam UU perkawinan.
Kaitannya dengan hal tersebut, maka pasal 29 ayat (1) UU perkawinan yang
membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan hanya “pada waktu” atau
“sebelum” perkawinan diselenggarakan, sehingga membatasi hak suami istri yang
melakukan perkawinan campuran antara WNI dengan WNA, guna membuat
perjanjian perkawinan disaat mereka dalam sebuah ikatan perkawinan. Jadi, hak
untuk membuat perjanjian perkawinan bagi suami istri hendaknya tidak dibatasi
hanya “pada waktu” atau “sebelum” perkaiwinan dilangsungkan, tetapi perjanjian
perkawinan hendaknya juga dapat dilakukan pada “selama perkawinan berlangsung”,
sesuai dengan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum di
Indonesia khususnya mengenai harta bersama.
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Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “ Adah” yang artinya
“kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang
menyebutkan berasal dari kata “urf”. Dengan kata „urf dimaksudkan adalah semua
kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang
mengatur hidup bersama).242
Adat atau„urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka
telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama  menerima
„urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai
dalil hukum yang mustaqill (mandiri).243
Adat atau kebiasaan manusia dapat dijadikan sebagai landasan penetapan
hukum dengan pengecualian adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat,
kebiasaan tersebut juga dapat dikatakan dengan „urf .244
Setiap daerah di Indonesia jika ditinjau melalui adat, mempunyai ketentuan
masing-masing. Oleh sebab itu, sikap pluralisme sangatlah penting untuk dihidupkan.
Terkait dengan harta bersama peneliti mengambil pandangan menurut hukum adat
yaitu semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka dalam ikatan perkawinan,
baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta
warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami
istri dan barang-barang hadiah. Kesemuaannya itu dipengaruhi oleh prinsip
242 Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di
Indonesia (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8.
243 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani (Jakarta: Logos, 1999), 34.
244Muhammad Shidqi, Al-Wajiz fi „idhohi Quaidhul Fiqh Al-Kuliyati, (Riyadh: Attaubah, 1994), Cet.
4, 217.
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kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap
suami istri yang bersangkutan.245 Sebenarnya nilai-nilai hukum adat tersebut sudah
terealisasi dalam KHI mulai pasal 85 sampai dengan pasal 97. Sedangkan mengenai
perjanjian perkawinan KHI mengaturnya mulai pasal 45 sampai dengan pasal 52.
Pengaturan harta bersama dalam hukum adat itu dibedakan dalam harta gono
gini yang menjadi milik bersama suami istri, dan harta bawaan menjadi milik masing-
masing pihak suami atau istri, dan harta bawaan menjadi milik masing-masing pihak
suami atau istri. Diikutinya sistem hukum adat oleh UU No. 1 Tahun 1974 sebagai
hukum nasional adalah sebagai konsekuensi dari politik hukum di Indonesia yang
telah menggariskan bahwa pembangunan hukum nasional haruslah berdasarkan
hukum adat sebagai hukum kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan
pancasila.246
Selanjutnya mengenai harta bersama dalam hukum adat ketika terjadi
perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Sejak masa perang dunia kedua,
sudah dipertahankan ketetapan hukum yang memberi hak dan kedudukan yang sama
antara suami istri terhadap harta bersama apabila perkawinan mereka pecah.
Contohnya dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No.
424K/STP/1959, dalam putusan ini ditegaskan: “Menurut yurisprudensi Mahkamah
245 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: penerbit Alumni, 1982), 156.
246 R. Purwoto S., Renungan Hukum, (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 1998), 449.
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Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami istri
dengan masing-masing mendapat separuh bagian”.247
Kaitannya dengan nalar hukum Islam yaitu terdapat empat syarat adat dapat
dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu naṣ
sharῑ ah; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi
tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak
terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang
dikandung oleh tradisi.248
Dengan demikian, putusan MK tersebut sebagai pembaruan hukum telah
sesuai dengan tujuan pendekatan sistem dalam keterbukaan via filsafat hukum Islam
yaitu „urf. Sehingga fitur ini dapat dipakai untuk melacak atau mendalami sebuah
pembaruan hukum yang sesuai dengan tujuan dari perlindungan terhadap harta
bersama pada perkawinan campuran pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
Istilah adat atau „urf adalah sesuatu hukum yang tidak dapat diabaikan di
Indoneisa itulah kenyataannya. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada
dalam hukum adat khususnya pada perlindungan harta bersama dalam suatu
perkawinan harus dipertimbangkan, sebagai efek yang sangat fundamental terhadap
perlonggaran makna perjanjian perkawinan, terlebih undang-undang sebagai landasan
hukum secara nasional. Maka pentingnya suatu mobilitas hukum guna mencapai
tujuan yang idealis. Senada dengan pernyataan Satjipto mengenai tujuan dari
247Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 129.
248 Abdul Haq, et. al., Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu) (Surabaya:
Khalista, 2006),  283.
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harmonisasi hukum.249 Cara berhukum yang harus dilaksanakan di Indonesia sebagai
negera yang pluralis adalah dengan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya The
living law pada masyarakat yang pluralis dan mensinergikan dengan kepentingan
nasional, melalui upaya yang dikenal dengan istilah harmonisasi hukum.250
Untuk menjaga disharmoni hukum yang terdapat dalam pembaruan hukum
terhadap keputusan MK tentang perjanjian perkawinan, perlu adanya antisipasi dari
faktor-faktor potensial khususnya terkait perlindungan harta bersama perspektif
hukum adat dan dapat dilakukan melalui:
1) Proses litigasi melalui court-connected dispute resolution (CCDR) untuk
mendalami para pihak yang bersangkutan dibidang perdata sebelum dimulai
pemeriksaan di pengadilan.
2) Proses non litigasi melalui alternative dispute resolution (ADR) untuk
menyelesaikan persoalan sengketa perdata di luar pengadilan.
3) Proses litigasi sebagai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.
4) Proses negosiasi atau musyawarah, baik dengan mediator atau tidak untuk
menyelesaikan disharmoni hukum politik yang tidak bersifat pidana, seperti
tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan antar instansi pemerintah
249Suhartono, Harmonisasi Perarturan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja
Negara, Disertasi (Universitas Indonesia, 2011),  95.
250 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, …….174.
143
5) Proses pemeriksaan perkara pidana untuk mengadili pelanggaran atau tindak
kejahatan.251
Fungsi hukum nasional saat terjadi pembaharuan hukum harus dapat
mempertimbsngkan akibat atau implikasi hukum yanga akan timbul pasca
pemberlakuannya. Satjipto menegaskan dalam konteks ini bahwa fungsi hukum
nasional pada dasarnya adalah sedapat mungkin memfasilitasi tumbuhnya nilai-nilai
hukum pada masyarakat yang pluralis dan mengharmonisasikannya dalam bingkai
hukum nasional, dan tidak memaksakan nilai-nilai yang belum tentu dibutuhkan dan
sesuai dengan kebutuhan berhukum dari masyarakat Indonesia yang pluralis.252
Dengan demikian keterbukaan yang ditawarkan pada fitur ini merupakan
sebuah pembaharuan hukum yaitu pada putusan MK tersebut dengan nilai-nilai adat
istiadat yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagai dasar pertimbangan pada
putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 dalam memberikan perlindungan hukum atas
harta bersama dalam perkawinan campuran.
3. Implikasi Yuridis keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015
terhadap perlindungan harta bersama bagi perkawinan campuran dalam
Dimensi Kebermaksudan (Purposefulness).
Sebagai landasan fitur kebermaksudan yang dijadikan fitur utama menurut
Jasser Auda, Fitur kebermaksudan merupakan fitur yang dapat menjangkau seluruh
fitur yang telah ditawarkan oleh Jasser Auda. Maksud dan tujuan pun dibedakan
251 Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik,
(Malang: Nasa Media, 2010), 11.
252 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,…188.
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dalam fitur ini, untuk itu realisasi dari sebuah Maqa>s}id adalah kunci untuk mencapai
inti metodologi analisis sistem dari Hukum Islam. kaitannya dengan perlindungan
harta bersama pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan implikasi
hukum dari realisasi atas perjanjian perkawinan pada umumnya, yang dimaksud
umum adalah kaitannya dengan perundang-undangan. Meskipun pembahasan dalam
ranah hukum positif, namun dengan harapan integrasi-interkoneksi sehingga dalam
pendekatan perspektif hukum Islam dirasa sangat penting dan perlu dalam
kontribusinya atas perundang-undangan khususnya berkaitan dengan perjanjian
perkawinan.
Menurut Auda, realisasi Maqa>s}id merupakan dasar penting dan fundamental
bagi sistem hukum Islam. Menggali Maqa>s}id harus dikembalikan kepada teks utama
(Al-Qur an dan Hadist), bukan pendapat pikiran atau faqih. Oleh sebab itu,
perwujudan tujuan menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa
menghubungkannya dengan kecenderungan atau madzhab tertentu. Tujuan
penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemashlahatan masyarakat yang
terdapat disekitarnya.253
Berkaitan dengan perundang-undangan, bahwa putusan MK No. 69/PUU-
XIII/2015 juga berimplikasi pada masyarakat secara menyeluruh karena sifat dari
hukum positif yang wajib ditaati oleh seluruh elemen masyarakat, tidak hanya
berlaku pada perkawinan campuran saja pada pembaharuan hukum atas perjanjian
perkawinan menurut keputusan MK tersebut.
253 Jasser Auda, Maqosid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Sistem Approach, 55.
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Pemohon dalam judicial review tersebut sebenarnya juga mendalilkan
mengenai inkonstitusionalitas pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan 1/1974 tentang harta
bersama. Namun MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pasal 35 ayat (1)
UU Perkawinan 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Artinya perjanjian
perkawinan dalam amar putusan atas pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan 1/1974 yang
berkaitan dengan perjanjian harta bersama ditentukan dalam pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan 1/1974 tersebut.
Menurut analisis peneliti, pada prinsipnya UU No 1/1974 tentang perkawinan
manganut adanya harta bersama secara otomatis. Berbeda dengan KHI yang tidak
ada pernyataan yang tegas mengenai terbentuknya harta bersama secara otomatis.
Terutama dalam pasal 86 ayat (1) “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta
suami dan harta istri karena perkawinan”. Dalam pembahasan sebelumnya mengenai
perlindungan harta bersama dalam dimensi keterbukaan, telah dijelaskan mengenai
syirkah antara suami istri.
Jika dicermati, pemohon dalam amar putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015
sebenarnya menginginkan konsep tentang pembagian harta bersama yang jelas akibat
hukum dari perjanjian perkawinan. Namun dalil pemohon dinyatakan
inkonstitusional yang artinya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu,
pentingnya sebuah pendekatan Maqa>s}id al-Shari>’ah sebagai alternatif atau
setidaknya berkontribusi dalam menentukan sebuah putusan.
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Bila dibandingkan dengan KHI, yang menyebutnya harta kekayaan dalam
perkawinan adalah syirkah. Jika harta kekayaan dalam perkawinan dianggap syirkah,
maka perlu adanya akad syirkah. Di pembahasan sebelumnya juga dijelaskan
perbedaan antara akad nikah dengan akad syirkah. Menurut peneliti, terbentuknya
harta bersama di Indonesia hendaknya dimulai dengan akad/kesepakatan, tentunya
akan sejalan dengan ketentuan yang ada pada pasal 35 ayat (1) dan (2), pasal 36 ayat
(1) dan (2), serta pasal 37 UU Perkawinan 1/1974. Oleh sebab itu, pihak KUA atau
dispenduk harusnya mempertimbangkan adanya formulir isian kesepakatan tentang
harta kekayaan yang diisi oleh catin atau ketika adanya perjanjian dalam ikatan
perkawinan. Regulasi seperti itu tentunya sudah dapat dijalankan jika melihat
peraturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk merealisasikan
kerangka regulasi tersebut tentunya juga harus mendapatkan kewenangan oleh pihak
bersangkutan baik pemohon maupun institusi terkait, karena secara konstitusi sudah
terdapat landasan hukumnya.
Realisasi Maqa>s}id yang terdapat dalam perjanjian perkawinan khususnya
perkawinan campuran, mengenai perlindungan harta bersama pasca putusan MK No.
69/PUU-XIII/2015, yaitu dengan disandarkannya atas pasal 35, pasal 36 dan pasal 37
UU Perkawinan 1/1974. Dengan demikian, regulasi-regulasi mengenai perlindungan
terhadap harta bersama, tentunya harus direalisasikan karena sebagai upaya dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Dan sebagai
pembaruan hukum tentu berpijak dari suatu asumsi bahwa hukum adalah institusi
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yang bertujuan mengantarkan manusia menuju kehidupan yang adil, sejahtera dan
bahagia.254
Penjelasan di atas merupakan sebuah konsep yang maksud dan tujuannya
adalah untuk mengembangkan nilai-nilai yang terdapat dalam pemberdayaan
manusia secara yuridis, inilah tujuan bekerjanya fitur-fitur yang ditawarkan oleh
Jasser Auda sebagai metode analisis sistem. Pemberdayaan manusia secara yuridis
dapat diistilahkan sebagai pemberdayaan hukum, karena hukum untuk manusia. Oleh
sebab itu, penting merealisasikannya dalam pembangunan hukum lewat pembaruan
perundang-undangan. Hal ini dipertegas tegas oleh Satjipto, bahwa salah satu tujuan
yang hendak dicapai dalam pembangunan hukum adalah pembaruan peraturan
perundang-undangan sekaligus penegakan hukumnya, sehingga akan menampakkan
secara jelas mengenai bagaimanakah hukum di masa mendatang.255
Perlu diingat, hukum adalah bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Keterpurukan
hukum di Indonesia lebih dikarenakan pemaknaan hukum sebagai rule of law tanpa
melihat sebagai rule of morality. Akibatnya hukum hanya dilihat sebagai peraturan,
prosedur yang lekat dengan kekuasaan. Mereka lupa bahwa hukum juga sarat dengan
nilai, gagasan, sehingga menjadi partikuler.256
Tak terkecuali di Indonesia, tidak dapat dikesampingkan apalagi menolak
eksistensi hukum modern. Selain masyarakat yang pluralis juga konteks pergaulan
254 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2009),  1.
255 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,  258.
256 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 254.
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hukum secara global. Intinya dalam sistem hukum itu harus diberikan arah yang
jelas,257 realisasi dari perundang-undangan yang responsif dan mempertimbangkan
sebuah implikasi terkait, sehingga tidak meninggalkan hukum yang sesuai dengan
karakteristik Indonesia.
Hal demikian menjadi mutlak, karena tanpa adanya arah yang jelas mengenai
perubahan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai suatu upaya untuk mengatasi
krisis hukum dalam melanjutkan pemberdayaan hukum. Lebih jauh Satjipto
mengungkapkan reformasi hukum tidak sekedar mengadakan pembaruan, namun
perlu adanya pengembangan moralitas hukum sebagai arah dari perubahan, sehingga
mewujudkan penyelenggaraan hukum yang baik.258
Berkaitan dengan moralitas, perjanjian perkawinan sebenarnya akan
berdampak culture shock. Karena secara moral, budaya masyarakat timur yang tidak
mengenal individualisme tentu menolak adanya perjanjian perkawinan yang
dianggap hanya mementingkan harta. Meskipun tidak selamanya perjanjian
perkawinan berorientasi pada penyatuan harta dalam perkawinan. Dengan adanya
perkawinan campuran antara WNI dengan WNA, maka sangat penting pemahaman
akan perjanjian perkawinan karena akan berkaitan dengan penyatuan harta serta
perlindungan harta.
Pemaknaan perjanjian perkawinan versi dalam pasal 29 UUP 1/1974
mengenai implikasinya yaitu perlindungan terhadap harta bersama, akan
257Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,  254.
258Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,  259.
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menimbulkan kerumitan dalam keperdataan jika terdapat kealpaan terkait perjanjian
perkawinan. Terlebih untuk status perkawinan campuran, pembuatan perjanjian
perkawinan tanpa dibatasi waktu akan semakin melindungi setiap pasangan untuk
meraih tujuan dalam perkawinan. Dengan adanya putusan MK tersebut menjadikan
sebuah perlindungan hukum yang jelas dengan adanya perjanjian perkawinan
memungkinkan para pihak suami dan istri lebih tenang dan damai dalam menjalani
bahtera rumah tangga, dengan begitu tujuan Maqa>s}id dapat tercapai ini selaras
dengan putusan MK tersebut untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan
hukum atas harta bersama dalam perkawinan campuran.
Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Implikasi
keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 terhadap perlindungan harta
bersama bagi perkawinan campuran Perspektif Maqa>s}id al-Shari>’ah yaitu Penemuan
Maqa>s}id yang terdapat dalam perjanjian perkawinan khususnya perkawinan
campuran, mengenai perlindungan harta bersama pasca putusan MK No. 69/PUU-
XIII/2015, yaitu dengan disandarkannya atas pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 UU
Perkawinan 1/1974. Dengan demikian, regulasi-regulasi mengenai perlindungan
terhadap harta bersama, tentunya harus direalisasikan terhadap perundang-undangan
yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, karena sebagai upaya dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Hal ini merupakan
tujuan Maqa>s}id dengan nilai pemberdayaan secara hukum, dan sebagai pembaruan
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hukum tentu berpijak dari suatu asumsi bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan
mengantarkan manusia menuju kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia.
C. Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015
terhadap keabsahan  Perjanjian perkawinan yang di buat oleh pegawai pencatat
perkawinan dengan yang dibuat oleh pihak Notaris pada Perkawinan
Campuran.
Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan sebuah
putusan yang memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi terhadap pelaku
perkawinan campuran utamaya dalam persoalan harta bersama pada perkawinan
tersebut, Perjanjian perkawinan merupakan sebuah terobosan solusi untuk
meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari dalam persoalan harta
bersama bagi perkawinan campuran.
Sudikno Mertokusomo mendefinisikan perjanjian perkawinan sebagai suatu
perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah
pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku setelah pernikahan
dilangsungkan.259
Perjanjian perkawinan termasuk dalam perjanjian formil karena perjanjian
formil adalah suatu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kata sepakat saja,
tetapi juga mensyaratkan penuangan perjanjian tersebut dalam suatu bentuk
perjanjian tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu. Untuk perjanjian
perjanjian tertentu undang-undang menentukan bahwa suatu perjanjian baru sah
259 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988,  97.
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selain harus memenuhi syarat umum untuk sahnya perjanjian, tetapi juga harus
dituangkan dalam akta otentik.260
Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan telah diatur dalam Bab Ketujuh
Pasal 139 sampai dengan Pasal 167 KUHPerdata. Namun selanjutnya Undang-
undang Perkawinan tahun 1970 lahir mengesampingkan aturan yang telah ada di
KUHPerdata tersebut (Lex Post Teriori Derogat Legi Priori). Didalam UU
Perkawinan pengaturan Perjanjian perkawinan di atur dalam pasal 29 peraturan
tersebut sebagai koreksi terhadap KUHPerdata yang sebelumnya berlaku.
Namun Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui
putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal
29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
atas permohonan Ny. Ike Farida yang inti amarnya menyebutkan bahwa sepanjang
tidak dimaknai perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan “selama dalam ikatan
perkawinan”, maka Pasal demikian itu menurut Mahkamah tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional bersyarat).
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah beberapa ketentuan yang
sebelumya diataur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan antara lain bahwa
Perjanjian Perkawinan boleh dibuat sebelum, pada saat dan selama dalam ikatan
perkawinan (Postnuptial Agreement). Ketentuan tersebut mengesampingkan
260Aislie Anantama Septiawan, Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam
Kepemilikan Tanah Di Indonesia, Lambung Mangkurat Law Journal  Vol 2 Issue 1,  March (2017),
66.
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ketentuan yang ada sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat
sebelum perkawinan dilangsungkan.
Ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa
perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan atau Notaris. Ketentuan ini mempertegas siapa saja yang berwenang
mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut. Sebelumnya hanya disebutkan bahwa
perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan namun sejak
berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengesahan perjanjian kawin juga
dapat dilakukan dihadapan Notaris.
Berbicara kewenangan dalam pengesahan perjanjian perkawinan disini
melalui putusan MK tersebut, ada dua pejabat yang berwenang dalam pengesahan
akta perjanjian perkawinan yaitu (1) pegawai pencatat perkawinan (PPP) , (2)
Notaris, kedua pejabat tersebut sama-sama memiliki mandat yang sama dalam
mengesahkan perjanjian perkawinan.
1. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pencatat perkawinan.
Dibuatnya perjanjian perkawinan yang di sahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan (PPP) atau Penghulu pada sebelum dilaksanakannya perkawinan
adalah sebuah ketentuan perjanjian perkawinan pada pasal 29 UUPerkawinan
tahun 1974, ketentuan tersebut menerangkan bahwa pada waktu atau sebelum
dilangsungkanya perkawinan kedua belah pihak (calon suami dan istri) dapat
mengajukan perjanjian tertulis (perjanjian perkawinan) atas kesepakatan bersama
tampa melanggar ketentua hukum atau perundang-undangan yang berlaku, yang
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disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (PPP), yang mana isinya juga dapat
berlaku pada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terkait.
a. Kedudukan hukum pegawai pencatat perkawinan
Pegawai pencatat perkawinan (penghulu) menurut PP No 9 tahun 1975
tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 disebutkan
bahwa pasal 1 huruf d : yang dimaksud pencatat perkawinan adalah pegawai
pencatat perkawinan, sedangkan menurut Peraturan Mentri Agama No 19 Tahun
2018 bahwa pasal 1 huruf ke 2 menjelaskan penghulu adalah pegawai negeri sipil
sebagai pencatat perkawinan.
b. Wewenang pencatat hukum dalam membuat perjanjian perkawinan.
Pegawai pencatat perkawinan selain mendapatkan mandat sebagai
pencatat perkawinan dia juga mempunya fungsi sebagai pencatat perjanjian
perkawinan yang mana dijelaskan pada pasal 29 UUPerkawinan atas kehendak
kedua belah pihak (calon suami dan istri) dapat membuat perjanjian tertulis yang
disepakti bersama tampa melanggar ketentuan hukum atau perundang-undangan
yang berlaku yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (PPP), dimana
isinya juga dapat berlaku terhadap pihak ketika sepanjang pihak ketiga terkait.
Kemudian di muat dalam akta perkawinan menurut PP No 9 tahun 1975 ayat
pasal 12 huruf h. artinya pegawai pencatat perkawinan (PPP) atau penghulu
memiliki kewenangan dalam pengesahan dalam pencatatan perjanjian
perkawinan.
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Namun setelah keluarnya putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 tentang
perjanjian perkawinan pada amar putusan menyebutkan bahwa pasal 29 UU
Perkawinan tersebut "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam
ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan
perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris,
setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga
tersangkut”.261 Pegawai pencatat perkawinan (PPP) atau penghulu memiliki
sebuah kewenangan baru yaitu dapat mengesahkan perjanjian perkawinan pada
waktu sebelum atau selama dalam masa perkawinan, jadi yang awalnya pegawai
pencatat perkawinan (PPP) ini hanya dapat mengesahkan perjanjian perkawinan
sebelum dilangsungkan perkawinan dengan adanya keputusan MK tersebut
menjadikan pergeseran norma hukum bahwa pegawai pencatat perkawinan dapat
juga melaksanakan kewenangannya dalam pengesahan perjanjian perkawinan
selama dalam masa ikatan perkawinan berlangsung.
Dengan demikian kedudukan hukum atau legal standing pegawai pencatat
perkawianan (PPP) atau penghulu adalah sebagai pegawai negeri sipil yang
diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai
pencatat perkawinan dan juga sebagai yang mengesahkan perjanjian perkawinan,
dimana perjanjian perkawinan tersebut dicatat dan dimuat dalam akta perkawinan
pada pasangan suami istri perkawinan campuran.
261Salinan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 156.
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2. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris.
Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-VIII/2015 mengubah
beberapa ketentuan yang sebelumya diataur dalam Pasal 29 Undang-undang
Perkawinan antara lain bahwa pengesahan Perjanjian perkawinan awalnya hanya
dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan namun dengan adanya putusan MK
tersebut ada pejabat negara yang juga diberikan kewenangan oleh MK dalam
pengesahan perjanjian perkawinan yaitu Notaris, yang mana kewenangannya
juga dapat mengesahkan perjanjian perkawinan baik sebelum dilangsungkan
perkawinan atau dalam masa ikatan perkawinan berlangsung, ini mengacu pada
amar putusan MK yang frasanya menyatakan "Pada waktu, sebelum
dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh
pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.262 Dengan putusan
tersebut Notaris mendapatkan kewenangan baru dalam mengesahkan perjanjian
perkawinan selain tugas pokoknya membuat akta autentik Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004  Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan
notaris.
Notaris berasal dari kata natae, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat
itu semacam penulis stero.263 menurut Soetarjo Soemoatmodjo notaries adalah
262 Salinan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 156.
263Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Yogyakarta, Liberty, 4.
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orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta
resmi, Notaris merupakan pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila
ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan
kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.264
a. Kedudukan Hukum Jabatan Notaris.
Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  Jo
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris menyebutkan
bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik dan kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
ini”. Selanjutnya dalam penjelasan UUJN dinyatakan bahwa notaris adalah
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan
akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.265 Selanjutnya
wewenang notaries dijabarkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004  Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris
menyebutkan : " Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan
dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan
Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang
264 Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Yogyakarta, Liberty,  4
265Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris.
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pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain
atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
b. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta Perjanjian Perkawinan.
Tugas pokok seorang notaris adalah membuat akta autentik mengenai
semua perbuatan hukum, namun dengan adanya putusan MK No 69/PUU-
VIII/2015 tentang perjanjian perkawinan pada amar putusannya, bahwa notaris
dapat mengesahkan perjanjian perkawinan yang di ajukan oleh para pihak suami
istri atas kesepakatan bersama dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan
perundang-undangan, baik dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan atau
selama masa ikatan perkawinan. Dengan adanya putusan tersebut memberikan
kewenangan baru kepada notaris terhadap mengesahkan akta perjanjian
perkawinan tersebut.
Wewenang tersebut di perkuat dengan Peraturan Menteri Agama No. 19
tahun 2018 tentang pencacatan perkawinan pada pasal 19 yang membahas
tentang Perjanjian perkawinan yang menyatakan :266 " Ayat (1) Calon suami dan
calon istri, pasangan pengantin, atau suami dan istri dapat membuat perjanjian
perkawinan pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan
perkawinan. Ayat (2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan di hadapan notaris. Ayat (3) Materi perjanjian perkawinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum
Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan" kemudian pada pasal
266Peraturan Menteri Agama No 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
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20 menyatakan " Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinan dan
Buku Pencatatan Perkawinan" artinya setiap perjanjian yang dibuat dihadapan
Notaris setelah disahkan harus di catatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) dan
dimuat dalam akta perkawinan serta buku pencatatan perkawinan.
Dengan demikian perjanjian perkawinan harus dilakukan atau dibuat di
hadapan Notaris mengacu pada wewenang yang diberikan MK melalui Putusan
MK No. 69/PUU-VIII/2019 tentang perjanjian perkawinan dan Peraturan
Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, dengan
ketentuan tersebut kedudukan hukum atau legal standing Notaris dalam
mengesahkan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran adalah sebagai
pejabat umum yang diberikan wewenang dalam mengesahkan perjanjian
perkawinan dan setiap perjanjian perkawinan harus dilakukan di hadapan notaris.
Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa keabsahan pembuatan perjanjian
perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan Notaris adalah
sama-sama memiliki kewenangan dalam pengesahan dalam perjanjian perkawinan,
kewenangan tersebut berdasarkan dari putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dan
Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018.  dengan demikian keabsahan terhadap
perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh kedua pejabat hukum tersebut memiliki
kekuatan hukum tetap dimulai dibuat dan disahkannya oleh pihak yang





1. Latar belakang dari lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
VIII/2015 adalah atas pengajuan permohon judicial review ke Mahkamah
Konstitusi oleh Ny Ike Farida atas beberpa pasal yang bertentangan dengan UUD
1945 yang terkait pada pelaksanaan harta bersama dalam perkawinan campuran
dan perjanjian perkawinan.
2. Implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 terhadap
perlindungan harta bersama bagi perkawinan campuran Perspektif Maqa>s}id al-
Shari>’ah yaitu dengan menggunakan pedekatan fitur-fitur dalam teori Maqa>s}id
al-Shari>’ah berbasis sitem oleh Jassir Auda bahwa pada putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut terdapat unsur-unsur Maqa>s}id dalam perlindungan harta
bersama pada perkawinan campuran.
3. Legal standing atau kedudukan hukum atas pembuatan perjanjian perkawinan
yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan Notaris adalah pengesahan
perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh kedua pejabat tersebut sama-sama
memiliki kududukan hukum yang sama.
B. Saran
Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga konstitional sebagai sarana
mencari keadilan dalam narasi ketidakadilan yang diperoleh Warga Negara Indonesia
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atas pemberlakuan sebuah aturan yang minim akan pertimbangan Hak Asasi
Manusia, sehingga merugikan setiap hak-hak yang diberikan oleh konstitional, ini
mengakibatkan sebuah kehilangan hak-hak Warga Negara Indonesia dalam hal ini
adalah pelaku Perkawinan Campuran pada perlindungan harta bersama atau harta
bawaan, untuk itu sudah waktu kita menuju Konstitional yang religious yang
mementingkan aspek-aspek Hak Asasi Manusia dimana hal ini sangat sejalan dengan
apa yang jabarkan dalam teori Maqa>s}id al-Shari>’ah oleh Jassir Auda sebagai salah
satu rekomendasi dalam sistem konstitional kita.
Sebagai bahan pertimbangan kepada Legislatif Negara ini agar segera
memberikan konstribusi merevisi UUPerkawinan terhadap peraturan perkawinan
khususnya pada perkawinan campuran agar nantinya kepastian hukum dan
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